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BAB I 

POLITIK  HUKUM 

A. KONSEP DAN PENGERTIAN 

Secara etimologis, istilah politik hukum merupakan 

terjemahan bahasa Indonesia dari istilah hukum Belanda 

rechtspolitiek, yang merupakan bentukan dari dua kata rech 

dan politik menurut Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, 

Dalam bahasa Indonesia, kata recht berarti hukum. Kata 

hukum sendiri berasal dari bahasa Arab hukm (kata 

jamaknya ahkam), yang berarti putusan, ketetapan, 

perintah, kekuasaan, hukuman, dan lain-lain. Berkaitan 

dengan istilah ini, belum ada kesatuan pendapat di kalangan 

para teoretisi hukum tentang apa batasan dan arti hukum 

yang sebenarnya. Perbedaan pendapat terjadi karena 

sifatnya yang abstrak dan cakupannya yang luas serta 

perbedaan sudut pandang para ahli dalam memandang dan 

memahami apa yang disebut dengan hukum itu. Namun, 

sebagai pedoman, secara sederhana kita dapat mengatakan 

bahwa hukum adalah seperangkat aturan tingkah laku yang 

berlaku dalam masyarakat. 

Politik dan hukum adalah dasar dari politik hukum dengan 

ketentuan bahwa pelaksanaan pengembangan politik 

hukum tidak bisa dipisahkan dengan pelaksanaan 

pengembangan politik secara keseluruhan. Atau dapat 

dikatakan, prinsip dasar yang dipergunakan sebagai 

ketentuan pengembangan politik akan juga berlaku bagi 

pelaksanaan politik hukum yang diwujudkan melalui 

peraturan perundang-undangan. 

Padmo Wahjono mendefinisikan politik hukum sebagai 

kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, maupun isi 

dari hukum yang akan dibentuk. Dikatakan bahwa politik 



hukum adalah kebijakan penyelenggara negara tentang apa 

yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu.1 

Pembentukan, penerapan, dan penagakan hukum 

nampaknya diyakini Wahjono sebagai sesuatu penting dan 

di antara sebab terkemuka adalah problem legislasi itu 

sendiri. Rumusan norma hukum yang eksplisit dalam 

wujud perundang-undangan tidak jarang malah terkesan 

kaku dan limitatif, meski dalam pengimplementasiannya 

masih terbuka peluang bagi hakim untuk melakukan 

interpretasi, mengingat kodifikasi norma hukum apa pun 

memang tercipta dengan kondisi yang selalu tidak lengkap. 

Oleh karena itu, dalam penerapannya untuk kasuskasus 

konkrit di pengadilan, norma atau kaidah hukum itu tidak 

jarang memunculkan berbagai persoalan yang bermuara 

pada sulitnya mewujudkan keadilan substansial 

(substansial justice) bagi para pencarinya. 

Sementara itu, menurut Soedarto politik hukum adalah 

kebijakan dari negara melalui badan-badan negara yang 

berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang 

dikehendaki, yang diperkirakan akan digunakan untuk 

nengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat 

dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan2. Pendapat 

Soedarto menggiring kepada pemahaman pentingnya 

eksistensi kekuasaan negara untuk mewujudkan cita-cita 

kolektif masyarakat. Kekuasaan secara umum diartikan 

sebagai suatu kemampuan untuk mempengaruhi orang 

lain/kelompok lain sesuai dengan pemegang kekuasaan itu 

sendiri dalam suatu pemerintahan negara. 

 
1 Padmo Wahjono, 1991, Menyelisik Proses Terbentuknya Perundang-

undangan 
2 Soedarto, 1986, Hukum dan Hukum Pidana 



Walaupun kemudian proses hukum yang dimaksud tersebut 

di atas tidak diidentikkan dengan maksud pembentukan 

hukum, namun dalam praktiknya seringkali proses dan 

dinamika pembentukan hukum mengalami hal yang sama, 

yakni konsepsi dan kekuasaan politiklah yang berlaku di 

tengah masyarakat yang sangat menentukan terbentuknya 

suatu produk hukum. Maka untuk memahami hubungan 

antara politik dan hukum di negara mana pun, perlu 

dipelajari latar belakang kebudayaan, ekonomi, kekuatan 

politik di dalam masyarakat, keadaan lembaga negara, dan 

struktur sosialnya, selain institusi hukumnya sendiri. 

Peraturan perundang-undangan yang dibuat untuk berperan 

dalam tujuan negara, apabila dikaitkan dengan susunan 

masyarakat dan nilai-nilai dimulai dengan pilihan-pilihan 

mengenai nilai-nilai apa yang harus diwujudkan oleh 

hukum, pilihan nilai-nilai sangat ditentukan oleh politik 

hukum yang berkuasa. 

Sunaryati Hartono, yang pernah menjadi kepala BPHN, 

melihat politik hukum sebagai sebuah alat (tool) atau 

sarana dan langkah yang dapat digunakan oleh pemerintah 

untuk menciptakan sistem hukum nasional yang 

dikehendaki dan dengan sistem hukum nasional itu akan 

diwujudkan cita- cita Bangsa Indonesia3. Sebagai suatu 

sistem, hukum tidak lagi dapat dipertahankan dengan 

pemahaman sebagai kumpulan kaidah, akan tetapi 

merupakan bagian dari keseluruhan unsur yang saling 

mempengaruhi satu sama lain. Sebagai contoh keterkaitan 

di antara unsur-unsur tersebut, misalnya adalah 

pembaharuan dasar-dasar pemikiran di bidang ekonomi 

ikut menrubah dan menentukan dasardasar sistem hukum, 

maka pembentukan dan penegakan asasasas hukum yang 

 
3 Sunaryati Hartono, 1991 Politik hukum menuju satu sistem hukum 

nasional  



sesuai juga akan mempelancar terbentuknya struktur dan 

sistem ekonomi yang dikehendaki. Tetapi sebaliknya, tanpa 

adanya asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang tepat dan 

cukup lengkap, tercapainya struktur ekonomi yang dicita-

citakan justru akan terlambat . 

B. PARTISIPASI PEMBENTUKAN HUKUM 

 

Menurut Yuliandri, partisipasi masyarakat dapat diartikan 

bahwa pada pokoknya semua pihak, baik dalam struktur 

kenegaraan maupun di luar struktur kenegaraan dan 

pemerintahan, dapat memprakarsai gagasan pembentukan 

undangundang, walaupun ditentukan bahwa inisiatif yang 

bersifat resmi harus datang dari presiden, DPR, atau dari 

DPD. Konsekuensinya, inisiatif dari lembaga lain atau 

pihak lain tetap harus diajukan melalui salah satu dari 

ketiga pintu tersebut, yakni presiden, DPR, dan DPD4. 

Dalam sebuah negara yang menganut sistem perwakilan, 

timbul anggapan bahwa tidak ada keharusan untuk 

melaksanakan bentuk partisipasi masyarakat, karena wakil-

wakil rakyat itu bertindak untuk kepentingan rakyat. 

Namun, ketika wakil-wakil rakyat tidak dapat merasa, 

berpikir, dan bertindak sebagaimana kehendak rakyat, 

maka dalam konteks perwujudan demokrasi partisipatoris 

(bukan demokrasi elit semata), partisipasi masyarakat di 

luar parlemen dan pemerintah dalam proses pembentukan 

peraturan perundang-undangan sangatlah penting dan 

menentukan.  

 
4 Yuliandri. 2009. Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan yang Baik: Gagasan Pembentukan Undangundang 

Berkelanjutan. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 



Sehubungan dengan itu, Bagir Manan5 mengklasifikasi 

terdapat dua sumber partisipasi, yang dalam tulisannya 

terkait dengan proses pembentukan peraturan daerah. 

Pertama, dari unsur pemerintahan di luar DPRD dan 

pemerintah daerah seperti kepolisian, kejaksaan, 

pengadilan, perguruan tinggi, dan lain-lain. Kedua, dari 

masyarakat, baik individual seperti ahli-ahli atau yang 

memiliki pengalaman atau dari kelompok seperti Lembaga 

Swadaya Masyarakat (selanjutnya disebut LSM) sesuai 

keahlian atau pengalamannya.  

Seturut dengan pembentukan hukum secara fungsional itu, 

Abdul Hakim Garuda Nusantara mendefinisikan politik 

hukum sebagai kebijakan hukum (legal policy) yang 

hendak diterapkan atau dilaksanakan oleh suatu 

pemerintahan negara tertentu6. Dikatakan lebih lanjut 

bahwa wilayah kerja politik hukum dapat meliputi 

pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada secara 

konsisten, proses pembaruan dan pembuatan hukum, yang 

mengarah pada sikap kritis terhadap hukum yang 

berdimensi ius contitutum7 dan menciptakan hukum yang 

berdimensi ius constituendum8, serta pentingnya penegasan 

fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum. 

 

C. LANDASAN DAN TUJUAN POLITIK HUKUM 

 

Pengertian politik hukum menurut para ahli hukum di atas, 

maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksudkan dengan 

politik hukum adalah serangkaian konsep, asas, kebijakan 

 
5 Manan, Bagir. 2004. Menyongsong Fajar Otonomi Daerah. 

Yogyakarta: PSH FH UII. 
6 Moh. Mahfud M.D., 2010 
7 ius contitutum adalah aturan positif yg berlaku waktu ini bagi suatu 

rakyat pada suatu wilayah tertentu 
8ius constituendum  ialah hukum yg berlaku buat masa yang akan tiba 



dasar, dan pernyataan kehendak penguasa negara yang 

mengandung politik pembentukan hukum, politik 

penentuan hukum, dan politik penerapan, serta penegakan 

hukum, menyangkut fungsi lembaga dan pembinaan para 

penegak hukum untuk menentukan arah, bentuk, maupun 

isi hukum yang akan dibentuk, hukum yang berlaku di 

wilayahnya dan mengenai arah perkembangan hukum yang 

dibangun serta untuk mencapai tujuan negara. Dasar 

pemikiran dari berbagai definisi didasarkan pada kenyataan 

bahwa negara mempunyai tujuan yang harus dicapai dan 

upaya untuk mencapai tujuan dilakukan dengan 

menggunakan hukum sebagai alat untuk pemberlakuan dan 

atau penidakberlakuan hukum. Pemahaman politik hukum 

mencakup sebagai kebijakan resmi negara (legal policy) 

tentang hukum yang akan diberlakukan atau tidak 

berlakukan dan digunakan untuk mencari kebenaran dan 

memberi arti hukum. Semua peraturan yang bertujuan 

untuk kesejahteraan merupakan resultante (produk 

kesepakatan politik) sesuai dengan situasi ekonomi dan 

sosial pada saat dibuat.  

Dalam praktiknya di dunia, terdapat banyak model 

penetapan keadaan darurat, sebagaimana diterapkan di 

sejumlah negara. Model yang paling klasik, misalnya 

diterapkan pada masa kekuasaan Romawi dengan 

pendekatan kediktatoran (dictatorship); di Perancis dikenal 

dengan pendakatan state of siege9, yang juga banyak 

diterapkan dalam negara yang menganut civil law system; 

sementara di Inggris menggunakan pendekatan martial 

law, yang banyak diadopsi oleh negara yang menganut 

common law system. Merujuk pada pendapat Kim Lane 

Scheppele, dikatakan keadaan darurat adalah keadaan di 

mana suatu negara dihadapkan pada ancaman hidup-mati 

 
9 state of siege/etat de siege artinya adalah keadaan darurat 



yang memerlukan tindakan responsif yang dalam keadaan 

normal tindak mungkin dapat dibenarkan menurut prinsip-

prinsip yang dianut oleh negara yang bersangkutan. 

Ditambahkannya, negara terpaksa melanggar prinsip-

prinsip yang dianutnya sendiri dikarenakan adanya suatu 

ancaman yang serius, sehingga untuk menyelamatkan 

negara, tindakan penyimpangan tersebut terpaksa 

dilakukan. 

Konstitusi Portugal membedakan antara “state of 

emergency” dengan “state siege”. Dalam kasus-kasus 

adanya agresi dari pasukan asing maka negara akan 

dinyatakan dalam status “keadaan perang”, sedangkan 

apabila terdapat ancaman serius atau gangguan dari tatanan 

demokratis konstitusional atau bencana publik maka yang 

akan dikeluarkan adalah deklarasi “keadaan darurat.” 

Dalam rezim hukum hak asasi manusia internasional juga 

diatur perihal “keadaan darurat.” Ketentuan Pasal 4 ayat (1) 

ICCPR memaknai keadaan darurat sebagai “situasi yang 

mengancam terhadap kehidupan bangsa dan 

keberadaannya”. Sementara General Comment Nomor 29 

ICCPR, yang diadopsi pada 31 Agustus 2001 memaknai 

keadaan darurat sebagai “suatu keadaan yang luar biasa 

eksepsional dan bersifat temporer”. Pengertian yang detail 

mengenai keadaan darurat dalam rezim hukum hak asasi 

manusia internasional dirumuskan di dalam prinsip-prinsip 

Siracusa tentang pembatasan dan pengecualian 

pelaksanaan hak-hak sipil dan politik. Terkait dengan 

keadaan darurat, UUD 1945 memiliki struktur yang hampir 

serupa dengan konstitusi Belanda, yang menganut rezim 

ganda dalam keadaan darurat, yakni keadaan darurat 

perang serta keadaan bahaya. Namun demikian, pasal 12 

UUD 1945 tidak secara detail dan tegas mengatur 

mengenai pengertian dan batasan keadaan bahaya atau 

keadaan darurat. Sementara bila merujuk pada penjelasan 



UUD 1945 praamandemen, dalam penjelasan pasal 12 

dikatakan bahwa kekuasaan presiden dalam pasal ini ialah 

konsekuensi dari kedudukan presiden sebagai kepala 

negara.  

Dari berbagai uraian mengenai pengertian politik hukum di 

atas, dapat diambil hal yang bersifat substansi atau unsur-

unsur yang terkandung di dalamnya yaitu : 

 

(i)Adanya produk hukum yang ditentukan;  

(ii)Adanya pihak atau organisasi yang berwenang;  

(iii)Adanya ketentuan atau asas tertentu; dan  

(iv)Untuk mencapai tujuan negara.  

 

Produk hukum yang dimaksud dalam politik hukum adalah 

hukum positif (ius constitutum) yang dibuat dengan 

memperhatikan gejala-gejala sosial lainnya, khususnya 

gejala politik yang mempengaruhinya. Produk hukum 

tersebut dibuat oleh lembaga atau pejabat-pejabat 

administrasi negara yang oleh peraturan perundang-

undangan atau oleh mandat dan atau delegasi dari penguasa 

yang berhak mengeluarkan produk hukum tersebut. 

Selanjutnya, agar kebijakan (politik) penguasa dalam 

melahirkan suatu keputusan (beschekking) atau peraturan 

(regeling) yang merupakan bentuk riil hukum positif 

haruslah diuji dan diselaraskan dengan asas-asas hukum 

seperti asas untuk kepentingan umum agar nantinya 

dinyatakan absah dan bermanfaat tanpa melanggar hak-hak 

asasi rakyat.  

Dari semuanya itu, hakikatnya dalam politik hukum 

hanyalah mengenai kebijakan penguasa dalam 

pembaharuan hukum positif yang mengarah pada tujuan 

negara agar dapat tercapai karena tujuan dari negara di 

dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia tahun 1945 alinea IV mengandung 



suatu cita-cita luhur Bangsa Indonesia dalam mewujudkan 

perlindungan, kesejahteraan, pencerdasan, dan kedamaian 

rakyat Indonesia.  

Politik hukum apabila dipandang dari teori hukum murni 

mempunyai makna bahwa hukum merupakan disiplin ilmu 

yang membahas perbuatan aparat yang berwenang dalam 

memilih alternatif yang sudah tersedia untuk memproduksi 

produk hukum (karya hukum) guna mewujudkan tujuan 

negara. Politik hukum nasional tidak hanya dilihat dari 

perspektif formal yang memandang kebijaksanaan hukum 

dari rumusan-rumusan, melainkan dilihat dari latar 

belakang proses keluarnya rumusan-rumusan resmi 

tersebut. Fungsi instrumental hukum sebagai sarana 

kekuasaan politik yang kuat daripada fungsi-fungsi 

lainnya. Politik hukum berkeinginan untuk menyusun 

peraturan perundang-undangan yang demokratis yang tidak 

hanya dari segi teknik, akan tetapi juga ditopang dengan 

gabungan antara politik hukum (rech politik) dan sosiologi 

hukumnya (rech sosiolgie).  

Hukum yang dibuat melalui tahapan yuridis dan politis 

yang membutuhkan waktu yang cukup panjang sehingga 

output dari produk hukum perundang-undangan 

mempunyai kualitas dan didukung oleh sikap dan nilai-nilai 

yang dianut dalam masyarakat. Tahapan yuridis dan politis 

berusaha mengklasifikasi masalah dan kemudian 

dirumuskan lebih lanjut oleh aparatur pembentuk peraturan 

perundang-undangan yakni eksekutif dan legislatif. Proses 

ini berinteraksi dalam suatu kegiatan yang dinamis 

menelurkan output peraturan perundang-undangan yang 

responsif terhadap masyarakat.  

Dengan demikian, sangat jelas bahwa politik hukum 

dibentuk dalam rangka mewujudkan tujuan cita-cita ideal 

Negara Republik Indonesia. Politik hukum yang akan, 

sedang, dan telah diberlakukan di wilayah yurisdiksi 



Republik Indonesia itu sangat penting, karena hal itu akan 

menjadi sebagai pedoman dasar dalam proses penentuan 

nilai-nilai, penerapan, pembentukan, dan pembangunan 

hukum di Indonesia. Artinya, baik secara normatif maupun 

praktis-fungsional, penyelenggara negara harus 

menjadikan politik hukum sebagai acuan pertama dan 

utama dalam proses-proses di atas.  

 

D. PERAN DAN FUNGSI POLITIK HUKUM 

Peran dan fungsi hukum sangat dipengaruhi dan acap kali 

diintervensi oleh kekuatan politik. Mahfud (1998) 

menjelaskan bahwa konfigurasi politik berkembang 

melalui tarik-menarik antara yang demokratis dan 

otoritarian, sedangkan karakter produk hukum 

mengikutinya dalam tarik-menarik antara yang responsif 

dan yang konservatif. 10  

Adanya konstelasi bahwa otonomi hukum di Indonesia 

cenderung selalu lemah terutama jika ia berhadapan dengan 

sub sistem politik. Tegasnya, konsentrasi energi hukum 

selalu kalah kuat dari konsentrasi energi politik. Konstelasi 

ini dapat dilihat dari fakta bahwa pelaksanaan fungsi dan 

penegakan hukum tidaklah berjalan seiring dengan 

perkembangan strukturnya. Dikatakan demikian jika 

program pembentukan hukum dijadikan ukuran maka 

pembangunan struktur hukum telah berjalan dengan cukup 

baik dan stabil, karena dari waktu ke waktu ada 

peningkatan produktivitas, tetapi pada sisi lain dapat dilihat 

juga bahwa fungsi hukum cenderung merosot karena 

minimal 2 (dua) hal. Pertama, struktur hukum dapat 

berkembang dalam segala konfigurasi politik yang ditandai 

 
10 MD, Moh. Mahfud. 1998. Politik Hukum di Indonesia. Jakarta: 

LP3ES & UII Press. 



dengan keberhasilan pembuatan peraturan 

perundangundangan berbagai bidang hukum tetapi 

pelaksanaan fungsi atau penegakan fungsi hukum 

cenderung semakin lemah. Kedua, ketidaksinkronan 

pertumbuhan antara fungsi dan struktur hukum itu 

disebabkan oleh terjadinya gangguan oleh tindakan-

tindakan politik terhadap upaya penegakan fungsi hukum. 

Politik hukum sebagai sarana penguasa dalam mengatur 

berbagai hal termasuk menciptakan kondisi di mana posisi 

hukum menjadi dominan menguasai aspek-aspek lain 

termasuk mengondisikan jalannya pemerintahan yang 

bersih mendorong terjadinya pembangunan yang baik 

sesuai tujuan negara. Hukum yang mulanya dianggap 

produk politik, pada kenyataannya dapat menjelma sebagai 

sebuah kekuatan yang menimbulkan perbaikan sistem 

pemerintahan ke arah yang lebih baik. Sesuai kerangka 

demokrasi dan perkembangan global dewasa ini, negara 

kesatuan seperti Indonesia mendorong pembangunan yang 

baik tidak melulu segala urusan diatur dan diselenggarakan 

oleh pemerintah pusat, akan tetapi juga menjadi wewenang 

satuan-satuan pemerintahan di tingkat lokal seiring 

pelembagaan desentralisasi yang semakin kuat.  

Kewenangan pemerintah merupakan dasar utama bagi 

setiap tindakan dan perbuatan hukum dari setiap tingkatan 

pemerintahan. Dengan adanya dasar kewenangan yang sah, 

maka setiap tindakkan dan perbuatan hukum yang 

dilakukan oleh setiap tingkatan pemerintahan dapat 

dikategorikan sebagai tindakan dan perbuatan hukum yang 

sah. Sebaliknya, apabila tanpa ada dasar kewenangan, 

maka setiap tindakan dan perbuatan hukum yang dilakukan 

oleh setiap tingkatan pemerintah dapat dikategorikan 

sebagai tindakkan dan perbuatan yang bertentangan dengan 



hukum dan dapat juga dikatakan sebagai pelanggaran 

terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik.  

Secara umum, kewenangan pemerintahan dapat diperoleh 

melalui atribusi, delegasi, dan mandat, serta tugas 

pembantuan (medebewind). Cara memperoleh kewenangan 

tersebut juga menggambarkan adanya perbedaan yang 

hakiki antara berbagai level pemerintahan yang ada di suatu 

negara. Selain itu, pelaksanaan delegasi membuktikan 

adanya level pemerintahan yang lebih tinggi (delegator) 

dan level pemerintahan yang lebih rendah (delegans). 

Secara khusus, kewenangan pemerintahan juga berkaitan 

dengan hak, kewajiban, dan tanggung jawab di antara 

berbagai level pemerintahan yang ada. Dengan adanya 

pembagian atribusi, distribusi, delegasi, dan mandat dapat 

digambarkan bagaimana berbagai tingkatan pemerintahan 

tersebut mempunyai hak, kewajiban, dan tanggung jawab 

yang berbeda antara satu level pemerintahan dengan level 

pemerintahan lainnya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II 

DESA 

A. PENGERTIAN DESA 

Ka ltal desa l beralsa ll da lri balha lsa l sa lnsekertal ya litu dhesi yalng 

a lrtinyal tempalt kelalhiraln. Kehidupa ln di desa l identik dengaln 

kesederhalnala ln da ln jugal wila lyalh ya lng cukup a lgralris. Jika l 

Alnda l melihalt salwa lh yalng membenta lng hijalu bisal 

dipalstika ln itu beraldal di lingkunga ln desa l. Istilalh desa l 

lalinnya l alda llalh sua ltu wila lyalh a ldministraltif ya lng terdiri dalri 

keluralha ln, kecalma ltaln da ln dipimpin oleh kepalla l desal.  

Menurut Ka lmus Besalr Ba lha lsa l Indonesial pengertialn desa l 

a ldalla lh kesaltua ln wilalya lh ya lng dihuni oleh beberalpal 

kelualrga l daln dipimpin oleh Kepallal Desa l. Desa l jugal bisal 

dialrtikaln sebalga li wilalya lh yalng beralda l dilualr kotal yalng 

merupalka ln sa ltu kesaltualn.11 Menurut R. Bintalrto 

menyaltalka ln balhwa l desal merupalka ln sebua lh perwujudaln 

da lri segi geogralfis, ekonomis, budalyal, sosia ll daln politik 

ya lng terdalpalt di sua ltu da leralh da ln mempunya li hubungaln 

timball ballik alntalr da leralh lalinnya l.12  

Seda lngkaln menurut dalri Rifhi Siddiq menya ltalka ln balhwa l 

desa l merupalkaln sua ltu da leralh ya lng memiliki tingkalt 

kepalda ltaln penduduk yalng rendalh dengaln interalksi sosia ll 

bersifalt homogen daln ma lyoritals penduduknya l bermalta l 

pencalha lrialn petalni ka lrenal umumnyal di pedesala ln berupal 

wilalya lh a lgralris.13  

 
11 Amran, Y. S. Chaniago. 2007. Kamus Lengkap Bahasa ndonesia . 

Bandung: Pustaka Setia. Hal. 210  
12 Bintarto, 1989, Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya, Jakarta: 

Ghalia. Indonesia, hal. 45. 
13 Rifhi Siddiq, 2006, Antropologi Sosial, Jakarta: Pustaka Setia, Hal. 
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Desa l a ldalla lh desal da ln desa l a ldalt a ltalu ya lng disebut dengaln 

na lmal lalin, sela lnjutnyal disebut Desal, a ldalla lh kesaltua ln 

malsya lra lka lt hukum yalng memiliki baltals wilalya lh ya lng 

berwenalng untuk menga ltur daln mengurus urusa ln 

pemerintalha ln, kepentingaln malsya lra lkalt setempalt 

berdalsa lrka ln pra lkalrsa l ma lsya lralka lt, halk a lsa ll usul, daln/alta lu 

ha lk traldisiona ll yalng dialkui daln dihorma lti dallalm sistem 

pemerintalha ln Negalra l Kesa ltualn Republik Indonesial. Da lla lm 

lingkup desal tersebut terdalpa lt sualtu lembalga l yalng 

mengelolal pemerintalha ln desal ya lng disebut dengaln 

pemerintalh desa l. Ya lng dimalksud denga ln Pemerintalh Desa l 

a ldalla lh Kepallal Desa l alta lu yalng disebut dengaln na lmal lalin 

dibalntu peralngkalt Desa l seba lgali unsur 

penyelenggalra lPemerintalh Desa l.  

Kemudialn da llalm pemerintalh desa l terdalpa lt Pemerintalhaln 

Desa l. Ya lng dima lksud denga ln Pemerintalha ln Desa l a lda llalh 

penyelenggalra laln urusa ln pemerintalha lnda ln kepentingaln 

malsya lra lka lt setempalt da llalm sistempemerintalha ln Nega lral 

Kesa ltualn Republik Indonesial.14 Dengaln dikelualrkalnnya l 

Unda lng-unda lng nomor 6 talhun 2014 tenta lng Desal, malka l 

ha ll ini membalwa l ha lra lpaln ba lru ba lgi kehidupa ln malsya lra lkalt 

desa l daln juga l pemerintalha ln desa l. Bentuk ha lralpa ln ba lru 

tersebut alda llalh meliputi aldalnya l pengalkua ln altals ha lk-ha lk 

a lsa ll usul desal, ha lk tra ldisionall, sertal penga lkualn terhalda lp 

otonomi desal yalng a lsli. Sejalralh pa lnjalng untuk 

menempaltka ln posisi desal seba lgali sua ltu dalera lh yalng 

memiliki sifalt istimewal heterogen sertal kejelalsa ln staltus 

sertal kepalstia ln hukumnyal dalla lm sistem ketaltalnegalra la ln 

Republik Indonesial.  

Koentjalra lningralt seba lgalimalna l ya lng dikutip oleh Aldon 

Na lsrulloh memberikaln pengertialn mengena li desal mela llui 

 
14 UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, hal. 2 



pemilalha ln pengertialn komunitals da lla lm dua l jenis, yalkni 

komunitals besalr (seperi kotal, negalral ba lgialn, da ln negalral) 

da ln komunitals kecil (seperti balnd, desa l, rukun tetalnggal). 

Koentjalra lningralt mendefinisikaln desa l seba lgali komunitals 

kecil yalng menetalp tetalp di sualtu tempalt. Ial tidalk 

memberikaln penegalsa ln balhwa l komunitals desa l secalra l 

khusus berga lntung pa ldal sektor pertalnia ln. Denga ln kalta l lalin, 

malsya lra lka lt desal sebalgali sebualh komunitals kecil dalpa lt saljal 

memiliki ciri-ciri alktivitals ekonomi yalng beralga lm, tidalk 

ha lnyal disektor pertalnia ln sa ljal. 15 

B. KLAlSIFIKAlSI DESAl 

Kla lsifikalsi Desa l bisa l dikelompokkaln menjaldi 3 ba lgialn. 

Alpa lka lh alndal tinggall di desal? jikal tidalk a lpal pikiraln yalng 

pertalmal kalli terlintals ketikal mendengalr desa l? palsti balnya lk 

ora lng yalng mengalta lkaln balhwa l desa l beraldal di 

perkalmpunga ln ya lng jaluh a lta lu sejenisnya l. Selalin itu, 

ba lnyalk ya lng mengalta lkaln ba lhwa l desa l a lkaln berbedal denga ln 

kotal .Umumnya l istilalh desa l sering digunalka ln oleh wilalya lh 

a ltalu negalra l ya lng malsih berba lsis negalra l 

berkembalng.Klalsifikalsi Desa l-Desa l merupalka ln unit 

terkecil dalri struktur pemerintalha ln da llalm tingka lt 

ka lbupalten di Indonesial da ln memiliki saltu kepalla l 

pemerintalha ln yalkni kepallal desa l. Sedalngka ln pengertialn 

secalra l universallnyal, desal a ltalu udik alda llalh sebua lh 

a lglomeralsi permukimaln di a lreal pedesala ln a ltalu rura ll. Di 

Indonesial sendiri, desal alda llalh pemba lgialn wilalya lh 

a ldministraltif tepalt dibalwa lh kecalma ltaln yalng dimimpin oleh 

kepalla l desal, yalng umumnyal memiliki palnggilaln yalng 

berbedal setialp dalera lh seperti kepallal ka lmpung, petinggi, 

 
15 Ibid., hlm. 5-6 



hukum tual, daln lalinnya l. Bialsa lnya l kalntor yalng diguna lkaln 

disebut ballali desa l altalu ka lntor keluralhaln . 

Kla lsifikalsi Desa l Menurut Alktivitalsnya l  

Desa l bisa l diba lgi kedalla lm 3 kelompok jikal dilihalt da lri 

tingkalt klalsifikalsi a lktivitalsnya l : 

1. Desa l a lgralris  

Desa l algra lris tentu berisikaln merekal ya lng bekerjal dengaln 

pencalha lrialn utalmal sebalga li petalni alta lu pemilik daln 

pengelolal kebun. Terutalma l sejalk dulu, Indonesial terkenall 

a lkaln Nega lra l algra lris alta lu pertalnialn (Ba lca l: Sumber Dalya l 

Alla lm Pertalnialn) dengaln lalha ln ya lng sa lnga lt luals. Ma lkal 

menemukaln desa l a lgra lris di Indonesial buka lnlalh ha ll sulit. 

Sumber pendalpa ltaln utalmal desa l ini juga l palsti dengaln 

menjuall halsil lalda lng da ln jugal sa lwa lh ya lng dikonsumsi 

ba lnyalk ora lng, desal ya lng palling terkenall alta lu daleralh a lgralris 

ya lkni seperti Indralmalyu a ltalu Suba lng. 

2. Desa l Industri 

Desa l industri merupalka ln desal yalng malta l pencalha lrialn 

utalma lnyal a lda llalh penduduk yalng bekerjal di bidalng industri 

ba lik berukuraln kecil malupun besa lr. Desa l industri (Balca l: 

Pengolalha ln Limbalh Industri) sudalh tidalk lalgi sulit 

ditemukaln terutalmal di ja lmaln modern seperti ini. Seperti 

da leralh ya lng menghalsilkaln ba lra lng lokall berkua llitals da ln juga l 

desa l ya lng bisa l menghalsilkaln usa lha l da ln menjaldikalnnya l 

seba lgali potensi mendalpaltka ln penda lpalta ln utalmal. 

Contohnyal seperti desal penghalsil sa lnda ll cibalduyut di 

Ba lndung, alta lu desal ya lng menjuall telur alsin di Brebes. 

 

 

 

 



3. Desa l Nelalya ln 

Denga ln kondisi geogralfis yalng tidalk sepenuhnyal da lra ltaln, 

nelalya ln merupalka ln maltal pencalha lrialn ya lng sa lnga lt waljalr 

a ldal di Indonesia l. Desa l nela lyaln merupalka ln desa l ketigal ya lng 

termalsuk klalsifikalsi desa l menurut alktivitalsnya l. Selalin 

malta l pencalha lrialn utalma lnyal ya lng bekerjal sebalga li nelalya ln 

da ln peternalk ika ln alta lu talmbalk, desa l ini jugal bialsa lnya l 

menghalsilkaln ba lhaln utalma l dalri halsil lalut seperti ikaln daln 

jugal ha lsil la lut seperti mutialral. Sehingga l lalut menjaldi 

tempalt utalmal merekal untuk bertalha ln hidup. 

Kla lsifikalsi Desa l Menurut Perkembalnga lnnyal Menurut 

perkembalngalnnya l desal jugal dibalgi menjaldi tigal 

klalsifika lsi, dialntalra lnyal : 

1. Desa l Swa lda lya l 

Desa l swa lda lya l merupalka ln desa l yalng memiliki potensi 

khusus ya lng dikelolal dengaln balik sehingga l bisal membalntu 

perekonomialn wa lrga l disa lna l. Dima lnal ciri desa l swa lda lya l 

ya litu : 

• Da leralh ya lng terisolir dalri desal lalin sehingga l mempersulit 

beberalpa l walrga lnyal untuk melalkukaln tralnsa lksi dengaln desa l 

lalin, selalin itu cukup sulit mendalpa lt fa lsilitals ya lng sa lma l 

ka lrenal kondisi daleralh ya lng cukup jaluh 

• Penduduk yalng jalra lng, bialsa lnyal terjaldi jikal desal beralda l 

di dalera lh pelosok daln sa lngalt jaluh da lri pusa lt kotal 

• Bersifalt tertutup 

• Ma ltal pencalha lrialn homogen, dimalna l semual 

malsya lra lka ltnyal ralta l-ralta l melalkuka ln pencalha lrialn yalng sa lma l 

da ln umumnyal pekerjalaln ya lng dila lkukaln a lda llalh a lgralris a lta lu 

bercocok talna lm 



• Hubunga ln a lntalrmalnusia l yalng sa lnga lt eralt 

• Sa lralna l daln pralsa lra lna l salnga lt kuralng menyebalbka ln desal 

sulit menjalngka lu berbalgali da leralh 

• Penga lwalsa ln sosia ll dilalkukaln oleh kelua lrgal sa ljal2. Desa l 

Swa lka lrya lDesa l swa lka lryal a lda llalh klalsifika lsi desa l perallihaln 

a ltalu tralnsisi a lnta lral desa l swa lda lya l ke desa l swa lsemba ldal. 

Desa l Swa lka lrya l memiliki ciri sebalgali berikut : 

• Kebialsa la ln a ltalu a lda lt istialda lt ya lng tidalk mengikalt penuh 

na lmun malsih digunalka ln sebalga li palndua ln 

• Suda lh mulali menggunalka ln teknologi daln jugal perallalta ln 

ya lng calnggih. Desa l swa lka lrya l suda lh tida lk terisolalsi lalgi 

seperti lalya lknya l swa lda lyal, sehingga l letalk desa l swa lka lryal 

tidalk terlallu jaluh dalri pusa lt perekonomialn kotal.  

• Telalh memilih tingkalt perekonomialn, pendidikaln) , jallur 

lallu lintals da ln juga l pra lsa lra lna l lalin Ja llur la llu lintals ya lng 

suda lh lalnca lr daln ja lralk tempuh yalng buka ln lalgi menjaldi 

penghalla lng 

2. Desa l Swa lsemba ldal 

Desa l swa lsemba ldal a lda llalh desa l yalng ma lsya lralka ltnyal telalh 

malmpu memalnfa laltka ln da ln mengembalngka ln sumber da lya l 

a llalm (Balca l: Penalnggulalnga ln Bencalna l Allalm) da ln 

potensinyal ya lng sesua li dengaln kegialtaln pembalnguna ln 

regionall. Ciri dalri desal swa lsembalda l dialnta lralnya l : 

• Keba lnyalka ln berlokalsi di ibukotal da ln kecalma ltaln 

• Penduduk pa ldalt-pa ldalt 

• tidalk terikalt lalgi dengaln a lda lt istialda lt dalera lh tersebut 

• telalh memiliki falsilitals ya lng memaldali da ln jugal malju 

dibalnding wa lrgal da lri desal lalinnyalKlalsifika lsi Desal 



Menurut Ikaltalnnya l1. Desa l geneallogisDesa l geneallogis, 

ya litu sualtu desa l yalng dipersa ltukaln denga ln penduduknyal 

ya lng memiliki hubungaln kekelualrga laln a ltalu hubunga ln 

da lralh, jikal di Indonesial sendiri tidalk sulit menemukaln sa ltu 

desa l yalng ma lsih bersaluda lral ba lik jaluh malupun dekalt. 

3. Desa l territoriall 

Desa l territoriall, ya litu sua ltu desal ya lng dipersaltuka ln oleh 

kesa lmala ln kepentingaln da ln wilalya lh denga ln balta ls-ba ltals 

tertentu. 

4. Desa l calmpuraln 

Desa l calmpuraln, ya litu sualtu desa l yalng dipersaltuka ln balik 

da lri hubungaln dalra lh malupun kesalma laln 

kepentingaln.Potensi Desa lPotensi desal untuk negalral 

dialnta lralnya l : 

• Potensi fisik yalng meliputi iklim daln juga l cualcal (Ba lcal: 

Unsur Cua lcal da ln Iklim) , floral daln fa lunalnya l (Balcal: Flora l 

da ln Fa lunal ya lng Dilindungi di Indonesial) da ln jugal ta lnalh a lir 

• Potensi non fisik seda lngka ln untuk potensi non fisiknya l 

terbalgi menjaldi beberalpal ya lkni malsya lra lkalt desal, lembalga l-

lembalgal sosia ll desa l, daln a lpalra ltur desal. 

Jika l potensi dimalnfala ltkaln denga ln ba lik, desal bisa l 

berkembalng daln memiliki fungsi balgi dalera lh lalin altalu pun 

ba lgi kotal.Potensi Desal Menurut Luals Wila lyalh : 

Desa l terkecil, lualsnya l wilalya lh kura lng dalri 2 km2. 

Desa l kecil, lualsnya l wilalya lh alnta lral 2 km2 – 4 km2.  

Desa l seda lng, lualsnya l wilalya lh alnta lral 4 km2 – 6 km2. 

Desa l besa lr, lualsnya l wilalya lh alnta lral 6 km2 – 8 km2.  



Desa l terbesalr, lualsnya l wilalya lh lebih dalri  8 km2. 

Potensi Desa l Menurut Tingkalt Penduduknya l : 

Kepa ldalta ln penduduknyal 

1. Desa l terkecil, kepalda ltaln penduduknya l kura lng da lri 100 

jiwal/km2. Desa l kecil, kepalda ltaln penduduknya l alnta lral 100-

500 jiwa l/km2. Desa l seda lng, kepalda ltaln penduduknya l 

a lntalra l 500-1.500 jiwal/km2. Desa l besa lr, kepaldalta ln 

penduduknyal a lntalra l 1.500-3.000 jiwa l/km2. Desa l terbesalr, 

kepalda ltaln penduduknyal alnta lral 3.000-4.500 jiwal/km2 

Fungsi Desa lSeda lngka ln fungsi desal untuk NKRI 

dialnta lralnya l alda llalh : 

2. Desa l seba lgali hinterlalnd 

Desa l bisal menjaldi hinterlalnd dimalna l desa l bialsa lnyal lebih 

ba lnyalk memproduksi dibalnding mengkonsumsi. 

Seringkalli kital mendalpaltka ln ba lnyalk pa lsoka ln kebutuhaln 

untuk perkotalaln ya lng dalta lng dalri desa l. Seperti lalya lknyal 

ba lhaln pa lnga ln, kopi, ba lha ln keraljinaln ta lnga ln, ka lyu untuk 

kebutuhaln ruma lh hinggal ha ll kecil seperti calbali a ltalu 

ba lwa lng. Desal sebalga li sumber tenalga l Alpa lkalh alnda l sa ldalr 

ba lhwa l ralta l-ralta l pekerjal di kota l merupalka ln merekal ya lng 

beralsa ll da lri desal. Talk jalra lng malsya lra lkalt desa l malu 

berpergialn jaluh a ltalu mera lntalu untuk bisa l mendalpa ltkaln 

pekerjalaln, talk ha lnya l untung dalri sa ltu sisi sa ljal. 

Perusa lha laln ya lng membukal calba lng pekerjala lnya l di daleralh 

ya lng jaluh daln terpencilpun mudalh menca lri tenalgal kerjal 

ya lng malu bekerjal ya lkni da lri pedesalaln. Terkalda lng merekal 

talk jaluh berbedal dengaln malsya lra lka lt perkotala ln balhka ln talk 

jalra lng lebih krealtif altalu lebih cekalta ln dallalm bekerjal. 

 



3. Desa l seba lgali bentuk pemerintalha ln 

Desa l merupalka ln bentuk pemerintalha ln terkecil di NKRI. 

Jika l presiden halrus mengurus setialp desal tentu saljal hall ini 

a lkaln menghalbiska ln wa lktu. Mengingalt Indonesial (Ba lcal: 

Pa ltalha ln di Indonesial) merupalka ln negalra l kepulalua ln yalng 

sa lnga lt luals da ln membentalng. Alda lnya l pemerintalha ln 

terkecil membalntu balnya lk petinggi untuk dikelolal da ln 

dialwa lsi oleh pihalk pemerintalha ln ya lng lebih kecil daln lebih 

dekalt dengaln wa lrga l. 

4. Desa l merupalkaln mitral 

Talnpa l disalda lri desal merupalka ln alwa ll terbentuknyal kotal, 

a lpal itukalh kotal bisal malju alta lu justru tida lk berkembalng 

semual bermulal da lri titik desal. Ma lka l desal bisa l disebut mitral 

ba lgi pembalnguna ln kotal. Ciri-Ciri Malsya lra lkalt Desa l : 

• Kehidupaln kea lgalmala ln di kotal berkuralng dibalndingka ln 

kealga lmala ln desa l a lpalpun itu a lga lmalnya l. Merekal juga l 

cenderung lebih rukun daln jugal mengenall sesa lmal dengaln 

ba lik 

• Ora lng kota l pa lda l umumnyal da lpa lt mengurus dirinyal 

sendiri talnpa l halrus berga lntung, sedalngka ln malsya lra lka lt desal 

cenderung memiliki kehidupaln sosia llisa lsi ya lng sa lnga lt 

tinggi 

• Pemba lgialn kerjal di wa lrga l kotal lebih tega ls diba lndingkaln 

desa l.Di kotal jugal memiliki balta lsa ln yalng nya ltal 

• Kemungkinaln untuk menda lpaltka ln pekerja laln lebih ba lnyalk 

di kotal diba lndingkaln desa l. Ha ll ini terjaldi ka lrenal di kotal 

pekerjalaln daln jenis usalhal lebih heterogen dibalnding di desal 

• Interalksi yalng lebih balnya lk terjaldi berdalsa lrka ln palda l 

fa lktor kepentingaln da lripalda l fa lktor pribaldi 



• Peruba lha ln sosia ll talmpa lk nya ltal di kota l dibalndingka ln di 

pedesala ln, sehinggal peruba lhaln sosia ll sering menimbulkaln 

persa lingaln tinggi di kotal 

• Pemba lgialn wa lktu ya lng lebih teliti daln sa lngaltlalh penting 

untuk dalpa lt mengejalr kebutuhaln individu Pola l Persebalra ln 

Desa l Pola l persebalraln desa l palda l da lsa lrnyal terbalgi menjaldi 

3, dimalnal persebalra ln merupalkaln polal ya lng dibualt desal da lri 

sa ltu titik hinggal menyebalr ke seba lgialn wila lyalh 

disekitalrnyal da ln menciptalka ln desa l lalin dengaln penduduk 

ya lng balnya lk, dialntalra lnya l: 

 1. Pola l memalnja lng (liner) 

a) Pola l memalnja lng bialsa lnya l mengikuti jallaln umum altalu 

jalla ln besalr, polal desal yalng terdalpa lt di sisi kalnaln a ltalu 

kiri jalla ln ralyal a ltalu jallaln umum ini bisal a lnda l temui di 

da ltalra ln rendalh (Balca l: Pengertialn Da ltalra ln Rendalh). 

b) Pola l ya lng mengikuti sungali (Ba lcal: Pencemalraln Alir 

Sunga li), polal desa l ini berbentuk memalnjalng mengikuti 

bentuk sungali daln umumnyal di daleralh pedallalmaln. 

Seperti hallnyal di Ka llima lntaln a ltalu dida leralh deka lt 

sunga li untuk di Indonesial. 

c) Pola l mengikuti rel keretal a lpi, umumnyal a lda l dialra lh 

pulalu Ja lwa l da ln juga l di Sumalteral ka lrenal penduduknya l 

cukup dekalt dengaln falsilitals tra lnsportalsi. 

d) Pola l yalng mengikuti palntali, umumnya l desal ini 

merupalka ln desal nelalya ln yalng mengguna lkaln lalut 

seba lgali sumber maltal pencalha lrialn. 

 

2. Pola l tersebalr 

Pola l desa l tersebalr terjaldi kalrena l a ldalnya l kesubura ln talna lh 

ya lng tidalk meraltal, sehinggal desa l menjaldi tidalk teraltur daln 

tumbuh talnpa l polal. Dimalna l desal ini bialsa lnya l terjaldi 

didalera lh berkalpur altalu bera lwa l. Malsya lra lkalt cenderung 



membualt sekelompok kecil rumalh sa ljal selalmal da leralh 

tersebut malsih ditemukaln talnalh subur, seda lngkaln jikal 

suda lh menemukaln tempalt lalin malka l desal ha lrus tersebalr ke 

tempalt lalin. 

3. Pola l Menyebalr 

Pola l desal menyebalr bedal dengaln tersebalr, dimalna l 

menyebalr cenderung terjaldi kalrenal relief yalng kalsa lr, 

misallnya l kondisi da ltalra ln tinggi da ln juga l 

pegunungaln(Ba lcal: Pengertialn Pegununga ln). Mereka l a lkaln 

terbaltals oleh huta ln a ltalu lereng ya lng cukup cura lm. 

Sehinggal menyebalr nalmun dalla lm saltu wilalya lh yalng 

sa lmal.Desa l sendiri menurut klalsifika lsinyal memalng ba lnyalk, 

na lmun yalng utalmal a ldalla lh menurut perkembalnga lnnyal. 

Dimalna l desal ya lng diklalsifika lsika ln menurut 

perkembalngalnnya l a lkaln terlihalt kemaljua ln untuk membalntu 

pembalnguna ln wilalyalh di sekitalr desa l tersebut. 

 

C. DESAl DAlN KOMPLEKSITAlSNYAl 

 

Da llalm Unda lng-unda lng Nomor 6 Ta lhun 2014 ya lng 

dimalksud denga ln Desa l a lda llalh desa l da ln desa l a lda lt alta lu ya lng 

disebut dengaln na lmal lalin, selalnjutnyal disebut Desal, a lda llalh 

kesa ltualn malsya lra lkalt hukum yalng memiliki baltals wila lyalh 

ya lng berwenalng untuk menga ltur daln mengurus urusa ln 

pemerintalha ln, kepentingaln malsya lralka lt setempalt 

berdalsa lrka ln pralka lrsa l malsya lra lka lt, halk a lsa ll usul, daln/alta lu 

ha lk traldisiona ll yalng dia lkui da ln dihorma lti dallalmsistem 

pemerintalha ln Negalra l Kesaltua ln Republik Indonesial. 

Secalra l sosiologis desal merupalka ln galmba lraln da lri sualtu 

kesa ltualn malsya lra lka lt alta lu komunitals penduduk ya lng 

bertempalt tinggall di da llalm sua ltu lingkunga ln dimalna l 

merekal (malsya lralka lt) salling mengenall dengaln ba lik daln 



coralk kehidupaln merekal relaltif homogen sertal balnya lk 

bergalntung dengaln a llalm. Komunitals malsya lra lkalt desal di 

a ltals kemudialn berkembalng menjaldi kesa ltualn hukum 

dimalna l kepentingaln bersalma l penduduk menurut hukum 

a ldalt dilindungi daln dikembalngka ln, a ltalu sua ltu kesa ltualn 

hukum dimalna l bertempalt tinggall sua ltu malsya lra lka lt yalng 

mengalda lkaln pemerintalha lnnyal sendiri.16 

 

Rogers (1969) mengemukalka ln ciri-ciri malsya lralka lt 

pedesala ln ya litu ; 

1. Mutuall distrust interpersonall relaltions, ya litu aldalnya l 

ra lsa l tidalk percalyal secalra l timball ballik alntalra l petalni 

sa ltu dengaln yalng lalinnyal. Ha ll ini bialsa lnyal terjaldi 

ka lrenal a lnggotal komunitals memperebutkaln 

sumbersumber ekonomi yalng salnga lt terba ltals untuk 

memenuhi kebutuhalnnya l yalng relaltif tidalk terbaltals. 

2. Perceived limited good, yalitu palnda lngaln ya lng sempit 

di kallalnga ln petalni, sehinggal ha ll-hall yalng balik da ln 

kesempaltaln untuk malju selallu terbaltals. 

3. Dependence on hostility towalrds government 

aluthority, aldalnya l ketergalntungaln da ln seka lligus curiga l 

terhalda lp pemerintalh a ltalu pa ldal unsur-unsur pemerintalh 

4. Fa lmilism, yalitu alda lnya l ralsa l kehidupaln kekelualrgala ln, 

kealkra lba ln di alntalra l oralngora lng yalng memiliki 

pertallialn kekeralbalta ln. 

5. Lalck of innovaltions, yalitu alda lnyal ra lsa l engga ln untuk 

menerimal a ltalu menciptalka ln ide-ide ba lru. Untuk 

merubalh kealda la ln ini perlu alda lnya l ora lng lualr 

(outsider) ba lik dalri piha lk pemerintalh malupun swa lsta l 

ya lng menggeralkka ln merekal. 

 
16 Soetardjo Kartohadikoesoemo, Menyoal (kembali) Otonomi Desa, 

Yogyakarta,2002 



6. Faltallism, ya litu galmbalra ln tentalng rendalhnya l walwa lsa ln 

malsya lra lka lt desal untuk menalngga lpi altalu 

merencalna lkaln malsa l depaln merekal. Mereka l cenderung 

memalndalng ba lhwa l keberhalsilaln buka ln ditentukaln 

oleh kerjal kera lsnya l, melalinka ln beralda l palda l kekualtaln 

supra lna lturall. 

7. Limited alspiraltion, yalitu alda lnyal a lspiralsi alta lu 

keinginaln yalng sa lnga lt renda lh alta lu 

terbaltals untuk menca lpali ma lsa l depaln. Alspiralsi sosia ll 

sesungguhnya l berupal ga lga lsa ln, keingina ln, alta lupun 

cital-cital ya lng dimiliki oleh seseoralng mengenali malsa l 

ya lng alka ln daltalng di dallalm interalksinya l dengaln 

lingkungaln sosia llnyal. 

8. Lalck of deferred graltificaltion, yalitu kekura lngaln a ltalu 

ketialdala ln sifalt untuk mengekalng diri, misallnyal 

kemalua ln mengorbalnka ln kenikmalta ln seka lralng demi 

pencalpa lialn keuntungaln ya lng lebih besa lr di malsa l 

depaln. 

9. Limited view this world, yalitu keterba ltalsa ln calra l 

pa lndalng malsya lra lkalt terhalda lp dunial lua lr. Hall ini 

terjaldi kalrenal terbaltalsnya l jalngka lua ln malsya lra lkalt 

da llalm mengalkses informalsi ya lng da lta lng da lri lualr, 

seperti yalng bersumber dalri sura lt kalba lr. 

10. Low emphalty, ya litu rendalhnyal keteralmpilaln 

menalngka lp peralnaln ora lng lalin. Rendalhnya l empalti 

malsya lra lka lt disebalbkaln oleh a ldalnya l ja lralk sosio-

psikologis malupun kalrenal terbaltalsnya l pengetalhualn, 

dibalndingka ln malsya lra lka lt di lualr merekal ya lng lebih 

malju. 

Desa l, alta lu yalng disebut dengaln nalmal la lin, alda llalh sa llalh 

sa ltu bentuk daleralh ya lng khals di Indonesial. Desa l memiliki 

lalta lr belalka lng historis daln filosofis yalng jelals da ln kualt. 

Desa l haldir sebelum talta l pemerintalha ln tumbuh daln 



berkembalng seperti sekalra lng. Pralsa lti Himald Wallalndit 

(1350), sebalga limalna l dikutip Faluzi (2013) menyebutkaln, 

ba lhwa l desal telalh a ldal sejalk zalma ln keralja laln berkualsa l di 

Nusa lnta lral.17 Pemerintalh Hindial Belalnda l pun mengalkui 

legallitals desa l da llalm Stalaltsblald Talhun 1906 Nomor 83 da ln 

Sta laldbla ld Talhun 1938 Nomor 490. Desa l memiliki halk 

otonomi alsli berdalsa lrkaln hukum alda lt, dalpa lt menentukaln 

susuna ln pemerintalhaln, mengaltur daln mengurus rumalh 

talngga l, serta l memiliki kekalya la ln da ln a lsset. Oleh ka lrenal itu, 

eksistensi desal perlu ditegalska ln untuk mewujudkaln 

kesejalhteralaln ma lsya lralka lt desal. 

Penga lturaln desal ya lng ketalt daln penyeralga lmalnnya l di 

seluruh Indonesial menjaldi sa llalh sa ltu sumber hilalngnyal 

potensi kemalndirialn desal, khususnya l di lua lr Jalwa l. Sejalra lh 

jugal mencaltalt balhwa l regulalsi desal selalmal ini cenderung 

mengedepalnka ln penga lturaln pemerintalha ln desa l untuk 

mempercepalt kemalndirialn, pembalnguna ln, daln 

peningkaltaln keseja lheterala ln ma lsya lralka lt desa l. Alkiba ltnyal, 

terjaldi pertalmbalha ln desa l yalng cukup pesa lt. Talhun 2001 

jumlalh desal di Indonesia l 61.562 desa l. Talhun 2012 menjaldi 

72.944 desal denga ln tingkalt pertumbuha ln raltal-ra ltal 2,4 

persen per talhun (Fa luzi, 2013). Pertumbuha ln jumlalh desa l 

jugal diserta li sejumlalh implikalsi. Seba lra ln desa l tidalk meralta l 

a lntalra l Pula lu Ja lwa l da ln lua lr Pula lu Ja lwa l. Di Pula lu Ja lwa l ya lng 

lualsnya l 127.569 km persegi (6 persen da lri totall luals 

Indonesial) memiliki 22.453 desal, sementalra l Pula lu 

Ka llimalntaln dengaln luals 574.194 kilometer persegi (25 

persen dalri totall luals Indonesia l) ha lnyal memiliki 6.295 

desa l. Kondisi ini mempengalruhi percepa ltaln pelalyalna ln 

malsya lra lka lt di tingkalt desal. Permalsa llalha ln lalin tidalk ka llalh 

beralt membebalni desal a lda llalh impitaln kemiskinaln. Da lta l per 

 
17Fauzi, Hikmah. 2013. Sterilisasi dan Macam- macamnya. 



September 2012 mencalta lt alda l 63,25 persen penduduk 

miskin di Indonesial tinggall di pedesala ln. Kondisi ini 

semalkin menalmbalh beba ln desa l yalng suda lh demikialn bera lt 

sehinggal cenderung semalkin sulit untuk malndiri. Menurut 

Fa luzi (2013) balhwa l solusi terhalda lp kompleksnyal 

permalsa llalha ln desal dimalksud mencalkup tigal alspek 

permalsa llalha ln, yalitu alspek kewilalyalha ln, kemalsya lra lkaltaln, 

da ln pemerintalha ln. Ma lsa llalh kewila lyalha ln ya lng perlu dialtalsi 

misallnya l halsra lt pemekalra ln desal ya lng terus berkembalng, 

ba ltals desa l ya lng tidalk terselesalikaln da ln berujung konflik 

a lntalr wilalya lh, sertal ketimpalngaln sumber da lyal a lntalrdesa l. 

Permalsa lla lhaln pa lda l alspek kema lsya lralka lta ln jugal menjaldi 

bebaln bera lt balgi desa l, seperti kemiskinaln ya lng cenderung 

turun secalral kua lntitals, tetalpi meningka lt intensitalsnya l 

ka lrenal tingginyal tingkalt pengalngguraln friksionall alta lupun 

strukturall di pedesalaln. 

Ha ll ini sejallaln dengaln pa lndalnga ln Soba lry (2011) yalng 

menyebutkaln ma lsih a ldalnya l sa ltu fenomenal ya lng tetalp a lbaldi 

da ln melekalt era lt dalla lm hidup wa lrga l desa l, ya litu 

kemiskinaln, ya lng berpengalruh sa lnga lt luals da lla lm 

kehidupaln merekal.18 Kemiskinaln membua lt walrga l desal 

sulit memperoleh alkses pendidikaln da ln kesehalta ln, da ln 

ka lrenal itu meskipun mudalh ba lgi merekal mengikuti 

perkembalngaln dunia l da lri desa l, merekal tetalp 

termalrginallisalsi oleh sistem yalng tida lk memberi merekal 

kesempaltaln. Kemiskina ln menalmpalkka ln dirinyal da lla lm 

berbalga li wa ljalh: ora lng ya lng miskin a ldalla lh ora lng ya lng tidalk 

berpunyal, tida lk sa ljal tida lk punya l ha lrtal milik, tetalpi jugal 

tidalk punya l pendidikaln ya lng cukup, tidalk punya l kesehaltaln 

ya lng balik, tidalk punya l pengalruh a ltalu kekua lsa laln di desa l. 

Kemiskinaln a lda llalh sua ltu sindrome, sua ltu ja llinaln fenomenal 

 
18 Sobary (2011) Perlawanan Politik & Puitik Petani Tembakau 

Temanggung 



ya lng sa lling mengkalit daln mungkin ka lrena l itulalh malsa lla lh 

kemiskinaln, khususnya l di daleralh pedesala ln tidalk kunjung 

bisa l diberalntals19. Perbalika ln hidup ra lkyalt di pedesala ln, 

seperti hallnyal perbalikaln hidup ra lkyalt pa ldal umumnyal 

mulal-mulal dihalralpka ln dalri pembalnguna ln ekonomi Negalra l 

secalra l keseluruhaln. Perbalika ln ekonomi sualtu Negalra l 

didugal a lka ln menetes ke ba lwa lh da ln menyentuh semual 

wa lrga lnyal, a lka ln tetalpi penga llalmaln ba lnyalk Nega lra l 

berkembalng termalsuk Indonesial menunjukkaln ba lhwa l 

perbalika ln ekonomi tidalk dengaln sendirinya l menetes ke 

ba lwa lh, tidalk jugal pa ldal seba lgialn besalr penduduk pedesala ln. 

Kenda llal la lin yalng sela lma l ini dihalda lpi oleh malsya lra lkalt 

pedesala ln da llalm melalksa lna lka ln pembalnguna ln alnta lral la lin; 

keterbaltalsa ln kemalmpualn untuk mengolalh daln 

memalnfala ltkaln potensi sumber dalya l alla lm yalng tersedial, 

keterisolalsia ln da ln keterbaltalsa ln sa lra lna l da ln pra lsa lra lnal fisik, 

lemalhnyal kemalmpua ln kelembalga laln terha ldalp pelualng 

pelualng bisnis ya lng a lda l ja lsa l da ln perda lgalnga ln sertal 

terbaltalsnya l a lkses ma lsya lralka lt kepalda l sumber-sumber 

kemaljualn ekonomi yalng alntalra l lalin meliputi: alkses 

permodallaln, a lkses teknologi produksi, alkses ma lnaljemen 

usa lha l, pengetalhua ln daln keteralmpilaln SDM ya lng alda l, alkses 

informalsi palsa lr da ln keberlalnjutaln usa lha l-usa lha l produksi.20 

Untuk mengaltalsi  berba lgali kendalla l da ln kompleksitals 

da llalm malsya lralka lt pedesala ln dibutuhkaln upa lyal da ln straltegi 

terintergralsi melallui pembalngunaln pedesa la ln. 

Menurut Kusmalwa ln (2015) terdalpa lt da llalm beberalpa l 

dimensi yalng alda l di kehidupaln kehidupaln malsya lra lka lt desal. 

 
19Hagul, Peter. (1985). Pembangunan Desa dan Lembaga Swadaya 

Masyarakat 
20Soleh dan Rochmansjah, Heru. (2014). Pengelolaan Keuangan Desa 



Pertalma l, dimensi kelembalga la ln pemerinta lh desa l. 21 Pa lda l 

dimensi ini alka ln diketalhui balga limalna l tingka lt kemalndirialn 

kelembalga laln pemerintalh desal terhalda lp pemerintalh di 

a ltalsnya l. Semalkin besalr ketergalntungaln kelembalgala ln 

pemerintalh desal da llalm melalksa lna lkaln kewena lngalnnya l, ini 

a ldalla lh bentuk ketergalntunga ln ya lng negaltif. Na lmun, 

semalkin kecil ketergalntungaln kelembalga laln pemerintalh 

desa l terhalda lp pemerintalnh di altalsnya l, ini alda llalh bentuk 

ketergalntungaln yalng positif. Kedual, dimensi kelembalga laln 

ekonomi malsya lralka lt desa l. Pa lda l dimensi ini a lkaln diketalhui 

ba lgalimalna l tingkalt kemalmpua ln kelemba lgala ln ekonomi 

malsya lra lka lt dallalm upa lyal memaljuka ln kondisi 

perekonomialn. Sema lkin berjallaln fungsi-fungsi 

kelembalga laln ekonomi dallalm menjalwa lb semual kebutuhaln 

malteriall malsya lra lka lt, kelembalga laln ekonomi itu semalkin 

malndiri. Na lmun, semalkin tidalk berjallaln fungsi 

kelembalga laln ekonomi ma lsya lralka lt itu, beralrti semalkin 

tidalk malndiri kelembalgala ln ekonomi tersebut.  

Ketigal, kelembalga laln sosia ll malsya lra lkalt. Pa lda l dimensi ini 

a lkaln terga lmbalr denga ln jelals ba lga limalna l fungsi-fungsi 

kelembalga laln sosia ll ini berjallaln. Berbeda l dengaln dual 

dimensi lalinnyal ya lng cenderung malteriall, dimensi ketigal 

ini cenderung albstra lk. Balga limalnal nilali-nila li kealrifaln lokall, 

nilali nilali universall dialnut daln dijalla lnkaln oleh malsya lra lkalt 

da llalm kelembalga la ln sosia ll a lka ln sa lnga lt menentukaln 

ba lgalimalna l keberhalsilaln kelembalgala ln socia ll ini berperaln di 

malsya lra lka lt. Galmbalra ln kondisi desal ya lng sebenalrnyal 

berdalsa lrka ln tigal dimensi tersebut secalra l lalngsung alka ln 

menjaldi pemalndu balgi sialpa l sa ljal untuk melalksa lna lka ln 

semual progra lm di desal. 

 
21 Kusmawan, Aang, 2015, Mengukur Kemandirian Desa, Kompas 8 

Mei, Jakarta.  



 

D. Pembalngunaln daln Kemalndirialn Desal 

Sa llalh sa ltu kelemalhaln pela lksalna la ln pembalnguna ln di 

Indonesial a lda llalh tidalk terintegralsinya l berbalga li progralm 

pembalnguna ln di Indonesial. Beberalpa l progra lm kebijalka ln 

ya lng didesalin cenderung berjallaln sendiri-sendiri daln 

terkesaln pa lrsiall. Denga ln demikialn, menjaldi tidalk a lneh jikal 

progra lm-progralm penalnggulalnga ln kemiskinaln ba lnya lk 

tumpalng tindih daln sa ltu sa lma l la lin belum 

berkesinalmbungaln. Bertitik tolalk da lri kegalga llaln 

pembalnguna ln malsa l lallu, malkal menjaldi salnga lt urgen untuk 

mengimplementalsikaln konsep pembalnguna ln malsya lra lka lt 

desa l terpaldu (integralted rurall development). Tujualn uta lmal 

da lri progralm pembalnguna ln malsya lra lkalt desal terpaldu 

a ldalla lh meningkaltkaln produktivitals, memperbaliki kuallitals 

hidup penduduk pedesalaln serta l memperkualt 

kemalndirialn.22 Kebutuhaln daln kepentinga ln malsya lralka lt 

desa l halrus ditempaltka ln sebalga li prioritals uta lmal daln 

pertalmal Pa ldal talta lraln konseptuall, pembalnguna ln pedesala ln 

menjaldi tidalk dipalnda lng seba lgali perubalha ln sa ltu alra lh (a l 

single direction) tetalpi berdimensi galnda l (ekonomi, 

politik, sosiall daln kultura ll) kalrenal itu pembalnguna ln 

pedesala ln tidalk mengutalmalka ln talrget tetalpi lebih 

menekalnkaln proses a lda lptalsi ya lng terus menerus talk 

pernalh henti. Di dallalm proses ini terdalpalt diallog intensif 

a lntalra l malsya lralka lt, pemerintalh, pelalku bisnis, orga lnisalsi 

kealga lmala ln, da ln lembalgal swa lda lya l ma lsya lralka lt. Pa lda l 

talta lraln empirik, kegialtaln pembalnguna ln pedesala ln 

berhalda lpa ln dengaln kondisi daln situa lsi desa l yalng bera lgalm, 

kompleks daln penuh talnta lngaln. Tendensi demikialn terjaldi 

ka lrenal persoa llaln desa l tidalk da lpa lt dipersempit halnya l 

 
22Suparjan & Suyatno, Hempri. (2003). Pengembangan Masyarakat dari 

Pembangunan sampai Pemberdayaan. 



berkisalr pa ldal persoa llaln perut, tetalpi sebenalrnya l jugal 

persoa llaln alspira lsi, halk daln kealdilaln. Kemudialn palda l 

talta lraln pra lktis, kegialtaln pemba lngunaln pedesa laln buka lnlalh 

menggurui malsya lralka lt desa l, tetalpi memberdalya lkaln 

merekal. Pembalnguna ln pedesala ln a lda llalh sua ltu proses ya lng 

berusa lhal memperkualt alpa l ya lng lalzim disebut community 

self relialnce altalu kemalndirialn. Dalla lm proses ini 

malsya lra lka lt desal dibalntu, didalmpingi daln difalsilitalsi untuk 

melalkukaln alna llisis daln malsa llalh yalng dihalda lpi, untuk 

menemukaln solusi malsa llalh tersebut dengaln menggunalkaln 

sumber dalya l yalng dimiliki, menciptalka ln a lktivitals denga ln 

kemalmpualnnya l sendiri. Dengaln pendekalta ln semalcalm ini, 

malsya lra lka lt desal diberi pelualng memutuska ln a lpal ya lng 

dikehendalki, daln inisialtif merekal kemudia ln menjaldi balsis 

progra lm-progralm pembalngunaln pedesa laln.23 

Pembalnguna ln pedesala la ln pa ldal da lsa lrnya l untuk 

meningkaltkaln kemalmpualn da lera lh dalla lm mengembalngka ln 

perekonomialn da ln percepaltaln pembalnguna ln dengaln 

menggalli potensi sumber dalya l alla lm daln meningkaltka ln  

sumber da lyal ma lnusial ya lng a lda l, dengaln polal peningka ltaln 

pelalya lnaln, palrtisipalsi, daln pemberdalyala ln malsya lra lka lt, 

dengaln ha lra lpaln diperoleh pencalpa lialn tingka lt kemalndirialn 

ya lng tinggi di daleralh. Da llalm ilmu sosia ll, istilalh 

kemalndirialn (resilience) sering dipersa lmalka ln dengaln 

istilalh otonom, tidalk tergalntung altalu bebals, mengelolal diri 

sendiri daln keberlalnjutaln diri. Seda lngkaln sua ltu 

malsya lra lka lt (community/society) terdiri dalri person-person 

da llalm wilalyalh tertentu, memiliki saltu altalu lebih ikalta ln 

bersa lmal da ln sa lling berinteralksi sosia ll.24 Da llalm perspektif 

pembalnguna ln malsya lra lkalt, kemalndiria ln malsya lra lkalt  

merupalka ln sua ltu kealdala ln a ltalu kondisi tertentu yalng ingin 

 
23 Usman, Sunyoto. (2015). Esai-Esai Sosiologi Perubahan Sosial. 
24Hillery, g. (1955) definitions of community: areas of agreement. 



dicalpa li seoralng individu altalu sekelompok malnusia l yalng 

tidalk la lgi tergalntung pa ldal ba lntua ln pihalk ketigal da llalm  

mengalmalnka ln kepentingaln dirinyal.25 Kemalndirialn 

malsya lra lka lt dipalnda lng seba lgali sua ltu kondisi yalng 

terbentuk melallui perilalku kolektif malsya lra lkalt melalkukaln 

perubalha ln sosiall. Perubalha ln perilalku kolektif itu dalpalt 

didukung melallui  progralm intervensi malsya lra lka lt yalng 

dikembalngkaln oleh pihalklua lr (pemerintalh) ya lng 

mensyalra ltkaln a ldalnya l geralkaln pa lrtisipa lsi malsya lralka lt. 

Untuk itu a lpalbilal ma lsya lra lkalt diberi balntual da lna l, ma lka l 

ba lntualn itu perlu disikalpi sebalga li stimulalsi alta lu 

memotivalsi untuk membalngun diri, membelaljalrka ln diri, 

sertal membalngun pra lka lrsa l inisialtif secalra l ma lndiri. Untuk 

itu, pengembalngaln kemalndirialn merupa lkaln bentuk 

perubalha ln sosia ll diri malnusia l dalri situa lsi tergalntung 

terhalda lp balntualn menjaldi lebih malndiri alta ls dalsa lr inisialtif 

da ln krealtivitals ma lsya lralka lt setempalt. 

Da llalm berkelalnjutaln, perspektif  ketercalpalia ln 

pembalnguna ln palrtisipalsi malsya lra lka lt menghalsilkaln 

kondisi kemalndirialn dengaln kalra lkteristik26 ya litu ; 

 

a) memiliki kalpa lsitals diri yalitu sikalp tidalk tergalntung, 

malmpu memenuhi kebutuhaln sesua li dengaln 

potensinyal, menyelesalikaln ma lsalla lh yalng dihalda lpi, 

secalra l ekonomi malmpu menghalsilka ln (produksi da ln 

pendalpa ltaln) untuk memenuhi kebutuhaln hidupnyal, 

da ln dalpa lt melalkuka ln kontrol dallalm malsya lralka lt. 

b) memiliki talnggung ja lwa lb kolektif yalitu alda lnya l 

pengembalngaln kerjalsa lma l da ln kemitrala ln a lntalr wa lrga l 

malsya lra lka lt dalla lm mengaltalsi permalsa llalha ln daln 

 
25Verhagen, Koenraad. 1996. Pengembangan Keswadayaan : 

Pengalaman LSM di Tiga Negara 
26Bell, S. and Morse, S. (2008) Sustainability Indicators 



memenuhikebutuhaln hidupnya l daln pengembalnga ln 

jalringa ln sosia ll untuk mengalkses berbalga li pelualng. 

c) memiliki kemalmpualn berfikir daln bertinda lk secalra l 

berkelalnjutaln yalitu menjalgal kua llitals lingkungaln 

sistemik daln memelihalra l pelalyalna ln da ln sumber dalya l 

secalra l erkelalnjutaln da ln berwalwa lsa ln lingkungaln. 

Ukura ln terwujudnyal kemalndirialn ma lsya lralka lt 

merupalka ln halsil pencalpa lialn pa lrtisipalsi malsya lra lka lt. 

Menurut Korten (2001) da lpalt ditalmbalhka ln balhwa l, 

da llalm perspektif pembalngunaln berorientalsi palda l 

ra lkyalt, untuk membalngun kemalndirialn malsya lra lkalt 

perlu dikembalngka ln geralka ln malsya lra lkalt27. Geralka ln 

itu dimalksudka ln seba lgali upa lyal menggera lkaln sebua lh 

malsa l kritis secalra l terorgalnisa lsi dallalm berpalrtisipalsi 

malsya lra lka lt yalng penuh dengaln inisialtif, tidalk 

tersentrallisir, daln malndiri sehinggal kealdilaln, 

keberlalnjutaln daln ketercukup. Pembalnguna ln dimalknali 

seba lgali perubalha ln sosia ll yalng dihalra lpka ln.  

Dimensi perubalha ln sosia ll meliputi aldalnya l kondisi alwa ll, 

terdalpa lt kondisi alkhir yalng diinginkaln, sertal dimensi 

wa lktu dimalna l perubalha ln berlalngsung dia lntalra l dua l titik 

wa lktu tersebut. Kondisi alwa ll ya lng diukur a ldalla lh kumulalsi 

potensi alta lu tingkalt kemalndirialn desa l sa lalt ini. Ha ll ini 

ditunjukaln oleh berbalga li inidkaltor eksisting desal ya lng 

berkalitaln dengaln potensi sosiall, ekonomi daln 

pemerintalha ln. Kondisi a lkhir ya lng diinginka ln ialla lh visi 

kemalndirialn desa l seba lgialmalna l tercalntum da llalm berbalga li 

Pera lturaln Perundalnga ln da ln kebijalka ln di Indonesial. Visi 

tersebut ialla lh untuk mencalpali kesejalhterala ln ralkya lt. 

Pembalnguna ln da lri dimensi walktu diukur menurut dual sub 

dimensi. Pertalma l, mengukur tingkalt pembalnguna ln ba lru 

seba lgali ha lsil da lri intervensi pembalngunaln. Ukura ln tingka lt 

 
27Korten, D. 2001. Menuju Abad Ke 21 



pembalnguna ln ini diorientalsika ln kepalda l kesejalhterala ln 

malsya lra lka lt. Kedual, mengukur kecepa ltaln altalu lalju 

kemalndirialn desa l. Ukuraln la lju ini merujuk pa ldal tingkalt 

produksi wilalya lh. Dengaln demikialn indeks kemalndirialn 

desa l (IKD) mengukur tingkalt pemenuha ln kebutuhaln 

umum. Konstruk yalng disusun untuk kesejalhterala ln umum 

meliputi, ekonomi malsya lra lka lt alta lu stalnda lrd malteriall, 

pendidikaln malsya lra lkalt, keseha ltaln malsya lralka lt, lembalga l 

kemalsya lra lkaltaln a lta lu modall sosia ll, lingkunga ln hidup, 

kealma lnaln da ln ketertibaln, keda lulaltaln politik malsya lralka lt 

a ltalu pemerintalhaln, pera lnsertal malsya lralka lt dallalm 

pembalnguna ln, daln pera ln swa lsta l untuk peningkaltaln da lya l 

sa ling. Dimensi-dimensi ukuraln indeks kemalndirialn desa l 

(IKD) meliputi pertalmal, pengukura ln tingkalt 

pembalnguna ln pedesalaln, kedua l pengukura ln lalju 

pembalnguna ln pedesalaln. Ketigal, pengukura ln keralgalma ln 

pedesala ln (altribut pembalnguna ln desal). Guna l 

meningkaltkaln sistemaltikal pengukura ln kemalndirialn desa l, 

malka l indeks kemalndirialn desa l disusun menurut model 

evallua lsi. Model umum evallua lsi pembalnguna ln dimulali 

da lri penyusunaln visi daln misi pembalnguna ln. 

 

Kegialta ln pembalngunaln da lpa lt ditunjukaln oleh malsuka ln 

(input), yalng dikerjalkaln da llalm sua ltu pelalksa lna laln kegialta ln 

(proccess),sehinggal menciptalkaln ha lsil pembalnguna ln 

(Output). Malsya lra lkalt yalng mengguna lkaln ha lsil 

pembalnguna ln kemudialn memalnfa la ltkalnnya l (Outcome). 

Da llalm jalngka l palnja lng, malnfa lalt tersebut memberikaln 

da lmpalk yalng diinginkaln pembalngunaln (impalct).28 Dalla lm 

konteks globall, penyusunaln pengukuraln kemalndirialn desa l 

 
28Agusta, I. & Aji, Sucipto Adi. (2014). Desain Indeks Kemandirian 

Desa dalam Indeks Kemandirian Desa Metode, Hasil, dan Alokasi 

Program Pembangunan. 



semalkin relevaln, alga lr Indonesial memiliki modall 

pengetalhualn menyongsong pelualng konstruksi 

pengukuraln ba lru setelalh usa linyal Millenium Development 

Goa lls (MDGs) pa lda l talhun 2015. Melallui modall 

pengetalhualn pengukuraln kemalndirialn desa l dihalralpka ln 

Indonesial malmpu memberikaln kontribusi ya lng mendalla lm 

da llalm pengukuraln balru pembalnguna ln di malsa l 

mendaltalng.Indeks kemalndirialn desa l (IKD) mengukur 

tingkalt pemenuhaln kebutuha ln umum. Konstruk ya lng 

disusun untuk kesejalhteralaln umummeliputi:  

1) Ekonomi malsya lra lkalt a ltalu sta lndalrdma lteriall;  

2) Pendidikaln malsya lra lkalt;  

3) Keseha ltaln malsya lra lkalt; 

4) Lembalgal kemalsya lra lkalta ln alta lumodall sosia ll;  

5) Lingkungaln hidup;  

6) Kea lmalna lndaln ketertibaln;  

7) Keda lulaltaln politik malsya lra lkalta ltalu pemerintalhaln;  

8) Pera lnsertal malsya lra lkaltda llalm pembalnguna ln; 

9) Pera ln swa lsta l untuk peningkaltaln da lya l sa ling. 

Desa l bukaln obyek pembalngunaln, melalinka ln subyek yalng 

bisa l malndiri, termalsuk mendesalin sektor pembalngunaln 

malna l yalng pa lling prioritals balgi sebua lh desa l. Tugals Nega lra l 

terbaltals pa lda l penyedialaln a llokalsi da lna l daln berba lga li 

sta lndalrd, sementalra l tugals membalngun disera lhkaln kepalda l 

desa l.29 Meskipun desal membalngun bukal pa lraldigmal ba lru, 

ka lrenal sebelumnyal telalh menjaldi pra lktik di desa ldesal di 

 
29Hasani, 2015, Desain Peradilan Pilkada: Pembelajaran dari Praktik 

Peradilan Pilkada Serentak 2015 



beberalpa l wilalya lh, Unda lng-Unda lng Desa l telalh menjaldi 

spirit balru pembalnguna ln pedesala ln. Pa lra ldigmal 

pembalnguna ln yalng menempaltka ln peraln sentrall 

pemerintalh sebalga li titik pusaltnya l, jugal tidalk sepi dalri 

kritik, kalrena l alpa lralt pemerintalh yalng semulal dialsumsika ln 

seba lgali fa lktor pendorong utalmal da llalm proses 

pembalnguna ln, belalkalnga ln diketalhui  mallalh seba lgali fa lktor 

penggalnggu a ltalu pengha lmbalt pembalnguna ln.30 

Persoa llalnnya l a ldalla lh balga limalna l mewujudka ln kemalndirialn 

desa l? Allternaltif yalng kemudialn ditalwa lrka ln berkenala ln 

dengaln kecalma ln alta lu kritik tersebut alda llalh pa lraldigma l 

pemberdalyala ln malsya lralka lt (empowerment). Palra ldigmal 

pemberdalyala ln lalhir dalri sualtu pemikiraln balhwa l 

pembalnguna ln alka ln berjalla ln dengaln sendirinyal ma lnalka lla l 

malsya lra lka lt diberikaln kepercalyala ln berupa l ha lk untuk 

mengelolal sumber dalyal a llalm yalng merekal miliki daln 

mempergunalka ln untuk membalngun malsya lralka ltnyal.31 

Pa lda l dalsa lrnyal pembalnguna ln merupalka ln usa lha l pencalpa lialn 

perubalha ln yalng bersifalt perbalika ln daln peningkalta ln, serta l 

menciptalka ln hall-ha ll balru ya lng memba lwa l kemaljualn. 

Untuk mencalpa li perubalhaln itu palda l umumnyal perlu 

a ldalnya l peneralpaln ha ll-ha ll yalng ba lru daln berupal ca lral-calra l 

ba lru, teknologi, bendal alta lu balra lng balru, pengorgalnisa lsia ln 

ba lru, alta lupun galga lsa ln ba lru sebalga li sya lralt utalma lnya l 

a ldalla lh innovalsi a ltalu pemba lhalrua ln ba lgi alda lnya l 

pembalnguna ln. Inovalsi ya lng dima lksud a lda llalh ba lru ba lgi 

ora lng alta lu daleralh ya lng a lkaln membalngun itu.32 

Da llalm konsep pembalngunaln ya lng dikemba lngkaln selalma l 

ini, dikotomi alntalra l kotal da ln desal tidalk da lpa lt terhindalrka ln. 

 
30(Sutrisno, Edy. 2017). Manajemen Sumber Daya Manusia 
31Soleh dan Rochmansjah, Heru. (2014). Pengelolaan Keuangan Desa 
32 (Mutiara Hati:2010:1) “DESA SEBAGAI KESATUAN 

MASYARAKAT HUKUM DALAM PERSPEKTIF KEMANDIRIAN 



Da llalm teori daln pelalksa lna laln pemba lngunaln, palda l 

umumnyal kegialta ln pertalnialn  dia lngga lp identik dengaln 

desa l, sedalng industri identik dengaln kotal. Dikotomi yalng 

cenderung hitalm putih ini membalwa l implikalsi ya lng 

ba lnyalk menimbulkaln malsa llalh da llalm implementalsinyal, 

pencalpa lialn tujualn pembalnguna ln ya lng tidalk optimall 

seda lngkaln diperkotala ln pembalngunaln lebih balnyalk 

difokuska ln dengaln penekalna ln palda l pembalnguna ln 

dibidalng industri yalng mencerminkaln a lloka lsi sumberdalya l 

lebih berpihalk palda l kotal sedalngka ln sektor pertalnialn 

dialba likaln. Seba lliknyal, pemba lngunaln pedesa laln (rura ll-led 

development) didesalin dengaln  cenderung mengalbalika ln 

perkotala ln daln mendefinisikaln wilalya lh perdesala ln da lri 

a lktifitals pertalnia lnnyal belalka l. Pa ldalha ll, selalin kha ls da ln 

tidalk sa lma l dengaln kota l, ka lralkteristik sosia ll ekonomi, 

sumberdalya l allalm yalng mendukungnya l jugal salnga lt 

beralga lm.33 

Pa lda l wilalya lh pedesalaln terjaldi tekalnaln terha ldalp penduduk 

, sumber dalya l allalm, timbulnyal kemiskinaln, degralda lsi 

lingkungaln, sertal merenggalngnya l hubunga ln sosia ll yalng 

a ldal, menunjukkaln balhwa l kalwa lsa ln perdesa laln malsih relaltif  

tertinggall jikal dibalndingka ln dengaln perkotala ln, sehinggal 

memunculkaln malsa llalh urbalnisa lsi daln sektor informall 

ya lng tidalk terkontrol, sehinggal alga lr tidalk terjaldi 

pembalnguna ln pedesalaln ya lng bials denga ln urbaln, perlu 

konsep, stra ltegi, pendekalta ln, daln indikaltor(a llalt penunjuk) 

keberhalsilaln (Ra lchbini,2006).34 

Desa l halnya llalh sua ltu unit kecil dalla lm perdesa laln, nalmun 

unit kecil inilalh ya lng menyusun Indonesial menjaldi sebualh 

negalra l yalng besalr daln luals. Da ln memalng talk bisa l 

 
33Suparlan. 2007. Filsafat Pendidikan 
34 (Rachbini,2006).Ekonomi politik dan teori pilihan publik 
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dipungkiri, desal ya lng kital miliki lebih balnya lk ketimbalng 

kotal. Alta ls da lsa lr inilalh desa l menjaldi sualtu ya lng talk bisa l 

dikesalmpingkaln da llalm perencalna laln da ln pengembalngaln 

regionall balhka ln na lsionall. Ka lrenal itu alga lr tidalk simpalng 

siur, a lda l ba liknyal kital ba lha ls dulu mengenali terminologi 

perdesala ln daln perkotala ln. Desa l merupalka ln perwujudaln 

a ltalu kesa ltualn geogra lfi, sosia ll, ekonomi, politik daln kultur 

ya lng terdalpa lt ditempalt itu (sualtu daleralh), da llalm hubungaln 

da ln pengalruhnyal secalra l timball ba llik denga ln daleralh lalin 

(Bintalro,2008 Jurna ll).35 

Pa lda l sala lt Negalral Republik Indonesial memproklalmirkaln 

diri sebalga li negalra l merdekal pa lda l talhun 1945, desa l menjaldi 

tulalng punggung nega lra l da ln ba lngsa l untuk menopalng 

kehidupaln berba lngsa l da ln bernegalra l. Ha ll itu tertualng 

da llalm Unda lng Unda lng Da lsa lr 1945,  dimalna l posisi desa l 

a ldalla lh merupalkaln sa ltu kesa ltualn wilalya lh hukum 

berdalsa lrka ln alda lt istialdalt ya lng  berkeda lulaltaln da llalm 

wilalya lh pemerintalha ln Republik Indonesia l, Posisi desal 

seba lgali “desal swa lpra lja l” benalr-benalr memberi peraln desa l 

seba lgali pembalngkit kalra lkter wa lrgal ya lng malndiri da ln tidalk 

“bermentall miskin”, taltal kelolal desa l sungguh-sungguh 

sempurnal ya lng memenuhi alsa ls pemerinta lhaln ya lng ba lik 

(Good Governalnce)  dallalm ralngka l pengentalsa ln 

“kemiskinaln” wa lrgal desa l (Suda lrwo,2004:2)36.  

Sa lya lngnyal malsa l kejalyala ln desal dalla lm kemalndirialnnya l 

untuk membalngkitkaln kalra lkter walrgal yalng swa lda lyal, 

swa lka lrya l, swa ldalna l daln swa lsenba ldal tida lk lalmal sebalb 

dengaln gejolalk politik nalsiona ll yalng sering disebut G 30 S 

PKI, ya lng kemudialn dikelualrka lnnyal Ma lklumalt Politik 

Orde Ba lru Nomor 6 Talhun 1969 ya lng mencalbut da ln tidalk 

 
35 (Bintaro,2008 Jurnal). 
36 (Sudarwo,2004:2) 



mempunyali legitimalsi sosia ll, politik daln hukum sa lmal 

seka lli, malkal kehidupaln desa l  tida lk mempunya li pegalngaln 

legitimalsi a lpalpun da lri nega lral. Ba lru pa ldal ta lhun 1974 

melallui Undalng-Unda lng Nomor 5 Talhun 1974, desa l 

seba lgali ba lgialn ya lng tidalk terpisa lhkaln denga ln 

Pemerintalha ln Dalera lh daln saltu kesa ltualn dengaln 

Pemerintalha ln Pusa lt. Posisi Desa l balgia ln melekalt dalri 

Pemerintalha ln Da leralh dikualtka ln lalgi dengaln Unda lng-

Unda lng Nomor 5 Talhun 1979,  posisi Desa l halnya l sebalgali 

“peralngka lt” pemerintalh da leralh buka ln seba lgali fa lsilitaltor 

wa lrga l desal.  

Ha ll ini mempunyali implikalsi terhaldalp perubalha ln talta l 

kelolal desal, seba lb unda lng-unda lng tersebut memberi 

malnda lt balhwa l pengelolala ln pemerintalha ln desal da ln 

pembalnguna ln desal bukaln lalgi utuh menjaldi halk daln 

kewenalnga ln desal nalmun merupalka ln halk da ln kewenalnga ln 

pemerintalh da leralh dibalwa lh a lralha ln pemerintalh pusa lt. Desa l 

buka ln lalgi sebalga li subyek nalmun seba lgali obyek berbalga li 

proyek pembalnguna ln pemerintalh pusa lt melallui 

pemerintalh dalera lh. Institusi desal diposisika ln sebalga li 

wilalya lh aldministrsi pemerintalh da leralh ya lng “tala lt” daln 

“paltuh” menerimal “kehendalk ba lik”  berupal berbalga li 

bentuk balntualn da ln subsidi dalri pemerintalh 

pusa lt(Bintalro,2008 Jurna ll)37. 

Pedesa laln selallu identik dallalm beberalpa l kalra lkteristik yalkni:  

1. Kegialta ln ekonomi didominalsi oleh kegia ltaln pertalnialn;  

2. Kealda la ln sosia ll selallu menggunalka ln nilali-nilali terukur 

da llalm tingkalh lalku, kepercalya laln a ltalu ra lsa l yalng dia lnut 

individu dallalm sua ltu komunitals;  
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3. Kea ldala ln psikologis penduduknya l yalng mencirikaln polal 

pikir seperti identitals individu seba lgali a lnggotal da lri 

komunitals malsya lra lka lt;  

4. Dilihalt da lri kebuda lyala ln di perdesa la ln bercirikaln 

perkembalngalnnya l lalmbalt, homogen, da ln dijalga l oleh 

penduduknyal. 

Da lri kalra lkteristik perdesala ln dalpa lt digunalka ln sebalga li calra l 

pa lndalng kita l terhalda lp perdesala ln itu sendiri, balga limalna l 

memperlalkuka lnnyal da ln ba lga limalnal merencalna lka lnnyal. Ha ll 

ini merupalka ln lalngka lh  alwa ll yalng dalpa lt mempengalruhi 

tindalk perencalna laln selalnjutnyal yalng tentunyal alka ln 

mempengalruhi kehidupaln malsya lra lkalt pedesala ln dengaln 

menempaltka ln desa l pa ldal posisi idea ll, da ln dieliminir kalrenal 

kesenjalnga ln polal pikir malsya lra lkaltnyal ya lng traldisionall 

sertal persoa llaln ya lng melingkupi desal da llalm potret “reallitals 

sosiologi”, yalng merupa lkaln ba lgia ln penting da lri 

perencalnala ln (Soba lry.M, 2008:4 Kompals).38 

Penda lpalt lalin menurut menteri Lukmaln Edi dalla lm seminalr 

membalngun desal, belialu berbicalra l pembalngunaln 

perdesala ln merupalka ln balgia ln penting, ka lrenal seba lgialn 

besa lr malsya lra lka lt Indonesial tinggall di perdesala ln, nalmun 

ironisnyal ha ll ini berbalnding lurus dengaln kondisi 

kemiskinalnnyal, ka lntong-kalntong kemiskina ln jugal beraldal 

diperdesala ln. Malsya lra lka lt yalng sebalgialn besalr bermalta l 

pencalha lrialn sebalga li petalni, salnga lt sulit untuk kelualr dalri 

jeralt kemiskinaln.  

Merekal seperti teralmpa ls da lri talnalhnya l sendiri, tidalk bisa l 

mengembalngka ln potensi dalera lhnyal da ln berhalmburaln 

menyerbu kotal-kotal besa lr ya lng sema lkin menimbulkaln 

malsa lla lh dikedual belalh piha lk, balik diperkotala ln malupun di 
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perdesala ln ya lng ditinggallkaln. Berda lsa lrka ln paldal Unda lng 

Unda lng Nomor 12 Talhun 2008  tentalng Perubalha ln Kedual 

Alta ls Unda lng Undalng Nomor 32 Talhun 2004 tentalng 

Pemerintalha ln Da leralh ya lng didallalm (BAlB X Pa lsa ll 199 

Alya lt 5) menyebutkaln “Di ka lwa lsa ln perdesala ln ya lng 

direncalnalka ln da ln dibalngun menjaldi kalwa lsa ln perkotala ln, 

pemerintalh daleralh yalng bersalngkuta ln da lpalt membentuk 

ba ldaln pengelolal pembalnguna ln seba lgalimalna l dimalksud 

ditetalpka ln dengaln Pera lturaln Da lera lh denga ln berpedomaln 

pa ldal Pera lturaln Pemerintalh. Dengaln a lda lnyal  ketentualn 

seperti tersebut palda l palsa ll 199 a lyalt (5)  di altals desa l 

semalkin terlupalka ln da ln tidalk la lgi denga ln kemerialhaln 

a lktivitals perta lnialnnya l, seolalh-ola lh dialngga lp tidalk penting 

da ln membebalni alka ln tetalpi konsep seperti ini alda llalh 

konsep ya lng sa llalh sehingga l sema lkin membualt 

ketimpalnga ln a lntalra l desa l da ln kota l, ka lrenal desa l mempunyali 

ka lralkter yalng khals dalla lm memberdalya lka ln malsya lra lka lt 

da llalm pelalksa lnala ln pembalngunaln di perdesa la ln. 

Bertolalk da lri beberalpal permalsa lla lhaln desa l,  ma lka l 

pembalnguna ln desal dengaln mengguna lkaln perspektif 

malsya lra lka lt desal, perlu dipalndalng secalra l terpisalh ka lrenal 

selalin 80% penduduk bumi hidup diwilalya lh desal, 

malsya lra lka lt desal memiliki kalralkteristik sendiri jugal bersifalt 

malndiri, alta lu berpotensi untuk malndiri sesua li dengaln 

konsep-konsep pembalngunaln desa l, sertal kondisi riel yalng 

terjaldi selalmal ini. 

Da llalm hall ini negalral perlu memberikaln perhaltialn kepalda l 

da leralh alga lr sa lnggup mengembalngka ln potensi daleralh da ln 

a lkhirnyal da lpa lt malndiri talnpa l ba lntualn terus menerus. 

Menurut Moha lmmald Soba lry da lla lm memalndalng 

pembalnguna ln perdesala ln malndiri dilihalt da lri sisi “sosiologi 

da ln alntropologi”  pembalnguna ln desal sebalga li proyek 

kebudalya la ln untuk mengukuhkaln ba lsis nilali, pa lndalnga ln 



dunial, a lturaln hidup, alspira lsi, sikalp da ln perikallalkua ln alga lr 

keindonesialaln kital terjallin lebih solid denga ln kerjal tekun, 

gigih, disiplin daln a ldal ha ll ya lng ha lrus dipertalha lnkaln da lri 

perdesala ln terutalma l kesalha ljala ln malsya lra lkaltnya l. Palda l 

ha lkekaltnyal pembalnguna ln pedesala ln a ldalla lh upalya l untuk 

mengentalska ln kemiskinaln da ln keterbelalkalnga ln, 

merupalka ln proses pengembalnga ln kemalndirialn.  

Pengembalnga ln kemalndirialn a lka ln dalpa lt menciptalka ln 

kesejalhteralaln kelualrga l dallalm upalyal menghindalri himpitaln 

kemiskinaln alka ln terentalska ln.Na lmun dipihalk walrga l 

perdesala ln sendiri kalra lkter sebalga li penikma lt “balntualn” da ln 

“proyek”  malsih cukup besalr wa llalupun halrus 

mengorbalnka ln kebesalraln dirinyal da ln merelalkaln dirinyal 

menyalnda lng lalbel “oralng miskin”. Konsepsi miskin bukaln 

lalgi a lib yalng ha lrus dilepals da lri dirinyal na lmun sebalga li 

“identitals aldministralsi” untuk persyalra ltaln mendalpalt 

ba lntualn da lri pemerintalh. Konon pa lda l sa la lt talhun  1970-a ln, 

ketikal Rezim Orde Balru memintal palra l Kepa llal Desal untuk 

mendaltal ora lng miskin, balnya lk Kepallal Desa l yalng tidalk 

mendalpa ltkalnnyal. Ka lrena l tidalk a lda l sa ltupun wa lrga l ya lng 

malu dida lftalr seba lgali ora lng miskin. Nalmun sa la lt ini balnyalk 

ka lsus wa lrga l malra lh kepalda l Kepa llal  Desa l kalrena l dirinyal 

dihalpus a lta lu dicoret dalri dalftalr seba lga li ora lng miskin. Oleh 

ka lrenal itu tidalk mengheralnkaln ka llalu a lngka l kemiskinaln di 

Desa l tidalk semalkin berkuralng, nalmun justru kemungkinaln 

a lkaln sema lkin bertalmbalh (Suda lrwo,2008:5).39 

Pemerintalha ln Desa l alda llalh  merupalkaln unit pemerintalha ln 

terendalh dibalwa lh pemerintalhaln Kecalmalta ln yalng mengalcu 

pa ldal Unda lng-Unda lng Nomor 12 Ta lhun 2008 tenta lng 

Peruba lhaln Kedua l Alta ls Unda lng-Unda lng Nomor 32 Ta lhun 

2004 tentalng Pemerintalha ln Daleralh yalng alka ln menjaldi 

 
39(Sudarwo,2008:5). 



obyek  pembalha lsa ln dalla lm tesis ini denga ln mengalmbil 

lokalsi disemua l desa l da llalm wilalya lh Kecalmaltaln Ga lta lk 

Ka lbupa lten Sukohalrjo, kalrenal da llalm beberalpa l talhun 

teralkhir malsih mengalla lmi balnyalk permalsa lla lhaln ba lik 

da llalm hall pembalnguna ln malupun pela lyalna ln kepalda l 

malsya lra lka lt dengaln tidalk berfungsinya l lembalga l-lembalga l 

desa l dallalm memperkualt balsis perjualnga ln kuallitals potensi 

desa l malndiri. 

Da llalm malsya lra lka lt-malsya lralka lt traldisionall alta lu pedesala ln 

ora lng-oralng mengikuti peralturaln kalrenal alda lt kebialsa la ln 

a ltalu kepercalya laln daln pa ldal malsya lra lkalt-malsya lra lkalt modern 

kepercalyala ln mengallalmi penipisaln, ( Lalwrence 

M.Friedmaln 2009: 275)40. Da llalm memalhalmi hukum daln 

perubalha ln sosia ll ha lrus relevalnsi denga ln ma lsa llalh ya lng a lkaln 

dikalji tentalng ba lgalimalna l hukum bertugals untuk 

menertibkaln malsya lralka lt dalpalt bersaling dengaln perubalha ln 

sosia ll, malka l ha lrus menda lsa lrkaln fungsi bekerjalnya l hukum 

ya lng halrus dija llalnka ln da llalm kehidupa ln malsya lra lkalt 

(Ra lhalrdjo, 2010:122)41. 

Da llalm malsya lra lka lt-malsya lralka lt traldisionall alta lu pedesala ln 

ora lng-oralng mengikuti peralturaln kalrenal alda lt kebialsa la ln 

a ltalu kepercalyala ln da ln pa ldal ma lsya lralka ltmalsya lralka lt modernt 

kepercalyala ln mengalla lmi penipisaln, ( Friedmaln 

M.La lwrence, 2009 :275 ).42 

 

 

 

 
40(Lawrence M.Friedman 2009: 275) 
41Rahardjo, 2010:122 
42(Soleh, 2014) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAlB III 

PEMERINTAlHAlN DESAl 

A. Sejalralh Pemerintalhaln Desal 

Tidalk da lpa lt diketalhui dengaln pa lsti ka lpaln permulala ln 

a ldalnya l "Desal daln Pemerintalha ln Desal". Menurut Ilmu 

Kemalsya lra lkalta ln, malnusia l alda llalh malhluk sosia ll, malhluk 

ya lng hidup sela llu dalla lm hubungaln denga ln malnusia l la lin. 

Sejalk la lhir salmpali malti malnusia l berhubung­a ln dengaln 

malnusia l lalin. Di malna lpun ial bera ldal, ial berhubunga ln 

lalngsung a lta lu tidalk lalngsung denga ln sesa lmalnya l. Secalra l 

sa lda lr alta lu tidalk sa ldalr ma lnusial sena lntialsa l me­melihalral, 

membinal da ln mengembalngka ln hubunga ln a lntalr ma lnusial. 

Da llalm ra lngkal usa lha l tersebut malnusia l bertempalt tinggall 

bersa lmal-sa lmal di sualtu tempalt yalng da lpalt memenuhi 

kebutuhaln hidupnyal. Unsur kea ldala ln da ln lingkungaln 



mempengalruhi di malna l tempalt tinggall bersa lmal dia ldalka ln. 

Di palnta li, jaluh kc pedallalma ln, di kalki, di lereng, daln di 

puncalk gunung, ba lhka ln di altals a lir seperti hallnya l Desa l di 

a ltals a lir di Cilalcalp. 

Menurut Ilmu Jiwa l, ma lnusial mempunya li beberalpal 

doronga ln kodra lt, di a lntal­ralnya l ya lng disebut dorongaln 

sosia ll, dorongaln segregralsit segregraltion - memisalh­ka ln) 

da ln dorongaln integralsi (integraltion = penundukka ln diri). 

Doronga ln sosia ll mendorong malnusial untuk hidup bersalmal 

dengaln malnusia l lalin dalla lm sualtu golong­a ln. Dorongaln 

segregalsi mendorong ma lnusial untuk membentuk golongaln 

berdalsa lr­ka ln sifalt altalu kepentingaln ya lng salmal da ln 

bersa lmal. Golonga ln tersebut dalpalt di­da lsa lrkaln kepa ldal 

hubunga ln tempalt pekerjala ln, kesa lmala ln tempalt tinggall da ln 

seba lgalinya l. Oleh kalrena l itu golongaln mempunya li beralnekal 

fungsi daln mengualsa li alspek tertentu da llalm kehidupaln 

malsya lra lka lt Dorongaln integralsi a lda llalh doronga ln 

peroralnga ln altalu golongaln untuk tunduk, talalt daln 

berlindung kepaldal seseora lng a lta lu golonga ln keseluruhaln. 

Ketigal dorongaln tersebut mengalkiba ltka ln terbentuknyal 

lembalgal sosia ll, yalng palda l permulala ln ya litu palda l wa lktu 

malnusia l malsih hidup pri- mitip, alda llalh sa lngalt sederhalna l. 

Terbentuknyal Lembalgal Sosia ll disertali dengaln a ldal­nya l 

seora lng a ltalu beberalpa l ora lng ya lng memimpin, ya lng lalmba lt 

lalun berkembalng menjaldi lembalga l pemerintalha ln, 

dilengkalpi dengaln kekualsa la ln untuk memelihalra l kehidupaln 

ya lng tertib. Berdalsa lrkaln doronga ln kodra lt di alta ls ora lng a ltalu 

golongaln ya lng memimpin ditalalti dengaln tulus-ikhlals oleh 

segenalp ya lng dipimpin. Sua ltu ke­talalta ln ya lng mumi daln 

penuh kepercalya laln ya lng timball ballik.  

Alla lm sekeliling malnusial mempengalruhi pulal terbentuknyal 

golongaln ma l­nusial ya lng bertempalt tingga ll bersalmal di 

tempalt tertentu. Balha lya l binaltalng bua ls, seralnga ln musuh, 



kealda la ln talnalh da ln sebalga linyal, mendorong malnusia l untuk 

ber­tempalt tinggall bersalmal. Ma lkin lalmal jumlalh ma lnusial 

malkin bertalmbalh. Allalm sekelilingnyal lalmbalt lalun tidalk 

cukup untuk memenuhi kebutuhaln daln kealma lnaln hidup. 

Seba lgialn oralng kemudialn meninggallkaln tempalt tingall 

bersa lmal, mencalri tempalt balru di malna l merekal bisal 

mempunyali hidup balru pembentukaln tempalt ba lru ini di 

Ja lwa l Ba lralt disebut "ngalba lbalka ln" (membualt "balba lka ln" 

ya litu tempalt tinggall balru). Kemudialn Penduduknyal 

talmba lh lalgi, rumalh-rumalh ma lkin ba lnyalk, ba lba lkaln 

ba lrkembalng menjaldi ’’lembur ". Beberalpa l lembur yalng 

berdekaltaln menjaldi "kalmpung." Istila lh-istilalh ya lng 

dipergunalka ln untuk tempalt talngga ll bersa lmal a lda llalh 

berlalinaln sesua li denga ln a ldalt di ma lsing-ma lsing da leralh, ha ll 

malna l ya lng alka ln dijelalska ln da llalm palsa l berikut. 

Da lri uralialn di alta ls dalpa lt disimpulkaln ba lhwa l tempalt tinggall 

bersa lmal ya lng seka lra lng disebut "Desal" ditimbulkaln oleh 

pelbalga li unsur yalitu 

a. sifa lt malnusial seba lgali malkhluk sosia ll, 

b. unsur kejiwala ln 

c. a llalm sekeliling malnusia l 

d. kepentingaln ya lng sa lmal 

e. ba lhalya l da lri lualr 

 

B. Susunaln Orgalnisalsi Pemerintalh Desal 

Desa l dipimpin oleh seoralng kepa llal desa l. Kepa llal desal 

dipilih secalral lalngsung oleh, daln dalri penduduk desal wa lrgal 

negalra l Republik Indonesial ya lng memenuhi persya lralta ln 

dengaln malsa l jalba ltaln 6 (enalm) talhun terhitung sejalk talnggall 

pelalntikaln. Kepalla l desal da lpalt menjalbalt pa lling balnyalk 3 

(tigal) ka lli malsa l jalba ltaln secalra l berturut-turut altalu tidalk 



secalra l berturut-turut Pengisialn jalba ltaln da ln malsa l jalba ltaln 

kepalla l desal a lda lt berlalku ketentualn hukum alda lt di 

desa l alda lt sepalnjalng malsih hidup daln sesua li dengaln 

perkembalngaln malsya lra lka lt sertal prinsip Nega lral Kesa ltualn 

Republik Indonesial ya lng ditetalpkaln da llalm peralturaln 

da leralh ka lbupalten/kotal dengaln berpedomaln pa ldal pera lturaln 

pemerintalh. Dalla lm Daleralh kalbupa lten/kota l dalpalt dibentuk 

desa l mempunyali kewenalngaln sesua li dengaln ketentualn 

peraltura ln perundalng-unda lngaln mengena li desal serta l 

pemerintalh pusa lt, pemerintalh da lera lh provinsi da ln 

pemerintalh da leralh ka lbupa lten/kotal da lpa lt menugalska ln 

seba lgialn urusa ln pemerintalhaln ya lng menjaldi 

kewenalnga lnnyal kepa llal desa l. Sesua li Pera lturaln Menteri 

Da llalm Negeri Nomor 84 Talhun 2015 Tentalng Susuna ln 

Orga lnisa lsi daln Taltal Kerjal (SOT) Pemerintalha ln Desal telalh 

diterbitkaln seba lgali tindalk la lnjut dalri unda lng-unda lng desal. 

Pemerintalha ln desa l a lda llalh kepa llal desa l dibalntu oleh 

peralngka lt desal ya lng terdiri altals sekretalrialt desal, pelalksa lna l 

kewilalya lhaln, da ln pelalksa lna l teknis. Susuna ln taltal kerjal 

pemerintalha ln desal sesua li Peralturaln Menteri Dalla lm Negeri 

Nomor 84 Talhun 2015 Tentalng Susuna ln Orga lnisalsi da ln 

Talta l kerjal (SOT) Pemerintalha ln Desa l, alnta lra l lalin: 

 

1. Sekretalris desa l.  

Sekretalris desa l dipimpin oleh seoralng sekretalris desa l da ln 

dibalntu oleh stalf sekretalris. Sekreta lris desa l pa lling balnya lk 

terdiri altals 3 (tiga l) urusa ln, ya litu urusa ln ta ltal usa lha l da ln 

umum, urusa ln keualnga ln, urusa ln perencalna laln, da ln pa lling 

sedikit 2 (dual) urusaln, ya litu urusaln umum da ln perencalnala ln 

sertal urusa ln keualnga ln. Malsing-ma lsing urusa ln dipimpin 

oleh kepalla l urusaln (Ka lur). Semual itu sesua li Palsa ll 3 alya lt 

(1), (2), da ln (3) Permendalgri Nomor 84 Ta lhun 2015 



Tentalng Susuna ln Orga lnisalsi da ln Talta l Kerjal (SOT) 

Pemerintalha ln Desa l;  

2. Pelalksa lna l kewilalyalha ln. 

Pelalksa lna l kewilalya lhaln merupalka ln unsur pembalntu kepallal 

desa l seba lgali sa ltua ln tuga ls kewilalya lha ln. Jumlalhnya l 

ditentukaln seca lral proporsiona ll alnta lral 

pelalksa lna l kewilalyalha ln ya lng dibutuhka ln dengaln 

kemalmpualn keualnga ln desal sertal memperhaltikaln luals 

wilalya lh kerjal kalra lkteristik, geogralfis, jumlalh kepalda ltaln 

penduduk, sertal sa lra lna l pra lsa lra lnal penunjalng tuga ls. 

Pelalksa lna l kewilalya lha ln dilalksa lna lkaln oleh kepa llal dusun 

a ltalu sebutaln lalin. Tugals kewilalya lhaln meliputi, 

penyelenggalra laln pemerintalh desa l, pelalksa lna laln 

pembalnguna ln desal, pembinala ln kemalsya lra lkalta ln desal, da ln 

pemberdalyala ln malsya lra lkalt desa l; daln  

3. Pelalksa lna l teknis.  

Merujuk Pera lturaln Menteri Dalla lm Negeri Nomor 84 Ta lhun 

2015 Tentalng Susuna ln Orga lnisa lsi da ln Ta ltal Kerjal (SOT) 

Pemerintalha ln Desa l, Palsa ll 5 alyalt (1), (2), daln a lyalt (3), 

pelalksa lna l teknis merupalka ln unsur pemba lntu kepallal desa l 

seba lgali pelalksa lnal tugals opera lsionall. Pelalksa lna l teknis 

pa lling balnyalk terdiri dalri 3 (tigal) seksi, ya litu seksi 

pemerintalha ln, seksi kesejalhterala ln, seksi pelalyalna ln, da ln 

pa lling sedikit terdiri dalri 2 (dua l) seksi, ya litu seksi 

pemerintalha ln, seksi 

kesejalhteralaln da ln pelalyalna ln. Pemerintalh desa l yalng 

dipimpin oleh kepallal desa l, diba lntu oleh sekretalris desa l da ln 

peralngka lt desal. Pera lngka lt desal terdiri da lri altals kepa lla l-

kepalla l urusa ln, ya litu pelalksa lna l urusa ln da ln kepalla l dusun. 

Kepa llal-kepallal urusa ln membalntu sekretalris 

desa l menyedialkaln da ltal informalsi da ln memberikaln 

pelalya lnaln. Pela lksa lnala ln urusa ln a ldalla lh pejalba lt yalng 



melalksa lnalka ln urusaln rumalh talngga l desa l di lalpa lnga ln. 

Kepa llal dusun alda llalh wa lkil kepallal desal di wilalya lhnya l. 

Urusa ln rumalh talngga l desal a lda llalh urusa ln yalng berhalk 

dialtur da ln diurus oleh pemerintalh desa l. Untuk mengaltur, 

mengurus, daln pengurusaln 

urusa lnnya l, pemerintalh desal membualt peraltura ln desal. 

Pera lturaln desal dibualt oleh kepalla l desal bersa lmal dengaln 

Ba ldaln Permusya lwa lralta ln Desal selalnjutnyal Disingkalt BPD. 

Pera lturaln desal dilalksa lnka ln oleh kepa llal desa l daln 

dipertalnggung jalwa lbkaln kepa ldal ra lkya lt melallui BPD 

Susuna ln Orga lnisa lsi daln Taltal Kerjal (SOT) Pemerintalhaln 

Desa l 

1.  Tugals da ln fungsi kepa llal desal :  

a. Menyelenggalralka ln pemerintalhaln desa l, seperti talta l 

pra ljal pemerintalhaln, penetalpa ln peralturaln di desal, 

pembinalaln malsa lla lh pertalna lhaln, pembina l 

ketentralma ln daln ketertibaln, melalkuka ln upalya l 

perlindungaln malsya lra lkalt, a ldministralsi 

kependudukaln, daln penaltala ln, daln pengelolalaln 

wilalya lh; 

b. Melalksa lna lka ln pembalngunaln, seperti pemba lngunaln 

sa lra lnal pra lsa lra lnal perdesa laln da ln pemba lngunaln 

bidalng pendidikaln kesehaltaln; 

c. Pembinala ln kemalsya lra lka ltaln, seperti pela lksa lnala ln 

ha lk daln kewa ljibaln malsya lra lkalt, pa lrtisipalsi 

malsya lra lka lt, sosiall budalya l malsya lra lkalt, kea lgalma laln, 

da ln ketenalga lkerjalaln; 

 

d. Pemberdalya laln malsya lra lka lt, seperti tugals sosia llisalsi 

da ln motivalsi ma lsya lralka lt di bidalng buda lyal, 

ekonomi, politik, lingkungaln hidup, pemberdalya la ln 

kelualrga l, pemudal, ola lhralga l, daln ka lra lng talruna l; daln 



e. Menjalga l hubungaln kemitralaln denga ln lembalgal 

malsya lra lka lt daln lembalga l lalinnya l.  

 

1. Tugals da ln fungsi sekretalris desa l 

Sekretalris desal berkedudukaln seba lgali unsur pimpinaln 

sekretalrialt desa l. Sekretalris desa l bertuga ls membalntu 

kepalla l desal dallalm bidalng aldministralsi pemerintalha ln. 

Untuk melalksa lnalka ln tugals seba lga limalnal ya lng dimalksud 

pa ldal a lya lt (2), Permendalgri Nomor 84 Ta lhun 2015 

Tentalng Susuna ln Orga lnisa lsi da ln Taltal Kerjal (SOT) 

Pemerintalha ln Desa l, sekretalris desal mempunya li fungsi: 

 

a. Melalksa lna lka ln urusa ln ketaltalusa lha laln seperti talta l 

na lska lh, aldministralsi suralt menyuralt, a lrsip, daln 

ekspedisi; 

b. Melalksa lna lka ln urusa ln umum seperti pena ltala ln 

a ldministralsi peralngka lt desal, penyedialaln pra lsa lralna l 

peralngka lt desal da ln ka lntor, penyialpa ln ralpa lt, 

pengaldministralsia ln a lset, inventalrisa lsi, perjallalna ln 

dinals, da ln pelalya lnaln umum; 

c. Melalksa lna lka ln urusa ln keualnga ln seperti pengurusa ln 

a ldministralsi keualnga ln, aldministralsi sumbersumber 

pendalpa ltaln daln pengelualraln, verifikalsi a ldministralsi 

keualnga ln, da ln aldministralsi penghalsila ln kepalla l desal, 

peralngka lt desal, BPD, da ln lembalga l pemerintalha ln 

desa l lalinnyal; da ln 

d. Melalksa lna lka ln urusa ln perencalnala ln, seperti 

menyusun rencalna l alngga lra ln pendalpalta ln da ln belalnja l 

desa l, menginventalrisir daltal-da ltal da llalm ralngka l 

pembalnguna ln, melalkukaln monitoring daln eva llualsi 

progra lm, sertal penyusunaln lalpora ln. 

 

2. Tugals da ln fungsi kepa llal urusa ln 



Kepa llal urusa ln berkedudukaln seba lga li unsur sta lf 

sekretalrialt da ln kepalla l urusa ln bertugals membalntu 

sekretalris desa l da llalm urusa ln pelalya lnaln a ldministralsi 

pendukung pelalksa lna laln tuga ls-tuga ls pemerintalha ln. 

Selalnjutnyal, untuk melalksa lnalka ln tugals kepalla l urusaln 

mempunyali fungsisebalga li berikut: 

 

a. Kepa llal urusaln taltal usa lha l daln umum memiliki 

fungsi seperti melalksa lnalka ln urusa ln ketalta lusa lhala ln 

seperti talta l na lska lh, aldministralsi sura lt a lrsip daln 

ekspedisi, peralngka lt aldministralsi desa l, penyediala ln 

pra lsa lralna l peralngka lt desal da ln kalntor, penyialpa ln 

ra lpalt, pengaldministralsialn alset, inven talrisa lsi, 

perjallalna ln dinals, da ln pelalya lnaln umum;  

b. Kepa llal urusa ln keualnga ln memiliki fungsi seperti 

melalksa lnalka ln urusa ln keua lngaln, seperti pengurusa ln 

a ldministralsi keualnga ln, a ldministralsi sumber-

sumber pendalpalta ln daln pengelualraln, verifikalsi 

a ldministralsi keualnga ln, a ldministralsi pengha lsilaln 

kepalla l desa l, peralngka lt desa l, BPD, da ln lembalga l 

pemerintalha ln desal lalinnya l; daln 

c. Kepa llal urusaln perencalnala ln memiliki fungsi 

mengoordinalsikaln urusa ln perencalna la ln, seperti 

menyusun rencalna l a lnggalra ln penda lpaltaln da ln 

belalnjal desa l, menginventalrisir daltalda lta l dallalm 

ra lngkal pembalnguna ln, melalkuka ln monitoring daln 

evallua lsi progralm, sertal penyusuna ln lalpora ln. 

 

 

 

 

 

3. Tugals da ln fungsi kepa llal seksi  



Kepa llal seksi berkedudukaln sebalga li unsur teknis. 

Kepa llal seksi bertuga ls membalntu kepallal desa l seba lgali 

pelalksa lna l tugals operalsiona ll.  

Untuk melalksa lna lka ln tugals kepalla l seksi mempunyali 

fungsi : 

a. Kepa llal seksi pemerintalhaln mempunyali fungsi 

melalksa lnalka ln ma lnaljemen taltal pra lja l 

pemerintalha ln, menyusun ralnca lngaln regula lsi desa l, 

pembinalaln ma lsa llalh pertalnalha ln, pembinala ln 

ketentralma ln daln ketertibaln, pela lksa lnala ln upa lya l 

perlindungaln malsya lralka lt, kependuduka ln, 

penalta laln da ln pengelolalaln wila lyalh, serta l 

pendalta laln da ln pengelolala ln profil desal; 

b. Kepa llal seksi keseja lhteralaln mempunyali fungsi 

melalksa lnalka ln 

 

 

D. Implementalsi Struktur Pemerintalh Desal di 

Indonesial 

Pemerintalh Desa l a lda llalh Kepa llal Desa l a lta lu yalng disebut 

dengaln na lmal la lin dibalntu peralngka lt Desa l seba lgali unsur 

penyelenggalra laln Pemerintalha ln Desa l. Ka lwa lsa ln Pedesa la ln 

a ldalla lh kalwa lsa ln yalng mempunyali kegialtaln utalma l 

pertalnialn, termalsuk pengelolala ln sumber da lyal a llalm dengaln 

susuna ln fungsi ka lwa lsa ln seba lga li tempa lt pemukimaln 

perdesala ln, pelalyalna ln jalsa l pemerintalhaln, pelalya lnaln sosia ll, 

da ln kegialtaln ekonomi. Palda l da lsa lrnyal, tujua ln pembentukaln 

desa l itu sendiri alda llalh untuk meningkaltka ln kemalmpualn 

penyelenggalra laln pemerintalh secalral berda lyal gunal da ln 

berhalsil guna l da ln peningkaltaln pelalya lnaln terhalda lp 

malsya lra lka lt sesua li dengaln tingka lt perkembalnga ln da ln 



kemaljualn pembalngunaln 43  Pembalnguna ln dimalna l 

pertalnggung ja lwa lb a ltals pemba lngunaln infra lstruktur desal. 

Da lri semual ka lur tersebut bertalnggung ja lwa lb kepalda l 

sekertalris desa l. Kepalla l desal sendiri memberikaln 

pertalnggung jalwa lbnya l di ralpa lt permusyalwa lra ltaln desal. 

Permalsa lla lhaln ya lng alda l di pemerintalhaln desa l : 

Ma lsih balnya lk malsa llalh-malsa lla lh yalng perlu di benalhi, 

terlebih-lebih yalng menyalngkut pembalnguna ln dipedesalaln 

ya lkni : 

1. Kemiskinaln Pedesa laln 

Kemiskinaln Pedesa la ln (rura ll poverty), merupalka ln sa llalh 

sa ltu topik pokok yalng tidalk da lpalt dipisalhka ln dalri malsa llalh 

pembalnguna ln pertalnialn da ln pedesala ln, terlebih di negalra l-

negalra l seda lng berkembalng ya lng seba lgialn besa lr 

penduduknyal tinggall di daleralh pedesala ln, yalng umumnyal 

da llalm belenggu kemiskinaln denga ln pertalnialn seba lga li balsis 

ekonominyal. 

2. Kesempalta ln Kerjal 

Kira lnyal tidalk da lpa lt dibalntalh lalgi ba lhwa l kesempaltaln kerjal 

merupalka ln malsa llalh penting. Pertalmbalha ln alngka ltaln kerjal 

ya lng cepalt pun membalwa l dalmpalk ba lgi pengalngguraln. 

Da llalm ka litaln ini, sektor pedesa laln denga ln sifalt ekonominyal 

ya lng belum terlallu komersiall fina lnciall da lpalt dihalda lpka ln 

malmpu menguralngi beba ln ledalka ln tersebut dengaln 

menalmpung sebalgia ln pencalri kerjal.  

Urba lnisa lsi misallnyal, merupalka ln da lmpalk negaltif terjaldinya l 

ledalka ln alngka ltaln kerjal dipedesaln. Da lya l sera lp 

perekonomialn desal memalng terbaltals.Denga ln terbaltalsnya l 
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kesempaltaln kerjal dipedesala ln, ditalmbalh meningkaltnyal 

mobilitals penduduk, mendorong terjaldinya l proses 

urba lnisalsi tersebut. Implikalsinyal sa llalh sa ltu yalng jelals, 

a lpalbilal sektor pedesa laln da ln perta lnialn diha lralpka ln malmpu 

menyeralp sebalgia ln besa lr a lngkalta ln kerja l a ldalla lh alda lnya l 

kehalrusa ln pemerintalh untuk menalmbalh balsis ekonomi 

desa l. 

3. Sifa lt Hubungaln Impersona ll 

Proses pemba lngunaln denga ln sega llal a lspek kemurnialnnyal, 

telalh membalwa l sifalt hubungaln ekonomi daln sosia ll yalng 

semulal bersifalt informall non komersia ll menjaldi formall 

komersiall. Tralnsa lksi ya lng semulal dilalkuka ln secalra l balrter 

menjaldi bercoralk finalnciall. Hubunga ln ekonomi ya lng 

demikialn itu pa ldal a lkhirnyal memerluka ln penyesualialn 

da llalm kehidupaln ekonomi sehalri-halri, pa ldal a lkhirnyal 

secalra l cermalt mengikaltkaln diri palda l bentuk ikaltaln 

hubunga ln ya lng semalkin kompleks. Lebih pa lsti ha lk daln 

kewa ljibalnnyal, menuju ke sifalt hubunga ln impersonall. 

Implikalsi da lri malkna l forma ll komersia llnyal hubunga ln 

ekonomi di pedesalaln, da ln yalng seka lligus merupalkaln 

talnta lngaln pemba lngunaln a lda llalh ba lga limalna l mempersialpkaln 

pa lral petalni dalla lm menghalda lpi tralnsa lksi ya lng impersonall 

taldi. Balra lng kalli pendidikaln daln penyuluhaln mengenali 

ekonomi kerumalh talnggala ln, keualnga ln, daln sejenisnyal 

merupalka ln beberalpa l bentuk allternaltif usa lha l yalng perlu 

dipikirkaln. 

4. Intervensi Kebijalkaln Pemerintalh 

Pa lda l intinyal ba lsis ba lgi pelalksa lna laln pembalnguna ln 

pedesala ln meliputi dual hall. Yalng pertalmal, sumberdalya l 

a llalm yalng tersedial, da ln ya lng kedual sumberdalya l malnusia l 

ya lng a lkaln memalnfa laltka ln sumber dalya l a llalm tersebut. 



Sumber dalyal a llalm memberikaln balsis ekonomi yalng 

na lntinyal dalpa lt diolalh da ln dikembalngka ln. Sumberdalya l 

malnusia l tentunyal a lka ln mempengalruhi calra l daln intensitals 

pemalnfa laltaln sumber da lya l a llalm yalng tersedial taldi. Kedua l 

sumberdalya l ini tentunyal kondisinyal tida lk salma l alntalr 

da leralh da ln tidalk sela lmalnya l ma lmpu menjalmin 

terpenuhinyal kebutuhaln ma lnusial secalra l terus-menerus. 

Ka lrenal itulalh kiralnyal perlunyal dilalkuka ln intervensi 

kebijalkaln pemerintalh, balik yalng ditujukaln kepalda l sumber 

da lyal a llalmnyal ma lupun malnusia lnyal. 

Proses pemba lngunaln memalng membalwa l konsekuensi-

konsekuensi tertentu balgi sektor pedesa la ln. Konsekuensi 

demikialn ini dalpalt dipalnda lng sebalga li problem sekalligus 

talnta lngaln pembalngunaln pedesala ln terlebih sekalralng ini 

untuk memalsuki pa lsa lr beba ls. Talnta lnga ln-talntalnga ln itu 

pa lsti alkaln selallu berubalh, ba lik dilihalt dalri segi 

intensitalsnya l malupun dimensi malsa llalhnya l yalng 

kesemualnya l perlu dicalrikaln jalla ln kelualrnya l.  

 

BAlB IV 

PEMILIHAlN KEPAlLAl DESAl 

Al. Pengertialn Kepallal Desal 

Kepa llal Desa l a ldallalh ora lng ya lng dipilih secalra l lalngsung 

oleh penduduk desal da lri callon yalng memenuhi syalra lt- 

sya lra lt yalng ditetalpka ln oleh Balda ln Perwa lkilaln Desa l yalng 

disa lhkaln oleh Bupalti.Kepallal desa l merupa lkaln pemimpin 

penyelenggalra laln pemerintalh desal ya lng berfungsi sebalga li 

pengembaln kepercalyala ln malsya lralka lt denga ln malsa l jalba ltaln 

selalma l 6 (enalm) talhun.  



Kepa llal Desa l mempunyali tugals menyelengga lralka ln urusa ln 

pemerintalha ln, pembalnguna ln, daln kemalsya lralka ltalnDa llalm 

melalksa lnalka ln tugals Kepa llal Desa l mempunya li wewenalng: 

1) Memimpin penyelenggalrala ln pemerintalha ln desa l 

berdalsa lrka ln Pera lturaln Desa l ya lng ditetalpka ln bersa lmal 

BPD; 

2) Menga ljukaln ra lncalngaln pera lturaln desa l; 

3) Menetalpka ln peralturaln desa l ya lng telalh mendalpa lt 

persetujualn bersalmal BPD; 

4) Menyusun da ln menga ljukaln ra lncalnga ln pera lturaln 

desa l tentalng AlPB Desa l untuk diba lha ls da ln ditetalpka ln 

bersa lmal BPD; 

5) Membinal kehidupaln malsya lra lkalt desa l; 

6) Membinal perekonomialn desa l; 

7) Mengkoordinalsika ln pembalngunaln desa l secalra l 

pa lrtisipaltif; 

8) Mewa lkili desalnyal di da llalm daln di lualr pengaldilaln 

da ln dalpa lt menunjuk kualsa l hukum untuk 

mewalkilinyal sesua li denga ln pera lturaln perundalng-

unda lngaln; 

9) Membentuk palnitial pengisialn Pera lngka lt Desa l 

Lalinnya l bersalmal BPD; 

10) Menga lngkalt da ln memberhentikaln Pera lngka lt Desa l 

Lalinnya l; 

11) Memimpin pelalksa lna laln urusa ln Pemerintalh, 

Pemerintalh Propinsi, da ln Pemerintalh Ka lbupa lten 

ya lng diseralhka ln kepaldal Desa l; da ln 

12) Melalksa lna lka ln wewenalng lalin sesuali ketentualn 

peraltura ln perundalng-undalnga ln. 

  Kepa llal Desa l mempunyali kewa ljibaln: 

1) Memegalng teguh da ln mengalmallka ln Pa lnca lsilal, 

melalksa lnalka ln Unda lng-Unda lng Da lsa lr Negalra l 



Republik Indonesial Ta lhun 1945 serta l 

mempertalha lnkaln da ln memelihalra l keutuha ln Nega lral 

Kesa ltualn Republik Indonesial; 

2) Meningkaltka ln kesejalhterala ln malsya lra lka lt; 

3) Memelihalra l ketenteralmaln da ln ketertibaln malsya lra lka lt; 

4) Melalksa lna lka ln kehidupaln demokralsi; 

5) Melalksa lna lka ln prinsip taltal pemerintalha ln desa l ya lng 

bersih daln beba ls da lri kolusi, korupsi daln nepotisme; 

6) Menjallin hubungaln kerjal dengaln seluruh mitral kerjal 

pemerintalha ln desal; 

7) Mentala lti daln menegalkka ln seluruh peralturaln 

perundalng-unda lngaln; 

8) Menyelenggalralka ln aldministralsi pemerintalha ln desa l 

ya lng balik;13 

9) Melalksa lna lka ln da ln mempertalnggungjalwa lbka ln 

pengelolala ln keualnga ln desal; 

10) Melalksa lna lka ln urusa ln ya lng menjaldi kewena lngaln desa l; 

11) Menda lmalikaln perselisihaln malsya lra lkalt di desa l; 

12) Mengembalngka ln pendalpalta ln malsya lra lkalt da ln desal; 

13) Membinal, mengalyomi daln melestalrika ln nilali-nilali 

sosia ll budalya l da ln alda lt istialda lt; 

14) Memberdalya lkaln ma lsya lralka lt da ln kelembalga laln di desa l; 

da ln 

15) Mengembalngka ln potensi sumber dalyal allalm daln 

melestalrika ln lingkungaln hidup. 

Pemilihaln Kepa llal Desa l, alta lu seringkalli disingka lt Pilkaldes, 

a ldalla lh sua ltu pemilihaln Kepa llal Desa l seca lra l lalngsung oleh 

wa lrga l desal setempalt. Berbedal dengaln Luralh yalng 

merupalka ln Pegalwa li Negeri Sipil, Kepallal Desa l merupalkaln 

jalba ltaln ya lng da lpa lt diduduki oleh wa lrgal bialsa l. (Pra lmbudi: 

2013)44 
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Pilkaldes dila lkukaln denga ln mencoblos talnda l ga lmbalr Ca llon 

Kepa llal Desa l. Pilka ldes telalh a lda l ja luh sebelum eral Pilkalda l 

Lalngsung. Alkhir-a lkhir ini alda l kecenderunga ln Pilkaldes 

dilalkuka ln secalral serentalk da llalm sa ltu ka lbupalten, yalng 

difalsilitalsi oleh Pemerintalh Da lera lh. Ha ll ini dilalkuka ln a lgalr 

pelalksa lna lalnnya l lebih efektif, efisien, daln lebih 

terkoordinalsi dalri sisi kealmalna ln. 

B. Sejalralh Pemilihaln Kepallal Desal  

Sejalk ja lmaln penjaljalha ln belalnda l pemerintalh tidalk perna lh 

ikut mengaltur calra l pemilihaln kepa llal desa l da ln perwa lkilaln 

desa l, tidalk mengaltur malsa l jalbalta ln kepalla l desal daln 

perwa lkilaln desal, tida lk pernalh mengaltur tuga ls - tuga ls da ln 

talnggungja lwa lb pemerintalh desal, ba lhkaln tidalk pernalh jugal 

mengalmbil halk pengalngka ltaln da ln penghentialn kepallal 

desa l. Semualnyal dilalksa lna lkaln sesua li alda lt istialda lt yalng 

berlalku secalra l turun temurun. Balru pa ldal talhun 1979 pa lda l 

malsa l orde balru pemerintalh mulali menga ltur mengenali 

talta lcalral pemilihaln kepalla l desal daln peralngka lt desal 

termalsuk membaltalsi ma lsa l ja lba ltalnnyal dengaln terbitnyal 

Unda lng-Unda lng No 5 Talhun 1979 tenta lng Pemerintalh 

Desa l.Pa lda l alwa ll berdirinyal, desa l ha lnyal dihuni oleh puluhaln 

kelualrga l yalng malsih terikalt denga ln ikaltaln talli 

kekelualrgala ln/kekeralba ltaln,seja lk sala lt itu 10 kepallal kelualrgal 

tersebut dengaln calra l musya lwa lra lh da ln mufa lkalt menunjuk 

seora lng pemimpinyal, yalng ma lnal pemimpin tersebut diberi 

na lmal Pa lnepuluh. 

Kriterial pilihaln didalsalrka ln palda l umur/usia l, kecalka lpaln, 

pengalla lmaln daln kesa lktialn, kalrenal seora lng Palnepuluh 

ha lrus bertalnggung ja lwa lb a ltals kea lmalna ln & ketertibaln 15 

da lri sepuluh kepallal kelualrgal dimalksud. Seora lng Palnepuluh 

jugal disebut Buyut alpa lbilal da lsa lr terpilihnya l kalrena l alta ls 

pertimbalnga ln usia l. Di Ja lwa l, seoralng Pa lnepuluh disebut 



Da lnya lng alpa lbilal belialu a ldalla lh merupa lkaln ora lng 

pertalmalya lng berdomisili di sebualh desa l. Pun ba lgi desa l-

desa l lalinyal dilua lr Ja lwa l memiliki penalma laln da ln sebutaln 

sesua li dengaln a lda lt, buda lyal da ln kea lrifaln loka llnyal 

malsingma lsing. 

Seora lng pemimpin desal diberi nalma l Pena ltus a lpalbilal 

memimpin 100 kepallal kelualrgal didallalm sebualh desa l, taltal 

calra l pemilihalnya l malsih dengaln calra l musya lwa lra lh untuk 

mencalpali mufa lkalt ya lng diwa lkili oleh ma lsing-malsing 

kepalla l kelualrga l. Bialsa lnya l seora lng tokoh ya lng terpilih 

dengaln kriterial, cukup dallalm usial, bijalk da llalm bertindalk, 

memalhalmi alda lt istialdalt penduduk desal ya lng dipimpinyal, 

memiliki kelebihaln da llalm hall kesalktialn. 

Pa lnewu a lda llalh seora lng pemimpin sebualh desa l ya lng telalh 

dihuni oleh 1.000 kepallal kelualrgal, calra l pemilihalnya l malsih 

dengaln calra l musyalwa lra lh daln mufalka lt, kriterialnya l dalri 

seora lng Pa lnewu jaluh lebih ketalt da lri palda l kriterial seora lng 

Pa lnepuluh daln Pena ltus, seba lb seoralng Pa lnewu ketikal 

meninggall dunial alka ln digalntikaln oleh alna lk tertualnya l yalng 

lalhir lalki-lalki untuk melalnjutkaln estalfet kepemimpinaln 

ora lng tualnyal. Demikialnla lh ilustralsi kecil daln sa lngalt 

sederhalna l seja lralh pemilihaln kepalla l desa l pa ldal a lwa ll 

terbentuknyal kepemimpinaln desa l.Pemerintalh Hindial 

Belalnda l memberi otonomi kepaldal desa l seluals-lua lsnya l, 

menyalngkut kelestalrialn halk a ldalt, hukum alda lt daln alda lt 

istialda lt yalng berlalku seca lra l turun- temurun dimalsing-

malsing desa l.  

Termalsuk dialntalra lnya l alda llalh malsa llalh talta l calral pemilihaln 

kepalla l desal, da llalm hall pemilihaln kepalla l desal, seora lng 

kepalla l desal tidalk lalgi dipilih secalra l musya lwa lralh daln 

mufalka lt daln ha lnyal dipilih oleh palra l kepallal kelualrga l sa ljal, 

tetalpi dipilih secalra l lalngsung oleh seluruh penduduk desal 



ya lng telalh dewa lsa l da ln dialngga lp calka lp hukum. Model 

pemilihaln kepa llal desa l ya lng pa lling sederha lnal pa lda l ja lmaln 

penjaljalha ln Belalndal a ldalla lh dengaln calra l malsing-malsing 

pemilih daln pendukung ca llon kepallal desa l membualt balrisa ln 

a ldu palnjalng ditalna lh lalpa lngaln, sehingga l memunculkaln 

pendukung inti yalng nalmalnya l GAlPIT /nalmal lalinya l, yalng 

pa ldal sa la lt ini dikenall dengaln tim sukses malsing-ma lsing 

ka lndidalt kepallal desa l. Ca llon kepalla l desa l terpilih alda llalh 

ya lng ba lrisaln pemilih/pendukungnyal pa lling pa lnjalng. Model 

pemilihaln seperti ini ralwa ln seka lli aldalnya l konflik horisontall 

secalra l terbukal alntalra l pendukung callon ya lng saltu dengaln 

callon la linnyal. Da lla lm perkembalnga ln selalnjutnyal untuk 

mencegalh alda lnya l konflik terbukal alntalr pendukung malka l 

model pemilihaln kepa llal desa l dila lksa lnalka ln denga ln 

pemilihaln lalngsung seca lral tertutup.  

Pemungutaln sua lra l dilalksa lna lka ln dengaln menggunalka ln lidi 

(ba lhalsa l 17 jalwa l = biting) yalng diberi talnda l khusus oleh 

pa lnitial kemudialn dimalsuka ln dida llalm "bumbung" yalng 

diletalkka ln didallalm bilik tertutup. Bumbung alda llalh 

sepotong baltalng balmbu yalng dilubalngi untuk memalsukka ln 

lidi. Jumlalh "bumbung" disesualikaln denga ln jumlalh callon 

ya lng alda l. Ma lsing-malsing bumbung ditalnda li dengaln 

simbol berupal ha lsil bumi alta lu palla lwijal. Misa llnya l callon 

kepalla l desal si "Al" menggunalkaln simbol "Ja lgung", callon si 

"B" menggunalka ln simbol "Paldi" daln seterusnyal. Setialp 

pemilih yalng menggunalkaln ha lk pilihnya l menerimal sa ltu 

"biting"/lidi daln dibalwa l malsuk ke da llalm bilik tertutup. 

Dida llalm bilik pemilih taldi memalsukka ln lidi kedallalm 

"bumbung" sesuali pilihalnnya l, misallnyal memilih si Al malka l 

pemilih alka ln memalsukka ln lidi kedalla lm "bumbung" 

bergalmba lr jalgung. Ha lsil pemungutaln sua lra l dihitung 

berdalsa lrka ln jumlalh lidi palda l malsing-malsing "bumbung" 

taldi. Jika l terdalpa lt callong tunggall malkal a ldal 2 bumbung 



didalla lm bilik pemungutaln sua lral ya litu bumbung dengaln 

simbol callon kepallal desa l ya lng a lda l da ln sa ltu bumbung lalgi 

talnpa l simbol alpa lpun yalng disebut "bumbung kosong".  

Jika l ha lsil penghitungaln lidi da lri bumbung kosong 

jumlalhnyal lebih balnya lk beralrti callon tungga ll taldi kallalh 

dengaln bumbung kosong da ln dia l dinyalta lkaln tidalk 

terpilih.Periode berikutnyal setelalh Indonesial merdekal 

pemilihaln kepallal desa l suda lh mengalla lmi peningkaltaln ya litu 

dengaln menggunalka ln 18pemilihaln tertutup dallalm bilik 

sua lra l dengaln menngguna lkaln ka lrtu sua lra l. Ka lrenal pa lda l sa la lt 

itu belum balnya lk oralng ya lng bisa l memba lcal a llials malsih 

ba lnyalk oralng ya lng butal huruf malkal ka lrtu sualral tidalk 

bertuliskaln nalmal tetalpi menggunalka ln galmbalr halsil bumi 

a ltalu palla lwijal. Sa lmal seperti palda l model sebelumnyal 

ga lmbalrya lng digunalka ln a lda llalh ga lmbalr ha lsil bumi/palla lwijal. 

Pemilih yalng menggunalka ln ha lk pilihnya l menerimal sa ltu 

lembalr kalrtu sualra l kemudialn membalwa lnya l kedallalm bilik 

tertutup daln mencoblos galmba lr sa llalh sa ltu callon ya lng 

dikehendalkinyal. Ha lsil penghitungaln sua lral, ca llon yalng 

mendalpa lt sualra l terbalnya lk itulalh yalng terpilih sebalgali 

kepalla l desal.Di eral reformalsi sekalra lng ini, model pemilihaln 

kepalla l desal mengallalmi perkembalngaln ya litu menggunalka ln 

ka lrtu sualra l berisi foto daln nalma l callon. Pemilih dallalm 

menggunalka ln halk pilihnyal ha lrus mencoblos galmba lr/foto 

callon yalng dipilihnyal. Ha lsil penghitunga ln sualra l malsih 

sa lmal denga ln ca lral sebelumnyal ya litu ca llon yalng 

memperoleh sualral terbalnya lk itulalh pemena lngnyal. 

C. Taltal Calral Pencallonaln daln Pemilihaln Kepallal Desal 

Talta l Calra l pencallona ln daln Pemilihaln Kepa llal Desa l sesuali 

Perda l No. 5 Talhun 2005 ya litu: 

1. Pembentukaln Pa lnitial Pemilihaln 



1) Sebelum dialdalka ln pemilihaln Kepallal Desa l, BPD 

mengalda lkaln ralpa lt bersalmal Pemerintalh Desa l menyusun 

19rencalna l pelalksa lnala ln Pemilihaln Kepa lla l Desa l ya lng 

selalnjutnyal ditetalpkaln da llalm Peraltura ln Desa l. 

2) Pera lturaln Desa l seba lga limalna l dimalksud pa ldal a lya lt (1) 

mengaltur tentalng ta ltal ca lra l pembentuka ln Pa lnitial 

Pemilihaln, peralturaln taltal tertib, bialya l, daln mekalnisme 

pelalksa lna laln pemilihaln Kepa llal Desa l. 

3) BPD membentuk Palnitial Pemilihaln ya lng 

kealnggota lalnnya l terdiri dalri unsur pera lngkalt desa l, 

pengurus lembalgal kema lsya lralka ltaln, da ln tokoh 

malsya lra lka lt yalng mekalnisme pengusulaln 

kealnggota lalnnya l diusulkaln oleh malsing-ma lsing unsur. 

4) Susuna ln Pa lnitial Pemilihaln ditetalpka ln dengaln 

Keputusa ln BPD. 

 

2. Susuna ln Pa lnitial Pemilihaln terdiri dalri : 

 

1) Ketual meralngka lp alnggota l; 

2) Walkil Ketual meralngkalp a lnggotal; 

3) Sekretalris meralngkalp a lnggotal; 

4) Bendalha lra l meralngka lp a lnggotal; 

 

3. Tugals da ln Wewenalng Pa lnitial Pemilihaln 

 

1) mengumumkaln a lda lnyal lowonga ln Kepalla l Desa l; 

2) melalksa lnalka ln pendalftalra ln callon pemilih; 

3) meneliti, menyusun da ln mengumumkaln da lftalr 

pemilih sementalra l; 

4) menerimal pendalftalra ln callon pemilih talmba lhaln; 

5) meneliti, menyusun dalftalr pemilih sementalra l da ln 

da lftalr pemilih talmbalha ln untuk ditetalpka ln menjaldi 

da lftalr pemilih tetalp; 



6) mengumumkaln da lftalr pemilih tetalp di palpa ln 

pengumumaln yalng terbukal; 

7) menerimal berkals la lmalra ln dalri Ba lkall Callon Kepa llal 

Desa l; 

8) melalkukaln penjalringaln daln penyalringaln Balka ll 

Ca llon Kepallal Desa l; 

9) menetalpka ln Ba lka ll Callon Kepa llal Desa l ya lng 

memenuhi syalra lt menjaldi Callon Kepa llal Desa l; 

10) mengusulkaln Ca llon Kepa llal Desa l kepa lda l BPD 

untuk ditetalpkaln menjaldi Callon Kepallal Desa l Yalng 

Berhalk Dipilih; 

11) melalksa lnalka ln undia ln nomor urut Ca llon Kepa llal 

Desa l Ya lng Berhalk Dipilih; 

12) mengumumkaln na lmal daln nomor urut Callon Kepalla l 

Desa l Ya lng Berha lk Dipilih;13) menetalpka ln jaldwa ll 

ka lmpalnye; 

13) mempersialpka ln sura lt pa lnggilaln da ln ka lrtu sua lra l 

sesua li dengaln dalftalr pemilih tetalp ya lng telalh 

disa lhkaln; 

14) mempersialpka ln tempalt pemilihaln Kepa llal Desa l da ln 

a llalt kelengkalpa ln lalinnyal; 

15) mengumumkaln tempalt da ln wa lktu pela lksa lnala ln 

pemungutaln sua lral; 

16) menyelenggalralka ln pemungutaln daln penghitungaln 

sua lra l; 

17) membualt berital a lcalra l pemilihaln Kepa llal Desa l, 

pemungutaln sualra l, penghitungaln sua lra l sertal 

menyalmpalika ln kepaldal BPD; 

18) mengusulkaln pembalta llaln Ca llon Kepa llal Desa l Ya lng 

Berhalk Dipilih yalng terbukti melalkuka ln 

pelalngga lraln terhaldalp lalra lngaln Callon Kepa llal Desal 

Ya lng Berhalk Dipilih kepalda l BPD; 

19) mengalmbil lalngkalh-la lngkalh penyelesalia ln bersa lmal 

Pa lnitial Pengalwa ls a lpa lbilal diperlukaln.  



20) Alpa lbilal terdalpa lt a lnggotal Pa lnitial Pemiliha ln ya lng 

pa ldal sa lalt penetalpa ln Callon Kepallal Desa l Yalng 

Berhalk Dipilih ternyaltal mempunyali hubunga ln 

kelualrga l salmpali deraljalt kedual balik vertikall malupun 

horizontall dengaln ca llon Kepalla l Desa l Ya lng Berha lk 

Dipilih, malka l kedudukaln ya lng bersa lngkuta ln dalla lm 

kepalnitiala ln dinyaltalka ln balta ll demi hukum. 

21) BPD menetalpkaln penggalnti Palnitial Pemilihaln 

seba lgalimalna l dimalksud pa lda l a lya lt (1) denga ln 

mekalnisme sebalga limalnal dimalksud da lla lm palsa ll 3 

Ya lng da lpalt memilih dalla lm pemilihaln Kepa llal Desa l 

a ldalla lh penduduk Desal Wa lrgal Nega lra l Republik 

Indonesial denga ln sya lralt sebalga li berikut : 

1) Terdalftalr sebalga li penduduk desal yalng bersa lngkutaln 

sekura lng-kuralngnya l 6 (enalm) bulaln dengaln tidalk 

terputus-putus paldal sa la lt dimulalinyal pendalfta lraln 

pemilih; 

2) Suda lh berumur 17 (tujuh belals) talhun da ln a ltalu suda lh 

pernalh menikalh pa lda l sa lalt dimulalinyal pendalfta lraln 

pemilih; 

3) Tidalk dicalbut halk pilihnyal berdalsa lrkaln Keputusa ln 

Penga ldilaln yalng mempunyali kekualtaln hukum tetalp; 

4) Terdalftalr da llalm dalftalr pemilih tetalp yalng telalh 

disa lhkaln. 

5) Ya lng da lpa lt dipilih dallalm pemilihaln Kepa llal Desa l 

a ldalla lh penduduk Desal Walrga l Negalra l Republik 

Indonesial denga ln sya lralt sebalga li berikut : 

1) Bertalkwa l kepa ldal Tuha ln Ya lng Ma lha l Esa l;2) Setial 

kepalda l Pa lncalsila l seba lgali Da lsa lr Nega lra l, Unda lng-

Unda lng Da lsa lr Nega lra l Republik Indonesial Ta lhun 

1945, daln kepalda l Negalral Kesa ltualn Republik 

Indonesial, serta l Pemerintalh; 

2) Terdalftalr seba lgali penduduk desal setempalt; 



3) Berpendidikaln pa lling rendalh talma lt Sekola lh Lalnjutaln 

Tingkalt Pertalmal da ln / altalu sedera ljalt; 

4) Berusial pa lling rendalh 25 (dual puluh limal) talhun palda l 

sa la lt pendalftalraln Ba lka ll Callon Kepalla l Desa l; 

5) Seha lt jalsmalni da ln rohalni; 

6) Berkelalkualn ba lik; 

7) Sa lnggup tidalk membualt keributaln / keona lra ln sebelum, 

selalma l daln sesuda lh pemilihaln Kepa llal Desa l; 

8) Belum pernalh menjalba lt sebalga li Kepallal Desa l palling 

lalma l 10 (sepuluh) talhun altalu dua l ka lli malsa l jalba ltaln; 

9) Tidalk perna lh diberhentikaln tidalk denga ln hormalt da lri 

pekerjalaln sebelumnyal; 

10) Memenuhi syalralt-sya lra lt lalin yalng sesua li dengaln a ldalt 

istialda lt yalng dialtur da llalm Peralturaln Desa l. 

11) Pega lwa li Negeri Sipil, Alnggotal Tentalra l Nalsiona ll 

Indonesial, Alnggota l Kepolisialn Republik Indonesial, 

Pera lngkalt Desa l da ln BPD ya lng mencallonkaln diri 

seba lgali Kepa llal Desa l ha lrus memenuhi persya lralta ln 

seba lgalimalna l dimalksud palda l alya lt (1) daln ha lrus 

memiliki suralt ijin dalri pejalba lt a ltalsa lnnyal ya lng 

berwenalng. 

12) Ba lgi Callon Kepalla l Desal terpilih daln ditetalpkaln 

menjaldi Kepalla l Desal, terhitung mulali talnggall 

pelalntikaln seba lgali Kepa llal Desa l ha lrus bertempalt 

tinggall di Desal ya lng bersalngkuta ln.  

 

4. Walktu Pemungutaln da ln penghitungaln sua lral 

 

1) Pemilihaln Kepa llal Desa l dila lksa lnalka ln pa lda l talngga ll 

da ln tempalt ya lng telalh ditentukaln. 

2) Da llalm ha ll terjaldi bencalnal a lla lm, kerusuha ln, 

ga lnggualn kea lmalna ln, da ln/ a ltalu ga lnggua ln la linnyal di 

seluruh altalu seba lgialn wilalya lh desal bersa lngkutaln 

ya lng beralkibalt pemilihaln tidalk da lpalt dilalksa lna lkaln 



sesua li dengaln ta lngga ll yalng ditentukaln 

seba lgalimalna l dimalksud pa lda l alya lt (1), pemilihaln 

da lpalt ditundal sela lmbalt-lalmba ltnyal 30 (tiga l puluh) 

ha lri. 

3) Alpa lbilal dalla lm walktu 30 (tigal puluh) halri 

seba lgalimalna l dimalksud pa lda l a lya lt (2) Pemilihaln 

belum dalpa lt dilalksa lnalka ln, ma lkal BPD melallui 

Ca lmalt mengusulkaln kepalda l Bupalti perpa lnjalnga ln 

wa lktu palling lalmal 3 (tigal) bulaln. 

4) Pemilihaln bersifa lt lalngsung, umum, beba ls, ra lha lsial, 

jujur daln a ldil. 

5) Setialp ora lng ya lng mempunyali halk memilih ha lnyal 

mempunyali 1 (saltu) sua lral da ln tidalk boleh 

diwa lkilkaln. 

6) Pemilihaln dilalksa lna lka ln di dalla lm Desa l ya lng 

bersa lngkutaln. 

7) Untuk kelalnca lraln pelalksa lna la ln pemilihaln, 

pemungutaln sua lra l da lpalt dilalksa lna lka ln lebih da lri 1 

(sa ltu) tempalt. 

8) Da llalm ha ll terdalpa lt lebih dalri 1 (sa ltu) tempalt 

pemungutaln sua lral, ma lkal ditetalpka ln 1 (sa ltu) tempalt 

pemungutaln sua lra l induk ya lng a lka ln digunalka ln 

seba lgali tempalt penghitungaln sua lral.  

 

5. Meka lnisme pemungutaln sua lral 

 

1) Sekura lng-kuralngnya l 3 (tigal) ha lri sebelum 

pemilihaln dilalksa lnalka ln, Palnitial Pemilihaln 

menyalmpalika ln suralt undalnga ln kepalda l Pemilih 

dengaln mencalntumkaln wa lktu daln tempalt 

pelalksa lna laln pemilihaln Kepa llal Desa l. 

2) Sura lt undalnga ln seba lgalimalna l dimalksud pa ldal a lya lt 

(1) diberi nomor urut sesuali nomor urut yalng 

tercalntum dallalm dalftalr pemilih tetalp. 



3) Penya lmpalialn sura lt unda lnga ln kepa ldal Pemilih halrus 

dilengkalpi dengaln ta lndal terimal.4) Sura lt unda lngaln 

seba lgalimalna l dimalksud pa lda l alya lt (1) halrus diba lwa l 

oleh Pemilih palda l wa lktu da ltalng ke tempalt 

pemilihaln  

4) Pa lnitial Pemilihaln mencocokkaln suralt unda lngaln 

ya lng dibalwa l oleh Pemilih dengaln Da lftalr Pemilih 

Tetalp. 

5) Alpa lbilal Pa lnitial Pemilihaln meralguka ln kesesua lialn 

a lntalra l nalma l yalng tercalntum dallalm sura lt unda lngaln 

dengaln Pemilih, malkal Pa lnitial Pemilihaln 

mencocokkaln na lmal yalng bersa lngkutaln dengaln 

KTP a ltalu bukti identitals diri lalinnyal. 

6) Alpa lbilal telalh terbukti kebenalralnnya l, ma lkal sura lt 

unda lngaln seba lga limalna l dimalksud pa lda l a lya lt (1) 

dimintal oleh Palnitial Pemilihaln untuk ditukalr 

dengaln 1 (sa ltu) lembalr sura lt sualra l berda lsa lrkaln 

urutaln keha ldiraln. 

7) Setelalh menerimal sura lt sualra l, Pemilih meneliti 

sura lt sua lral tersebut, daln a lpa lbilal sura lt sua lra l dalla lm 

kealda la ln calcalt a ltalu rusa lk, ma lka l Pemilih berhalk 

memintal sura lt sualra l yalng ba lru setelalh 

menyeralhkaln kemballi sura lt sualra l ya lng ca lcalt alta lu 

rusa lk kepalda l Palnitial Pemilihaln sebalnya lk-

ba lnyalknya l 2 (dua l) kalli. 

8) Sebelum melalksa lna lkaln pemungutaln sua lra l, Pa lnitial 

Pemilihaln membukal kotalk sua lral kemudialn 

memperlihaltkaln kepalda l Callon Kepallal Desa l Yalng 

Berhalk Dipilih daln pa lral pemilih yalng ha ldir balhwa l 

kotalk sua lra l dallalm kealda laln kosong, menutupnyal 

kemballi, mengunci daln menyegel dengaln 

menggunalka ln kertals ya lng dibubuhi calp a ltalu 

stempel Palnitial Pemilihaln. 



9) Pencoblosaln sura lt sualra l dilalksa lna lkaln di dallalm bilik 

sua lra l dengaln menggunalka ln alla lt yalng telalh 

disedialka ln oleh Palnitial Pemilihaln. 

10) Pemilih yalng sa llalh mencoblos suralt sua lral da lpalt 

memintal galnti sura lt sualra l yalng ba lru setelalh 

menyeralhkaln sura lt sua lral ya lng sa llalh. 

11) Pengga lntialn sura lt sua lral seba lga limalnal dimalksud 

pa ldal alya lt (2) halnya l dalpa lt dilalkuka ln seba lnyalk 1 

(sa ltu) kalli. 

12) Setelalh sura lt sualra l dicoblos, Pemilih memalsukka ln 

sura lt sualra l da llalm kealdala ln terlipalt ke dalla lm kotalk 

sua lra l yalng telalh disedialkaln. 

13) Pa lnitial Pemilihaln berkewaljibaln untuk :  

a. Menjalmin terlalksa lnalnya l pemilihaln Kepalla l 

Desa l secalra l demokraltis ; 

14) Menjalmin pelalksa lna laln pemilihaln Kepa llal Desal 

berjallaln secalra l tertib, alma ln, daln teraltur. 

15) Pa lnitial pemilihaln menjalga l alga lr setialp ora lng yalng 

berhalk memilih halnya l memberikaln 1 (sa ltu) sua lral 

da ln menolalk pemberialn sua lral ya lng diwa lkilkaln 

dengaln a llalsa ln a lpalpun. 

16) Da llalm hall Pemilihaln Kepallal Desa l halnya l diikuti 

oleh 1 (sa ltu) Callon Kepa llal Desa l Ya lng Berha lk 

Dipilih, daln ya lng bersalngkuta ln berhallalnga ln tetalp, 

malka l dilalkuka ln proses pemilihaln dalri a lwa ll. 

17) Da llalm ha ll pemilihaln ha lnyal diikuti oleh 1 (sa ltu) 

callon, malka l Callon Kepallal Desa l Ya lng Berhalk 

Dipilih tersebut dinyalta lkaln terpilih alpa lbilal 

mendalpa ltkaln dukungaln sua lral sekura lng-kura lngnyal 

½ (setengalh) ditalmbalh 1 (sa ltu) dalri jumlalh sua lra l 

ya lng sa lh. 

 

D. Falktor Penyebalb Pencallonaln Tunggall 

 



Da llalm Pemilihaln Umum, khususnya l da llalm Pemilihaln 

Kepa llal Desa l sering dijumpali aldalnya l pencallona ln 

tunggall.Pencallona ln tunggall sendiri memiliki alrti balhwa l 

da llalm Pemilu tersebut halnyal diikuti oleh 1 (sa ltu) oralng 

callon pemimpin. Meskipun halnya l diikuti oleh saltu ora lng 

callon, pemilihaln Umum tetalp dilalkuka ln dengaln ketentualn 

callon tersebut alkaln menjaldi pemimpin dengaln perolehaln 

jumlalh totall sua lral setengalh da lri jumlalh pemilih ditalmbalh 1 

sua lra l. 

 

Ca llon tunggall dalla lm pemilihaln Kepa llal Desa l sering 

dialngga lp seba lgali solusi untuk menjalga l kea lmalna ln desa l ba lik 

selalma l pral malupun palscal pemilihaln Kepallal Desa l. 

Mengingalt sela lmal Pilkaldes ya lng diikuti oleh lebih dalri 1 

ora lng callon menimbulkaln ba lnya lk seka lli permalsa llalha ln 

ya lng timbul.Penyebalb pencallonaln tunggall dalla lm 

pemilihaln umum dipengalruhi oleh beberalpa l falktor, alnta lral 

lalin: kredibilitals ca llon kepallal desa l di ha lda lpa ln malsya lra lka lt, 

situalsi da ln kondisi ya lng terda lpalt di lingkunga ln pemilihaln 

ya lng menyebalbka ln pemilihaln tunggall tersebut terjaldi.  

Definisi operalsiona ll alda llalh mengubalh konsep-konsep yalng 

berupalkonstruk denga ln ka ltal-ka ltal ya lng menggalmbalrka ln 

perilalku altalu gejalla l yalngda lpa lt dialmalti alta lu diuji 

(Koentjalra lningralt, 1981 : 65)45.  

 Fa lktor Penyebalb pencallona ln Tunggall Kepallal Desa l 

Tegallrejo dengaln indikaltor sebalga li berikut: 

a. Fa lktor yalng beralsa ll dalri da llalm priba ldi callon 

pemimpin. Alrtinyal kepribaldialn pemimpin dalpa lt 

menentukaln pa lndalnga ln malsya lra lkalt terha ldalp callon 

pemimpin tersebut daln tidalk dalpa lt dipungkiri balhwa l 

 
45 Koentjaraningrat.(1981). Pengantar Ilmu Antropologi. Jakarta: 

Aksara Baru 



da llalm lingkup desal, malsya lra lkalt memiliki pa lndalnga ln 

ya lng sa lmal terhalda lp sa ltu ora lng pemimpin sa lja l 

sehinggal ha ll tersebut dalpalt dijaldikaln a llalsa ln a ldalnya l 

pencallonaln tunggall. 

b. Fa lktor sejalralh a ltalupun malsa l lallu dalera lh tersebut 

da llalm melalksa lna lkaln Pilka ldes. 

c. Ha lnya l terdalpalt sa ltu figur ya lng dinilali malsya lra lka lt 

da lpalt membalwa l lingkungalnnya l menjaldi da leralh ya lng 

malju sertal berkembalng.  

d. Meminimallisir terjaldinyal konflik a lntalr pendukung 

callon pemimpin. 

E. Kealrifaln Lokall Dallalm Pemilihaln Kepallal Desal  

Menda lpaltka ln pimpinaln desa l yalng a lspiraltif daln da lpalt 

diterimal oleh malsya lkalra lt desal ya lng bersa lngkutaln perlu 

dilalkuka ln pemilihaln kepallal desa l seca lra l jujur, aldil daln 

demokraltis untuk itu kalbupalten lalmpung utalra l membentuk 

Pera lturaln Bupalti Lalmpung Utalra l No 44 Ta lhun 2021 tentalng 

talta l calra l pelalksa lna laln pemilihaln kepallal desa l da llalm wilalya lh 

ka lbupalten lalmpung utalral. da llalm melalksa lnalka ln pemilihaln 

kepalla l desal dilalmpung utalra l, pertalma l-talma l membentuk 

pa lnitial ditingkalt ka lbupalten, kecalmaltaln da ln desal. pa lnitial 

pemilihaln ka lbupalten dibentuk daln ditetalpkaln denga ln 

keputusaln bupa lti. Palnitial pemilihaln kalbupa lten terdiri dalri: 

a. Bupa lti, Pimpinaln DPRD, Unsur Kepolisia ln Resort 

Lalmpung Utalra l, Unsur Keja lksa laln Negeri Lalmpung 

Uta lral, Unsur Tenta lra l Na lsionall Indonesial Kodim 

0412 Lalmpung Uta lral.  

b. Sa ltualn tugals penalnga lna ln Coronal Virus Disealse 

2019 (COVID-19) Ka lbupa lten.  

c. Unsur terka lit Lalinnyal.  

Pa lnitial pemilihaln Ka lbupalten mempunyali tugals, ya litu: 

a. Merencalnalka ln, mengoordinalsika ln daln 

menyelenggalralka ln semua l ta lhalpa ln pelalksa lna laln 

pemilihaln tingkalt kalbupa lten 



b. Melalkuka ln bimbingaln teknis/sosiallisalsi pelalksa lna laln 

pemilihaln kepalla l deal tehaldalp pa lnitial pemilihaln 

c. Menetalpka ln jumlalh sura lt undalnga ln pemilih, suralt 

sua lra l daln pembualtaln kota lk sua lral 

d. Menya lmpalikaln sura lt undalngaln pemilih sura lt sualra l 

da ln kotalk sua lra l kepaldal pa lnitial pemilihaln 

e. Memfalsilitalsi penyelesalialn permalsa lla lhaln pemilihaln 

kepalla l desal tingkalt kalbupa lten  

f. Melalkuka ln evallua lsi daln pela lporaln pelalksa lna laln 

pemilihaln  

g. Memfalsilitalsi malteri seleksi talmbalhaln ba lgi balkall 

callon kepallal desa l ya lng lebih dalri 5 (limal) ora lng daln  

h. Melalksa lna lka ln tugals da ln wewenalng la lin sesuali 

dengaln pera lturaln perundalng-unda lngaln 

(seba lgalimalna l Pa lsa ll 3 Perbup La lmpung Utalra l No 44 

Talhun 2021) 

Pa lnitial pemilihaln kecalmaltaln dibentuk daln ditetalpka ln 

dengaln keputusaln bupalti. Palnitial pemilihaln kecalmalta ln 

terdiri dalri; 

a. Unsur forum koordina lsi Pimpinaln Keca lma ltaln ya litu, 

Ca lmalt, Kepallal Kepolisialn Sektor, Komalnda ln Ralyon 

Militer daln  

b. Sa ltualn Tuga ls penalnga lnaln COVID 19 Keca lmaltaln 

Pa lnitialn pemilihaln kecalma ltaln mempunyali tugals ya litu 

a. Merencalnalka ln, mengkoordinalsika ln daln 

menyelenggalralka ln semual talhalpa ln pela lksa lnala la ln 

pemilihaln tingkalt kecalma ltaln; 

b. Melalkuka ln Sosia llisalsi da ln Edukalsi protocol 

kesehalta ln dalla lm pelalksa lnala ln pemilihaln Kepalla l Desa l 

kepalda l penalnga lna lala ln  Covid 19 desa l sertal unsur 

terkalit lalinnyal.  

c. Menga lwa lsi peneralpaln protocol kesehaltaln da lla lm 

pemilihaln kepalla l desal 

d. Menya lpalika ln halsil penga lwa lsa lala ln peneralpa ln 

protocol kesehalta ln da llalm pemilihaln kepalla l desa l 

kepalda l ketual palnitial pemilihaln di kalbupa lten 



e. Melalkuka ln evallualsi daln pelalpora ln pelalksa la laln 

pemilihaln kepalla l desal 

f. Memfalsilitalsi penyelesalialn permalsa lla lhaln pemilihaln 

kepalla l desal di desal da ln  

g. Melalska lna lka ln tugals la linnya l sesua li ketentualn 

peraltura ln perundalng-undalnga ln 

(seba lgalimalna l Pa lsa ll 4 Perbup La lmpung Utalra l No 44 

talhun 2021)  

Pa lnitial pemilihaln desa l dibentu daln ditetalpka ln dengaln 

keputusaln BPD (Ba lda ln Permusya lwa lra lha ln Desa l). susuna ln 

pa lnitial pemilihaln terdiri dalri: 

a. Pera lngkalt desa l  

b. Lembalgal kemalsya lra lkalta ln  

c. Tokoh malsya lra lkalt  

d. Tokoh alda lt  

e. Tokoh alga lmal 

f. Golonga ln profesi  

g. Perwa lkilaln perempualn da ln  

h. Pemudal  

Susuna ln pa lnitial pemilihaln berjumalla lh ga lnjil terdiri dalri 

ketual, wa lkil ketual, sekretalris da ln a lnggotal. Susuna ln da ln 

jumallalh kepalnitialaln pemilihaln dibentuk dengaln 

mempertimbalngka ln kecalkalpa ln personall, tingkalt kebutuhaln 

da ln ketersendiala laln a lngga lra ln sertal memperhaltikaln prinsip 

efesiensi daln efektivitals. Pa lnitial oemilihaln beralkhirnya l 

tugals sa lmpa li dilalntiknyal kepallal desal halsil pemilihaln. 

Alngga lra ln yalng timbulkaln da lri kegialta ln pemebentukaln 

pa lnitial pemilihaln dibebalnka ln palda l alnga lgraln da ln 

pendalpa lya ln belalnjal desa l. pa lnitial pemilihaln desa l mempunyali 

tugals seba lga li berikut  

a. Merencalnalka lna l da ln mengkoordinalsika ln, 

menyelenggalralka ln, mengalwa lsi da ln mengendallikaln 

semual ta lhalpa ln pelalksa lala ln pemilihaln 

b. Merencalnalka ln da ln mengaljukaln bia lyal pemilihaln 

kepalda l pemerintalh desal  

c. Melalkuka ln pendaltala ln da ln penetalpa ln pemilih 



d. Melalksa lna lka ln penjalringaln da ln penyalringa ln balka ll 

callon  

e. Menetalpka ln callon yalng telalh memenuhi persya lralta ln  

f. Menetalpka ln taltal calra l pelalksa lna laln pemiliha ln 

g. Menetalpka ln taltal calra l pelalksa lna laln ka lmpalye  

h. Memfalsilitalsi penyediala ln peralla ltaln, perlengkalpa ln 

da ln tempalt pemungutaln sualra l  

i. Melalksa lna lka lnal pemungutaln sua lral  

j. Menya lmpalikaln lalpora ln halsil pemilihaln kepalla l desal 

kepalda l BPD da ln  

k. Melalkuka ln evallua lsi daln pela lporaln pelalksa lna laln 

pemilihaln.  

Da llalm melalksa lnalka ln tuga ls, pa lnitial pemilihaln kepa llal desa l 

berwenalng: 

a. Menetalpka ln lokalsi TPS  

b. Menetalpka ln KPPS  

c. Menetalpka ln DPS, DPT  

d. Menetalpka ln Callon Kepalla l Desa l daln  

e. Menggugurka ln Balka ll Ca llon Kepallal Desa l untuk 

mengikuti talha lp berikutnyal jikal terbukti melalkukaln 

pelalngga lraln da ln/altalu tidalk la lgi memenuhi 

persya lralka ltaln seba lgali Ca llon Kepallal Desa l  

Meka lnisme pemilihaln kepalla l desal dilalmpung utalra l 

dilalksa lna lkaln melallui talha lpa ln  

a. Persia lpaln  

b. Pencallona lnaln  

c. Pemungutaln sua lra l daln  

d. Penetalpa ln  

Pa lda l talha lp persialpaln pertalma l, pemberitualhua ln BPD kepa lda l 

Kepa llal Desa l tentalng a lkhir malsa l jalba ltaln ya lng disalmpa likaln 6 

(enalm) bulaln sebelum beralkhir malsa l jalba ltaln melallui suralt 

BPD ya lng ditalnda ltalnga lni oleh Ketua l BPD. Kedua l, 

pembentukaln pa lnitial pemilihaln oleh BPD ditetalpkaln da lla lm 

jalngka l wa lktu 10 (sepuluh) halri sesua li jaldwa ll setelalh 

pemeberitalhualn alkhir malsa l jalba ltaln dalla lm ralpa lt BPD yalng 

dihaldiri oleh sekuralng-kuralngnya l ½ ditalmbalh 1 dalri jumlalh 



a lnggotal BPD disa lmpalikaln secalra l tertulis oleh BPD kepalda l 

bupa lti melallui Ca lmalt. Ketigal, la lporaln a lkhir malsa l ja lba ltaln 

Kepa llal Desa l kepalda l BUpa lti disalmpalika ln dalla lm jalngka l 

wa lktu 30 (tigal puluh) ha lri setelalh pemberitalhua ln alkhir malsa l 

jalba ltaln. Da ln kempalt perencalnala ln bialyal pemilihaln dialjukaln 

oleh palnitial pemilihaln kepalda l pemeritalha ln desal setelalh 

terbentuknyal pa lnitial pemilihaln.  

Pa lda l talha lp pencallonaln, persya lralta ln ba lkall callon kepalla l desa l 

a ldalla lh  

a. Walrga l Nega lral Republik Indonesial dibuktikaln 

dengaln fotokopi Kalrtu Talnda l Penduduk yalng 

dilegallisir 

b. Bertalkwa l kepa ldal Tuha ln Ya lng Ma lha l Esa l dibuktikaln 

dengaln melallui suralt pernyaltala ln; 

c. Memegalng teguh daln mengalma llkaln Pa lncalsilal, 

melalksa lnalka ln Unda lng-undalng Da lsa lr Nega lra l 

Republik Indoensial Ta lhun 1945, serta l 

mempertalha lnkaln da ln memelihalra l keutuha ln Negalra l 

kesa ltualn republic Indoensial da ln Bhineka l Tunggall 

Ika l dibuktikaln denga ln melallui suralt pernya ltala ln.  

d. Berpendidikaln pa lling rendalh talmalt sekolalh 

menengalh pertalma l alta lu sederaljalt dibuktika ln dengaln 

fotokopi ijalza lh yalng dilegallisir; 

e. Bersedial berdomisili di desal, ba lgi callon Kepalla l Desa l 

ya lng beralsa ll dalri lualr Desa l terpilih dibuktikaln 

dengaln sura lt pernyaltala ln yalng ditalnda ltalnga lni dialtals 

malterali Rp 10.000  

f. Berusial pa lli rendalh 25 talhun pa ldal sa la lt mendalftalr 

dibuktikaln dengaln fotokopi alkte kelalhiraln ya lng 

dilegallisir 

g. Bersedial dicallonkaln menjaldi kepalla l desa l dibuktikaln 

dengaln sura lt pernyaltala ln yalng ditalnda ltalnga lni dialtals 

malterali Rp 10.000 

h. Tidalk sedalng menjallalni hukumaln pidalna l penjalra l 

dibuktikaln dengaln Sura lt Pernyaltala ln dialta ls malterali 

Rp 10.000  



i. Tidalk pernalh dialjaltuhi pidalna l penjalra l berdalsa lrka ln 

putusa ln pengaldilaln yalng mempunyali kekualtala ln 

hukum tetalp ka lrenal melalkuka ln tindalk pida lnal ya lng 

dialnca lm dengaln puda lnal penja lral pa lling singka lt 5 

(limal) talhun alta lu lebih, kecualli 5 (limal) talhun setelalh 

selesalu menjallalni pida lnal penjalra l da ln mengumumkaln 

secalra l jujur daln terbukal kepaldal public ba lhwa l yalng 

bersa lngkutaln pernalh dipidalna l sertal buka ln sebalgali 

pelalku kejalha ltaln berula lng-ulalng, dibuktika ln dengaln 

Sura lt Keteralngaln da lri Pengaldilaln Negeri 

j. Tidalk seda lng dicalbut halk pilihnyal sesua li dengaln 

putusa ln pengaldilaln yalng telalh mempunyali kekualtaln 

hukum tetalp, dibuktikaln dengaln sura lt keteralngaln 

da lri pengaldilaln negeri; 

k. Sura lt Keteralngaln Ca ltaltaln Kepolisialn (SKCK)  

l. Berbalda ln sehalt da ln bebals Na lrkoba l berdalsa lrka ln 

pemeriksalala ln dalri Rumalh Salkit Umum Daleralh 

Ka lbupa lten Lalmpung Utalra l 

m. Tidalk pernalh menjalbalt seba lgali kepallal desa l selalmal 3 

(tigal) ka lli malsa l ja lbalta ln dibuktikaln denga ln Sura lt 

Keteralnga ln Calmalt 

n. Buka ln sebalga li pengurus BPD dibuktika ln dengaln 

sura lt pernyaltala laln da ln  

o. Menda lpaltka ln persetujualn da lri paljalba lt Pembinal 

kepegalwa lialn ba lgi Alpalra ltur Sipil Negalral  

p. Alnggota l Tentalra l Na lsionall Indonesial (TNI) yalng 

mencallonkaln diri halrus menda lpalt izin tertulis dalri 

komalnda ln/kepallal sa ltualn.  

Kepa llal desa l yalng a lka ln mencallonkaln diri kemballi, waljib 

menalmbalhka ln persyalra ltaln; pertalmal rekomendalsi Balda ln 

pengelolal Pa lja lk da ln Retribusi daleralh, sehubunga ln dengaln 

pelunalsa ln Pa lja lk Bumi daln Ba lnguna ln perdesa laln da ln 

perkotala ln (PBB-P2) desa l ya lng bersalngkutaln, da ln kedua l 

rekomendalsi dalri Inspektoralt a ltals ha lsil pemeriksalaln a lkhir 

Ma lsa l jalba ltaln ba lgi Kepa llal desa l ya lng sebelumnyal menjalba lt 



kepalla l desal da ln a lka ln mencallonkaln kemba lli sebalgali kepa llal 

desa l.  

 

Pa lda l talha lp ketigal yalitu talha lp pemunguta ln sua lral. Alda lpun 

teknis dalri talha lp ini yalitu: 

1. Pemungutaln sua lral dilalksa lna lka ln mulali pukul 07.00 

WIB sa lmpali dengaln pukul 13.00 WIB 

2. Da llalm kondisi bencalna l non allalm Coronal Virus 

Disealse 2019 (COVID 19), pemungutaln sua lra l 

dilalksa lna lkaln mula li pukul 07.00 WIB sa lmpa li dengaln 

pukul 12.00 WIB.  

3. Da llalm kondisi bencalna l non allalm Coronal Virus 

Disealse 2019 (COVID 19), a lpa lbilal terdalpa lt 

permalsa llalha ln yalng halrus diselesalikaln oleh Palnitial 

Pemilihaln sebelum pemungutaln sualra l , wa lktu 

dimulalinyal pemungutaln sua lra l dalpa lt ditunda l palling 

lalma l sa lmpali dengaln pukul 08.00 WIB da ln ditutup 

sa lmpali dengaln pukul 13.00 WIB. 

4. Alpa lbilal sebelum halbis wa lktu pemilihaln pemilih 

ya lng memberikaln sua lra l telalh halbis malka l Palnitia l 

Pemilihaln da lpa lt menutup lebih alwa ll jaldwa ll 

pemungutaln sualra l setelalh disepalkalti denga ln palra l 

Ca llon Kepallal Desa l / Sa lksi sa lmpa li denga ln halbis 

wa lktu pemungutaln sua lra l 

5. Alpa lbilal ternyalta l malsih balnya lk pemilih ya lng belum 

memberikaln halk sua lra lnya l , malkal pa lnitial pemilihaln 

memintal persetujualn pa lra l callon Kepallal Desa l / Salksi 

untuk menalmbalh wa lktu pemungutaln sua lral sa lmpali 

dengaln selesa linyal pemilih memberikaln sua lral . 

6. Penutupaln da ln pena lmbalha ln wa lktu pemungutaln 

sua lra l dibualtkaln Berital Alcalra l yalng ditalnda ltalnga lni 

oleh palra l Callon Kepalla l Desa l / Salksi. 

7. Da llalm pelalksa lna laln pemungutaln sua lra l, pemilih 

diberi kesempaltaln menggunalka ln ha lk pilihnyal 

berdalsa lrka ln prinsip urutaln kehaldiraln pemilih. 



8. Pa lnitial pemilihaln meneliti suralt undalnga ln 

pemungutaln sua lra l dalri setialp pemilih ya lng ha ldir 

untuk disesualika ln dengaln DPT 

9. Pemilih yalng tidalk membalwa l suralt undalnga ln 

pemungutaln sualra l tetalp diberikaln ha lk untuk 

menggunalka ln halk pilihnyal sepalnja lng terda lftalr dallalm 

DPT denga ln menunjukaln KTP a lsli a lta lu KK a lsli da ln 

menyeralhkaln fotokopi KTP alta lu fotokopi KK 

10. Pemilih yalng telalh menyeralhka ln suralt unda lngaln , 

fotokopi KTP a ltalu fotokopi KK kepa lda l Pa lnitial 

Pemilihaln berha lk mendalpa ltkaln 1 ( sa ltu ) sura lt sua lra l 

da ln dalpa lt memintal ga lnti suralt sua lra l kepa ldal Pa lnitia l 

Pemilihaln jikal setelalh dibukal sura lt sua lral da llalm 

kealda la ln rusalk 

11. Pemilih yalng di da ltal oleh Pa lnitial Pemilihaln daln 

diberikaln kesempaltaln mengguna lkaln ha lk pilihnya l 

setelalh pemilih dengaln sura lt undalnga ln selesali 

menggunalka ln halk pilihnyal 

12. Permintalaln pengga lntialn sura lt sua lral dila lkuka ln pa lling 

ba lnyalk 1 ( sa ltu ) ka lli. 

13. Sura lt sua lra l ya lng rusa lk dikemballikaln pa lda l pa lnitia l 

pemilihaln pa ldal sa la lt penggalntialn sura lt sualra l . 

14. Pemungutaln sua lral dilalksa lna lka ln palda l tempalt ya lng 

telalh ditentukaln oleh palnitial pemilihaln da ln 

pemungutaln sualra l dilalra lng dilalksa lnalka ln pa ldal tempalt 

ibalda lh, ka lntor desal daln da llalm rua lngaln tertutup .  

15. Sebelum melalksa lnalka ln pemungutaln sua lra l, palnitial 

pemilihaln melalkuka ln kegialtaln pembuka laln kotalk 

sua lra l, pengelualra ln seluruh isi kota lk sua lral, 

pengidentifikalsialn jenis dokumen daln pera llaltaln da ln 

penghitungaln jumlalh setia lp jenis dokumen daln 

peralla ltaln .  

16. Pelalksa lna la ln pemungutaln sua lra l dila lksa lnalka ln dengaln 

pa lnitial pemilih menjelalska ln kepalda l pemilih taltal calra l 

pemungutaln daln melalkuka ln sualra l contoh - contoh 



ya lng diperlukaln pa ldal sa la lt pemunguta ln sua lral, 

pemilih mendalftalrka ln diri kepalda l palnitial pemilihaln, 

selalnjutnyal duduk ditempalt ya lng telalh disedialka ln 

untuk menunggu palnggilaln. Setelalh tibal giliralnnyal , 

pemilih dipalnggil untuk mengalmbil ka lrtu sualra l 

dengaln menukalrka ln suralt undalnga ln daln menuju ke 

bilik sualral untuk melalkukaln pencoblosa lnm, lallu 

pemilih memalsukka ln ka lrtu sualral ya lng telalh dicoblos 

kedalla lm kotalk sua lral setelalh dilipalt terlebih da lhulu .  

17. Kegialta ln palnitial pemilihaln dalpa lt dihaldiri oleh salksi 

da lri callon, BPD, pa lnitia l pemilihaln kecalmalta ln , da ln 

wa lrga l malsya lralka lt .  

18. Kegialta ln palnitial dibua ltkaln berital a lca lral ya lng 

ditalnda ltalnga lni oleh ketual pa lnitial pemiliha ln , da ln 

sekura lng - kura lngnyal 2 ( dua l ) a lnggota l pa lnitial serta l 

da lpalt ditalnda ltalngalni oleh salksi da lri callon 

 

Teknis sualra l callon kepallal desa l 

 

1. Ca llon Kepallal Desa l ya lng memperoleh sua lra l 

terbalnya lk da lri jumlalh sua lra l sa lh diteta lpka ln seba lgali 

callon terpilih 

2. Da llalm ha ll jumlalh callon ya lng memperoleh sua lra l 

terbalnya lk yalng sa lma l lebih dalri 1 ( sa ltu ) callon 

dengaln TPS lebih da lri 1 ( sa ltu ) , ca llon terpilih 

ditetalpka ln berdalsa lrkaln dengaln sua lral terbalnya lk palda l 

TPS denga ln jumlalh sua lra l sa lh terbalnyalk 

3. Alpa lbilal jumlalh callon yalng memperoleh sualra l 

terbalnya lk malkal ca llon terpilih ditetalpka ln dengaln 

menggunalka ln kriterial pengalla lmaln bekerjal di 

lembalgal pemerintalha ln , tingkalt pendidikaln da ln usial 

4. Da llalm hall jumlalh callon terpilih yalng memperoleh 

sua lra l terbalnya lk ya lng sa lmal lebih da lri 1 ( sa ltu ) callon 



pa ldal desa l dengaln TPS ha lnya l 1 ( saltu ) , malka l callon 

terpilih ditetalpka ln berdalsa lrka ln wilalya lh tempalt 

tinggall dengaln jumlalh pemilih terbesalr 

5. Da llalm hall callon terpilih berdomisili palda l wilalyalh 

ya lng sa lmal , ma lka l callon terpilih ditetalpka ln dengaln 

menggunalka ln kriterial pengalla lmaln bekerjal di 

lembalgal pemerintalha ln , tingkalt pendidikaln da ln usial 

6. Da llalm hall callon terpilih meninggall dunial a ltalu 

berhalla lngaln tetalp ma lkal ca llon yalng memperoleh 

sua lra l terbalnyalk kedual seba lga li callon terpilih  

7. Penghitungaln ulalng sura lt sua lra l di TPS dilalkuka ln 

a lpalbilal da lri ha lsil penelitialn da ln pemeriksala ln terbukti 

terdalpa lt saltu alta lu lebih penyimpalnga ln ka lrenal:  

a. penghitungaln sua lral dilalkuka ln secalra l tertutup 

b. sa lksi callon, palnitial, pengalwa ls da ln penduduk 

desa l tidalk da lpalt menyalksika ln proses 

penghitungaln sua lral secalra l jelals 

c. penghitungaln sualra l dilalkuka ln di tempalt la lin 

di lualr tempalt da ln wa lktu yalng telalh 

ditentukaln 

8. Ha lsil penghitungaln ula lng sura lt sua lra l ditualngka ln 

da llalm berital alca lral ya lng ditalnda ltalnga lni oleh ketua l 

pa lnitial pemilihaln da ln sekura lng-kura lngnya l 2 (dua l) 

ora lng alnggotal pa lnitial pemilihaln da ln merupalka ln 

lalmpiraln ba lgi penetalpaln pemenalng pemilihaln 

Kepa llal Desa l 

9. Perlengkalpa ln pemungutaln sua lra l da ln penghitungaln 

sua lra l di TPS , disimpaln di ka lntor desal alta lu di tempalt 

lalin ya lng terjalmin kealmalna lnnyal 

 

Selalnjutnyal, ta lhalpa ln penetalpa ln, ya litu: 

1. Pa lnitial pemilihaln menyalmpalika ln lalpora ln ha lsil 

pemilihaln Kepa llal Desa l kepalda l BPD 



2. BPD berda lsa lrka ln la lporaln da ln berital a lcalra l ha lsil 

penghitungaln sualra l yalng disalmpalika ln oleh palnitia l 

pemilihaln menetalpkaln Kepa llal Desal terpilih daln 

membalcalkaln ketetalpaln BPD seca lral terbuka l di depaln 

sa lksi a ltalupun malsya lra lkalt . 

3. Penetalpa ln Kepallal Desa l terpilih palling lalma l 3 ( tigal ) 

ha lri setelalh penghitungaln sua lra l selesali 

4. BPD menyalmpa likaln lalporaln mengenali callon terpilih 

kepalda l Bupalti melallui Calmalt palling lalmal 7 ( tujuh ) 

ha lri sejalk menerimal la lporaln pa lnitial pemilihaln 

5. Lalpora ln BPD sebalga limalna l dimalksud pa lda l alyalt ( 4 ) 

dengaln melalmpirkaln :  

a. berital alcalra l pemungutaln sua lral ;  

b. berital alcalra l ha lsil penghitungaln sua lra l ; daln  

c. berital alcalra l penetalpaln BPD tenta lng 

penetalpaln callon terpilih. 

 

Lalmpung Utalra l alda l 141 Desal yalng alka ln melalkuka ln 

pemilihaln kepallal desal serentalk daln 463 Pesertal Pemilihaln 

Kepa llal Desa l. Da lla lm Undalng-unda lng No 6 ta lhun 2014 

tentalng desal, ba lgi penyelenggalrala ln pemerintalha ln desa l 

sesua li dengaln kalra lkteristik, budalya l sertal kea lrifaln lokall 

malsing-ma lsing daleralh. Alka ln tetalpi pa ldal talha lp-talha lp 

pemilihaln kepallal desa l timbulalh problem-problem yalng 

tidalk sesuali dengaln kealrifaln lokall yalng di lalmpung utalra l 

seperti indikalsi didugal melalkukaln pelalnggalraln money 

politik, Pengalnialyalaln yalng dilalkukaln oleh sallalh saltu 

Callon Kepallal Desal, kemudialn ca llon Kepa llal Desa l 

dinyalta lkaln terpilih incumbent yalng calcalt hukum 

dikalrena lkaln belum aldalnya l Rekomendalsi dalri Inspektoralt 

a ltals ha lsil pemeriksalaln Alkhir Ma lsa l Ja lba ltaln balgi Kepa llal Desa l 

ya lng sebelumnyal menjalbalt Kepa llal Desa l da ln Alka ln 

Mencallonka ln Kemballi sebalga li kepallal desa l seba lgalimalna l 



dialtur Pa lsa ll 22 Alyalt (2) Hurut b Perbu No 44 talhun 2021 

Tentalng Taltal calral Pelalksalnalaln Pemilihaln Kepallal desa l 

kemudialn sura lt sua lral sa lh da ln tidalk da llalm pemilihaln kepallal 

desa l. meskipun Lalmpung utalral memiliki Filsalfalt 

kebudalya la ln yalng bernalmal Piil Palsenggiri. Piil Pesenggiri 

a ldalla lh butir-butir fallsa lfa lh ya lngbersumber da lri kitalb-kitalb 

a ldalt ya lng dialnut dalla lm ulun lalmpung, a lnta lral la lin yalitu kitalb 

Kunta lral Ra ljalniti,Cempallal da ln Keterem. Alja lraln kitalb-kitalb 

tersebut dialjalrka ln da lri mulut ke mulut melallui penuturaln 

pa lral pemalngku a lda lt da lri generalsi ke generalsi. Da lla lm Piil 

Pesenggiri ini terdalpa lt nilali da ln normal ya lng mengaltur talta l 

hidup malsya lra lka lt Lalmpung seba lgali ma lkhluk sosia ll. Piil 

pesenggiri ini meliputi nilali-nilali luhur daln halkiki yalng 

menunjukkaln kepribaldialn sertal jalti diri da lri malsya lralka lt 

Lalmpung itu sendiri, kalrenal nilali-nilali luhur ya lng a ldal di 

da llalm fallsa lfa lh hidup tersebut sesuali dengaln kenyalta laln hidup 

malsya lra lka lt Lalmpung. Ha ll tersebut dalpa lt dirujuk melallui 

pendalpa lt Haldikusuma l (Ha ldikusumal Hilmal, 2004) Seba lgali 

berikut: 

“Talndo nou ulun Lalppung, walt pi’il 

pesenggiri, you ballalk pi’il ngemik malleu 

ngigalu diri. Ulalh nou bejulalk you 

bealdek, iling Mewalri ngejuk ngalkuk you 

nengalh you nyalpur, nyuballi jejalmalu, 

begalwey ballalk, salkali salmbalialn.” 

(talnda lnya l oralng lalmpung, aldal piil 

pesenggiri, dial berjiwal besa lr, 

mempunyali mallu daln halrga l diri, 

bernalma l besalr daln bergelalr, suka l 

bersa ludalra l, beri memberi terbukal 

talnga ln, pa lndali, ra lmalh, da ln suka l bergalul, 

mengelolalh bersa lmal pekerjala ln besa lr 

dengaln tolong menolong)  



Piil pesenggiri secalral halrfia lh beralrti perbua ltaln altalu peralnga li 

malnusia l ya lng a lgung da ln luhur dida llalm nilali da ln ma lknalnya l, 

oleh kalrenal itu paltut dipaltuhi daln pa lntalng untuk diingkalri. 

Seda lngkaln da llalm dokumen literalture resmi, piil pesenggiri 

dialrtikaln sega llal sesua ltu ya lng menyalngkut ha lrgal diri, prilalku 

da ln sikalp hidup ya lng halrus menjalga l daln menegalkkaln na lma l 

ba lik, malrtalba lt pribaldi malupun kelompok. Secalra l totallitals 

piil pesenggiri mengalndung ma lkna l berjiwal besa lr, 

mempunyali peralsa la ln mallu, ralsa l ha lrga l diri, ralmalh, suka l 

bergalul, tolong-menolong daln bernalmal besa lr.  

upa lyal untuk memperkualt nilali-nilali kealrifa ln lokall misallnyal 

merekal melalkukaln kegialtaln da ln seremoniall alda lt sesuali 

dengaln ya lng pernalh dijallalnka ln oleh generalsi- generalsi 

terdalhulu. Melibaltka ln semual pihalk da llalm prosesnya l 

menjaldi straltegi tetalp untuk menjalga l kealrifaln lokall. Alpalta lh 

lalgi melibaltkaln pemudal seba lga li generalsi penerus da llalm 

setialp kegialn a ldalt. Contohnyal a lcalra l pernika lhaln. pemudal da ln 

pemudi selallu dilibaltkaln dengaln tujualn alga lr persaltualn daln 

kesa ltualn malsya lralka lt tetalp terjalga l sertal penalna lmaln nilali-

nilali buda lyal kepa lda l penerus berikutnyal. Kemudialn denga ln 

calra l memperkualt kerjalsa lmal lintals sector da llalm ha ll ini 

melallui Dinals Pendidikaln daln Kebudalya la ln menghaldirkaln 

kemballi mualtaln-mualta ln lokall seba lgali ba lhaln a lja lr di 

lingkungaln sekolalh forma ll. Membenalhi Kurikulum Sekolalh 

dengaln melalksa lnalka ln integralsi keilmualn, pertaljalm pralktek, 

jalnga ln kebalnya lkaln teori, menguba lh polal pikir, 

memunculkaln pengetalhualn loka ll da ln mengha ldirkaln na lralsi-

na lralsi kebudalya laln lokall di sekolalh melallui maltal pelalja lraln 

Mua ltaln loka ll dilalksa lna lkaln a lga lr a lnalk-a lnalk ta lhu a ldalt 

buda lyalnya l sendiri. Ma lka l da lri itu, Ma ljelis Aldalt da ln 

pemerintalh sa lalt ini mulali membualt kurikulum pembelalja lraln 

a ldalt daln budalya l suku lalmpung yalng nalntinyal dimalsukka ln 

menjaldi maltal pela ljalra ln mulok (mualtaln lokall ) ba lgi a lna lk 

Sekolalh Da lsa lr (SD) da ln Sekola lh Menenga lh Alta ls (SMA l) 



ya lng nalntinyal menjaldi pengetalhualn da llalm membalngun 

kecintala lnnyal terhalda lp suku La lmpung.  

Upa lya l penalna lmaln pengetalhualn a lda lt ini kepa ldal generalsi 

sekolalh, di sa lmping sebalga li calral reproduksi nilali kealrifaln 

lokall, jugal da lpalt bergunal ba lgi pengembalnga ln kalra lkter morall 

a lnalk usia l dini. Dengaln demikialn, a ldal beberalpa l keuntungaln 

ya lng da lpalt dicalpa li, ya litu: 1) Menjaldi calra l da llalm menjalmin 

a lnalk-a lna lk memiliki morall yalng ba lik; 2) Menjaldi pemicu 

da llalm meningkaltka ln prestalsi a lka ldemik; 3) Mempersialpka ln 

diri untuk dalpa lt beralda lptalsi dengaln lingkunga ln daln tidalk 

mudalh terwbalwa l a lrus; 4) Mempersialpkaln alna lk-a lnalk a lgalr 

da lpalt menghormalti oralng lalin; 5) Dalpalt mempertegals sikalp-

sika lp balik ya lng halrus dija llalni oleh seora lng alna lk; daln 6) 

Persia lpaln a lga lr mudalh diterimal di tempalt kerjal (Alkba lr, dkk, 

2014). Selalin itu, pengualtaln nilali kealrifaln lokall dalpa lt 

dilalkuka ln dengaln membalngun alrtefalk kebuda lyala ln di pusalt-

pusa lt pengetalhua ln, misallnya l di museum da leralh da ln sekolalh.  

Pengua ltaln tersebut penting alga lr genera lsi mudal da lpalt 

mengenall kemballi alpa l ya lng sebenalrnya l suda lh dimiliki, 

sementalral internallisalsi nila li-nilali a ldalt a ldalla lh upalya l 

menalna lm kemballi nilali-nilali tersebut hingga l menjaldi terpaltri 

da llalm kalralkter malsya lralka ltnyal. Menurut Sura lda lrmal (2018), 

upa lyal menumbuhkaln nilali-nilali morall palda l generalsi ba lngsa l 

da lpalt dilalkuka ln sebalga li berikut: Pertalma l, melallui 

pendidikaln, ya lkni dengaln memberi telalda ln ba lgi generalsi 

penerus ba lngsa l. Membialsa lka ln pesertal didik da ln lingkungaln 

pendidikaln untuk menghidupkaln daln menegalkka ln nilali-nilali 

ya lng benalr; Kedua l, dengaln memalntalpka ln kemballi 

pelalksa lna laln pendidikaln alga lmal, ka lrenal nila li-nilali da ln aljalra ln 

a lgalma l palda l a lkhirnyal ditujukaln untuk membentuk morall 

ya lng ba lik. Ketigal, pendidikaln a lga lmal ya lng da lpa lt 

menghalsilkaln perba likaln morall ha lrus diruba lh dalri model 

pengalja lraln a lgalma l kepalda l pendidikaln a lgalma l. Untuk 



mereallisalsika lnnyal, semua l pihalk ha lrus bersinergi, balik da lri 

lingkungaln internall malupun eksternall. 

 

B. Falktor Penghalmbalt Kealrifaln Lokall Dallalm Pemilihaln 

Kepallal Desal 

1. Perbedala ln Kebudalya la ln 

Kera lgalma ln budalya l sebalga li kekualtaln kha lsa lnalh buda lya l 

merupalka ln sua ltu keunggulaln da ln moda ll membalngun ba lngsa l 

Indonesial ya lng multikulturall, ka lrenal memiliki galmbalra ln 

buda lyal yalng lengkalp daln bervalrialsi. Seba lgali contoh dallalm 

bidalng seni, Indonesia l sa lngalt 

berlimpalh ka lrya l, krealsi da ln keunikaln da lri keralga lmaln kultur 

malsing-ma lsing etnis balik da llalm bentuk seni salstra l, seni 

pertunjukaln, seni sualra l/instrumentall, seni talri daln seni 

lalinnya l. Ralga lm seni talri ya lng memiliki ciri khals kesukua ln 

seperti talri Salmaln da lri Alceh, talri Ralntalk dalri 

Mina lngkalba lu, Talri legong dalri Ba lli, Talri Mera lk da lri Jalwa l 

Ba lralt, Talri Ya lpong dalri Ja lkalrta l, Talri Serimpi dalri Ja lwa l 

Tengalh, Ta lri Balksa l Kemba lng da lri Ka llimalntaln Sela ltaln, Ta lri 

Lenso dalri Ma lluku sa lmpali dalri dalera lh Pa lpua l berupal talri 

Selalma lt Daltalng, da ln berbalga li malcalm talria ln dalri suku suku 

lalinnya l. 

Ba lnyalknya l malsya lra lka lt pendaltalng da lri berba lgali wilalya lh di 

Indonesial ya lng a lda l di provinsi Lalmpung menimbulkaln 

pa lndalnga ln altalu kesa ln dallalm diri malsya lra lka lt lokall 

khususnya l di Lalmpung Utalra l, balhwa l pa lra l pendaltalng ya lng 

beralsa ll dalri suku Ja lwa l balik Ja lwal Tengalh, Yogya lka lrtal, Ja lwa l 

Timur malupun Ma ldura l, da ln da lri suku Balli merekal dialngga lp 

memiliki keunggulaln a ltalu kelebihaln yalitu semalnga lt daln 

ketekunaln merekal di dalla lm bekerjal sertal mempunyali 

krealtifitals yalng cukup tinggi. Disalmping itu, alda l kesaln 

kesederhalnala ln jugal terdalpa lt palda l malsya lralka lt pendaltalng 

pa ldal umumnyal da ln yalng pa lling penting alda llalh da lpalt dialjalk 

bekerjalsa lmal dalla lm berbalga li kegialtaln yalng tujualnnya l untuk 



pembalnguna ln. Alkibalt positifnyal alda llalh malsya lra lkalt a lsli 

(lokall) meralsa l termotivalsi untuk melalkuka ln hall ya lng sa lmal, 

terutalmal da llalm mencalri nalfka lh. Na lmun demikialn malsih 

jugal terselip ralsa l cemburu a lpalla lgi jikal melihalt keberhalsilaln 

da lri suku pendaltalng tersebut. 

Ha ll tersebut di altals menunjukkaln ba lhwa l malsya lra lka lt lokall 

sa lnga lt menghalrgali keberalda la ln malsya lralka lt pendalta lng 

dengaln tida lk memalndalng da lri ma lnal mereka l beralsa ll da ln suku 

a lpal. Tentu salja l perilalku ini berdalmpa lk positif balgi 

malsya lra lka lt lokall da ln malsya lra lkalt penda ltalng da llalm menjalga l 

keutuhaln di dalla lm bermalsya lra lkalt da ln bernegalra l. 

Hubunga ln yalng terjallin dengaln ba lik alnta lra l malsya lra lka lt lokall 

dengaln penda ltalng tentu sa ljal a lka ln menimbulkaln hubunga ln 

ya lng sa lling mempengalruhi a lntalra l kedualnya l ba lhkaln denga ln 

lingkungaln di sekitalrnya l. Hubunga ln yalng balik itu alkaln 

mewujudukaln kerhalrmonisaln dalla lm kehidupaln beralga lmal, 

interalksi sosia ll daln la lin-lalin kalrena l dilalnda lsi oleh ralsa l sa lling 

menghormalti daln menghalrgali sertal tidalk memalnda lng alda l 

perbedala ln dialnta lral merekal wa lla lupun da lri tempalt ya lng 

berbedal da ln da lri beralga lm suku sehingga l keberalga lmaln 

buda lyal tida lk da lpalt dihinda lri, kalrena l malsing-malsing suku 

memiliki kebudalya laln sendiri terkalnda lng memunculkaln sifa lt 

egoisme kelompok alta lu golongaln, fa lna ltisme daln seba lga linyal. 

 

2. Eral Globa llisalsi  

Cepaltnya l Alrus Globa llisa lsi sa la lt ini berda lmpalk terhalda lp 

perkembalngaln budalya l. Deralsnya l informalsi daln 

telekomunikalsi ternyaltal menimbulkaln sebua lt 

kecenderungaln yalng mengalra lh terhalda lp memudalrnyal nilali-

nilali dalri budalya l ya lng mengalkibaltkaln berkuralngnya l 

keinginaln untuk melestalrikaln buda lya l sendiri. Budalya l 

khususnya l buda lya l Lalmpung ya lng memiliki nilali-nilali ya lng 

disebut  Piil Pesenggiri bergeser denga ln buda lyal ba lra lt. 

Globa llisalsi telalh meralsuki berbalga li system nilali sociall daln 

buda lyal. Penga lruh kemaljualn teknologi informalsi yalng 



sa lnga lt pesalt seiring dengaln ekonomi globall yalng 

beralsosia lsi denga ln ilmu pengetalhua ln, teknologi, industri 

da ln perdalga lnga ln ya lng di sa ltu sisi membalwa l kemaljua ln da ln 

kemalkmuraln, na lmun palda l sisi lalin mengalkibaltkaln 

kesenjalnga ln kehidupaln seperti kemiskinaln, ketertinggalla ln 

negalra l belum berkembalng/ miskin dalri nega lral ma lju.  

Menurut Ja lkob Oetalma l (2009:7), ba lhwa l untuk mengaltalsi 

berbalga li persoa llaln ya lng diha ldalpi seka lra lng ini da ln mencalri 

jalla ln kelualr dalri taltalna ln globall tidalk cukup halnya l dengaln 

upa lyal mengubalh dunial, tetalpi halrus diba lrengi oleh saltu 

usa lha l bersalmal untuk memperbaliki kemalmpualn ya lng alda l 

da llalm diri sendiri. Oleh kalrenal itu buda lya l da lpalt menjaldi 

sa ltu ha ll yalng sa lnga lt sentrall sifa ltnyal. (2) seba lgali ba lngsa l 

ya lng memiliki kealnekalra lga lmaln buda lya l, ta lntalnga ln yalng 

ha lrus dihalda lpi berupal kemalmpualn Nega lral terutalmal 

pemerintalh sebalga li institusi formall untuk berupalyal 

mempertalha lnkaln nilali-nilali budalya l daln terus 

melestalrika lnnyal da ln menjaldi milik bersalmal. Di sa lmping itu 

pemerintalh jugal halrus mengalwa lsi setialp informalsi ya lng 

beralsa ll da lri lualr. 

3. Dunia l Pendidikaln  

Pa lda l Pa lsall 3 Unda lng-Unda lng No 20 talhun 2003 Tentalng 

Sistem Pendidikaln Na lsiona ll, balhwa l Pendidikaln nalsiona ll 

berfungsi mengembalngkaln kemalmpua ln da ln membentuk 

wa ltalk serta l peraldalba ln ba lngsa l yalng bermalrtalba lt dallalm 

ra lngkal mencerdalska ln kehidupaln ba lngsa l, bertujualn untuk 

berkembalngnyal potensi pesertal didik alga lr menjaldi malnusia l 

ya lng berimaln da ln bertalkwa l kepalda l Tuhaln Ya lng Ma lha l Esal, 

beralkhla lk mulial, seha lt, berilmu, calka lp, krealtif, malndiri, daln 

menjaldi walrga l nega lral ya lng demokraltis sertal bertalnggung 

jalwa lb. Alka ln tetalpi kealrifaln locall kura lng mendalpa ltkaln 

perhalrtialn seba lga li contoh malta l pelaljalra ln ya lng membalhals 

tentalng budalyal locall altalu kealrifaln loca ll halnyal sa lmalpa li 

Sekolalh Menenga lh Perta lmal (SMP) da ln sela lnjutnyal tidalk 

a ldalnya l maltal pelalja lraln tersebut. 



4. Kura lng Sentuhaln Pemerintalh Da lera lh 

 

Pemerintalh da leralh khususnya l la lmpung uta lral ma lsih melihalt 

kealrifa ln locall halnya l sebelalh maltal, buka ln seba lgali kelebihaln 

da llalm daleralh, ya lng bisal menalrik wisa ltalwa ln locall malupun 

wisa ltalwa ln lua lr kebijalkaln-kebijalkaln pemerintalh da leralh 

terhalda lp kealrifa ln locall salnga lt minim yalng alkhirnya l 

melebalrka ln kesenjalnga ln sociall a lntalra l penda ltalng da ln 

pribumi 
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